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ABSTRAK

Nina Awalia Safitri, B92213066, (2017) : PENGURANGAN RISIKO BENCANA
TANAH LONGSOR DENGAN MEMBANGUN  KESIAPSIAGAAN
MASYARAKAT BERBASIS KELOMPOK ARISAN RT DI DESA DEPOK,
KECAMATAN BENDUNGAN KABUPATEN TRENGGALEK.

Skripsi ini membahas tentang upaya pengurangan risiko bencana (PRB) tanah
longsor di Desa Depok. Tujuan dari PRB tanah longsor adalah sebagai langkah
meningkatkan kapasitas dan menurunkan kerentanan masyarakat dalam
menghadapi dan mengelola bencana dan dampak yang ditimbulkannya. Faktor
belum adanya pendidikan tentang PRB, belum adanya inisiasi dalam pembentukan
kelompok PRB dan belum adanya advokasi kebijakan tentang implementasi
program PRB oleh pemerintah desa menjadi akar masalah yang telah terpetakan.

Pendekatan penelitian dan pendampingan ini menggunakan metode PAR
(Particpatory Action Research). PAR merupakan kegiatan kolaboratif antara
peneliti dengan komunitas untuk melakukan riset bersama, merumuskan masalah,
menyusun strategi pemecahan masalah, melakukan aksi secara berkesinambungan
dan berkelanjutan. PAR dirancang untuk mengkonsep suatu perubahan dan
melakukan perubahan terhadapnya. Mengingat bencana adalah sesuatu yang tidak
dapat dipisahkan dalam kehidupan, sehingga pandangan masyarakat mengenai isu
kebencanaan harus dirubah. Juga mengajak masyarakat agar dapat mengelola
bencana secara menyeluruh baik pada masa sebelum, pada saat terjadi, dan setelah
kejadian bencana. Pergeseran pandangan yaitu dari bersifat memberi tanggapan
(responsif) menjadi pencegahan (preventif), dari urusan pemerintah menjadi
partisipatif masyarakat, dari tanggung jawab beberapa sektor menjadi tanggung
jawab berbagai sektor, dan dari pola menangani dampak menjadi mengurangi
risiko.

Hasil dari penelitian dan pendampingan ini adalah terbangunnya kesadaran
masyarakat Desa Depok tentang PRB, terbentuknya Kelompok Tangguh Bencana
Desa Depok sebagai transformasi kelompok arisan RT dan rencana program
tentang upaya PRB oleh pemerintah Desa Depok. Sehingga kegiatan pengurangan
risiko bencana (PRB) yang ideal baik di tingkat pusat maupun di daerah menurut
Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dapat
diimplementasikan di Desa Depok. Sehingga terciptalah masyarakat yang siap
siaga dan tangguh terhadap bencana tanah longsor.

Kata Kunci : PRB, Tanah Longsor, Siaga Bencana.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana Alam telah menjadi isu Nasional dalam beberapa tahun ini. Karena
Indonesia memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis dan
sosiologis yang menjadikannya rawan terhadap bencana. Baik bencana alam, non-
alam, maupun bencana sosial. Kondisi geografis dan geologi Indonesia terletak
pada pertemuan tiga lempeng raksasa Eurisia, Indoaustralia, dan Pasifik serta
berada pada “ring of fire ” artinya Indonesia dikelilingi oleh gunung api yang aktif.!

Disamping itu, Indonesia juga terletak di daerah tropis dengan curah hujan
yang tinggi, dan memiliki topografi yang bervariasi. Adanya posisi yang seperti itu,
maka secara geologis, geomorfologi dan klimatologis Indonesia selalu mengalami
bencana seperti: banjir, kemarau panjang, tsunami, gempa bumi, gunung berapi dan
tanah longsor. Ditunjang dengan jumlah penduduk yang tidak kurang dari 250 juta
jiwa menyebabkan Indonesia mempunyai risiko bencana yang tinggi akan korban
jiwa dan kerugian harta benda hingga dampak psikologis seperti trauma dan lain-
lain.

Begitu pula dengan wilayah Kabupaten Trenggalek. Menurut indeks risiko
bencana yang di susun oleh BNPB tahun 2013 menunjukkan bahwa Kabupaten
Trenggalek adalah daerah dengan ancaman multibencana, hal ini menempatkan

Kabupaten Trenggalek berada pada urutan 63 daerah rawan bencana tinggi dengan

! BNPB, "Indeks Risiko Bencna Indonesia”, direktorat pengurangan risiko bencana deputi bidang
pencegahan dan kesiapsiagaan, Sentul:2013, hal. 3.,



skor 198.2 Sedangkan, potensi dan kerentanan tidak di imbangi oleh kapasitas
masyarakat untuk melakukan langkah pencegahan dalam mengurangi risiko-risiko
atau ancaman-ancaman bencana.

Bencana sendiri merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia.
Sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,
kerugiaan harta benda dan dampak psikologis®>. Menurut BNPB bencana adalah
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dang mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik faktor non-alam
dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak
psikologis.* Terjadinya suatu bencana tidak semerta-merta di timbulkan oleh satu
faktor, melainkan multifaktor dan dikaji menggunakan multipendekatan untuk
penanggulangannya.

Memiliki karakteristik daerah yang terletak membentang meliputi kawasan
pesisir hingga pegunungan. Membuat kawasan ini banyak mendapat ancaman
bencana. Salah satunya adalah bencana alam tanah longsor yang sering terjadi di
dalam salah satu daerah administratif Kecamatan Bendungan. Yakni Desa Depok,
Desa dengan luas wilayah mencapai 1.341 Ha? ini membentang di lereng

pegunungan dengan ketinggian 180-900 mdpl dan memiliki karakteristik

2 Ibid, hal 21.,
3 UU No.24 tahun 2007, Tentang Penanggulangan Bencana.,
4 Perka BNPB No.2 Tahun 2012, tentang pedoman umum pengkajian risiko bencana, hal. 1.,



kemiringan lereng sebesar 16° — 55° (30% - 70%) yang membuat desa ini rentan
terjadi tanah longsor.

Perubahan paradigma penanggulangan bencana Internasional dari fatalistic
responsive yang terorientasi pada penanggulangan bencana kedaruratan sebagai
respon akibat terjadi bencana, menuju kepada proactive preparadiness yang
penanggulangan bencana dilakukan sejak dini melalui kesiapsiagaan sampai
dengan tahap pemulihan sosial. Perubahan ini membawa dampak terhadap
perkembangan penanggulangan bencana di Indonesia. Sebagai respon positif telah
lahir UndangUndang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007, tentang
Penanggulangan Bencana yang menempatkan pentingnya partisipasi aktif
masyarakat dalam penanggulangan bencana serta kejelasan peran Kementerian
Sosial sebagai salah satu sektor penanggulangan bencana di bidang bantuan sosial.

Sayangnya, paradigma fatalistic responsive yang terorientasi pada
penanggulangan bencana kedaruratan sebagai respon akibat terjadi bencana,
menuju kepada proactive preparadiness dimana penanggulangan bencana
dilakukan sejak dini melalui kesiapsiagaan sampai dengan tahap pemulihan sosial
belum dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat. Terutama masyarkat Desa Depok,
Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Hal ini terjadi karena belum
adanya kelompok dan lembaga yang aktif dalam mempromosikan proactive
preparadiness di masyarakat.

Faktor pendidikan yang rendah dan pendapatan yang tidak merata
menyebabkan tingginya kerentanan masyarakat desa, sehingga turut menyumbang

pada peta kerawanan, dengan diukur berdasarkan tingginya jumlah penduduk,



kepadatan wilayah dengan pendapatan yang tidak merata®. Faktor pendidikan dan
pengetahuan yang rendah berkorelasi dengan tingkat pemahaman tentang upaya
penurangan risiko bencana yang rendah. Sebagian besar daerah aliran sungai (DAS)
serta bantaran sungai oleh penduduk berpendapatan rendah dengan kepadatan yang
tinggi®. Maka, pemicu terjadinya bencana juga tinggi. Akibatnya kerugian dan
dampak yang akan di tanggung oleh masyarakat jika tejadi bencana juga akan
tinggi. Dari data yang telah dihimpun menunjukan bahwa tingkat pendidikan
masyarakat Desa Depok masih terbilang rendah, untuk lebih jelasnya dapat di lihat
dalam tabel di bawah ini;
Tabel 1.1

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Depok
No. | Tingkat pendidikan Laki-laki Perempuan

(orang) (orang)
1. Tamat SMA/sederajat 1109 751
2. Tamat D1/sederajat 5 4
3. Tamat D2/sederajat 2 0
4. Tamat D3/sederajat 5 2
5. Tamat S-1/sederajat 16 5
6. Tamat S-2/sederajat 1 0
Total | 1138 | 762 |

Sumber : Profil Desa Depok Thn. 2014
Dari 2.341 jiwa laki-laki dan 2.287 jiwa perempuan total penduduk Desa

Depok, hanya 1.138 jiwa laki-laki dan 762 perempuan yang telah menyelesaikan
pendidikan wajib 12 tahun. Diantaranta adalah 1.109 orang laki-laki, 715 orang
perempuan tamat SMA. Penduduk dengan gelar tamat D1 sebanyak 9 orang, D2

sebanyak 2 orang dan D3 sebanyak 7 orang. Sebanyak 21 orang lulusan S1 dan 1

5 Wawancara dengan Puryani (42 thn), anggota BPD Depok pada tanggal 4 November 2016.,

6 United Nations Development Programme And Government Of Indonesia, “Making Aceh Safer
Through Disaster Risk Reduction In Development (Panduan: Pengurangan Risiko Bencana
Berbasis Komunitas)”, Aceh:2012, hal. 14.,



orang lulusan S2. Sehingga dari 4.628 jiwa hanya 1.900 jiwa saja yang dapat
dikatakan memiliki pendidikan tinggi di Desa Depok. Angka ini menunjukkan
bahwa hanya 29% masyarakat Desa Depok memiliki tingkat pendidikan tinggi.

Diagram 1.1
Presentase Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Depok

Tingkat Pendidikan
Masyarakat

m Jumlah Penduduk ® Penduduk dengan Pendidikan Tinggi

Sumber : Diolah dari Profil Desa Depok thn. 2014

Sedangkan sebagaian besar komposisi tingkat pendidikan masyarakat Desa
Depok yang dapat dikategorikan mempunyai pendidikan rendah dibagai menjadi
beberapa kategori karena belum atau tidak menyelesaikan wajib belajar 12 tahun
yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Diantaranya adalah penduduk dengan
pendidikan sedang menempuh jenjang TK/Play Group mencapai 129 jiwa.
Penduduk usia 7-18 tahun yang sedang sekolah sejumlah 220 jiwa laki-laki dan 206
jiwa perempuan. Sedangkan penduduk yang hanya tamat SD/sederajat mencapai
1.215 jiwa laki-laki dan 893 jiwa perempuan. Selanjutnya penduduk yang tamat
SMP/sederajat mencapai 862 jiwa laki-laki dan 498 jiwa perempuan. Dan penduduk
yang tidak perah sekolah, tidak tamat SD, SMP dan SMA mencapai 1.184 jiwa.

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dalam tabel di bawah ini;



Tabel 1.2

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Depok

No. Tingkat pendidikan Laki-laki | Perempuan
(orang) (orang)

1. Usia 3-6 tahun yang sedang 60 69
TK/play group

2. Usia 7-18 tahun yang sedang 220 206
sekolah

3. Tamat SD/sederajat 1215 893

4. | Tamat SMP/sederajat 862 498

5. Usia 18-56 tahun tidak pernah 223 272
sekolah

6. Usia 18-56 tahun tidak tamat 63 34
SD

7. | Usia 18-56 tahun tidak tamat 223 272
SLTP

8. | Usia 18-56 tahun tidak tamat 63 34
SLTA

Total | 2423 | 1766

Sumber : Profil Desa Depok Thn. 2014

Jika dipresentasikan dalam bagan perbandingan tingkat pendidikan tinggi dan
rendah dalam komposisi penduduk akan menjadi seperti bagan di bawah ini;

Diagram 1.2

Presentase Tingkat Pendidikan Masyarakat

TINGKAT PENDIDIKAN
MASYARAKAT

M Penduduk dengan Tingkat Pendidikan Tinggi
m Penduduk dengan Tingkat Pendidikan rendah

31%

69%

Sumber : Diolah dari Profil Desa Depok Thn.2014

Faktor kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat Desa Depok

dalam merespon ancaman bencana tanah longsor masih terbilang tidak maksimal



dalam upaya pengurangan risiko bencana, bahkan cenderung apatis dan tidak acuh.
Kondisi masyarakat yang tidak siap siaga tersebut menjadi sangat bertolak belakang
dengan ancaman bahaya baik dari faktor alam, lingkungan dan peran masyarakat
serta pemangku kebijakan desa dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi
ancaman bencana. Mengingat jumlah kejadian tanah longsor dengan frekuensi kecil
hingga besar sering terjadi di desa ini saat musim hujan. Dan dengan wilayah rentan
bencana yang tersebar hampir di seluruh wilayah desa. Menjadikan jumlah
penduduk sebanyak 1.206 KK, 4.628 jiwa dengan perbandingan laki-laki dan
perempuan sebanyak 2.341 dan 2.287 jiwa’, rentan menjadi korban bencana tanah
longsor. Faktor lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat yang memiliki potensi
dan kerentanan tidak diimbangi oleh kapasitas masyarakat untuk melakukan
langkah pencegahan dalam mengurangi risiko-risiko atau ancaman-ancaman
bencana.

Oleh karena itu, kesiapsiagaan merupakan hal yang penting dan harus
dibangun pada setiap tingkat kelompok di masyarakat sebagai upaya pencegahan
dengan melakukan pengurangan risiko bencana, dapat dilakukan dan di
implementasikan di desa. Selain untuk menekan atau mengurangi jumlah korban
jiwa, harta dan dampak psikologis akibat bencana, pengurangan risiko bencana
dengan membangun kesiapsiagaan juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas
masyarakat berbasis pengetahuan local, kearifan local dan pelibatan partisipasi
masyarakat secara aktif sehingga lebih humanis dan dapat dijadikan sebagai

kegiatan yang berkelanjutan agar kesiapsiagaan masyarakat Desa Depok membuat

7 Laporan Demografis Desa Depok per Mei 2016.,



ancaman dan bahaya dapat direduksi setiap tahunnya, bahkan membuat trend
bencana khususnya bencana alam tanah longsor menjadi turun.

Salah satu upaya agar trend bencana dan upaya meminimalisir kerugian atau
dampak bencana adalah dengan melakukan Pengurangan Risiko Bencana (PRB).
PRB adalah sebuah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji dan
mengurangi risiko-risiko bencana. PRB bertujuan untuk mengurangi kerentanan-
kerentanan social-ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya
lingkungan maupun bahaya-bahaya lainnya yang menimbulkan kerentanan.®
Usaha-usaha diatas perlu didukung dengan upaya kesiapsiagaan, yaitu melakukan
upaya untuk mengantisipasi bencana. Diantaranya melalui pengorganisasian
langkah-langkah yang matang, terarah dan terpadu. Penyiapan sarana komunikasi,
pos komando dan penyiapan lokasi evakuasi. Di dalam usaha kesiapsiagaan ini juga
dilakukan penguatan system peringatan dini, yaitu upaya untuk memberikan tanda
peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi.

PRB bertujuan untuk mengembangkan suatu “budaya aman” dan
menciptakan “komunitas yang tahan bencana”. Prinsip kehati-hatian dimulai dari
mencermati setiap bagian kegiatan yang berpotensi menjadi ancaman terhadap
keberadaaan asset penghidupan dan jiwa manusia. Berkenaan dengan hal tersebut
maka perlu dipahami potensi risiko yang mungkin muncul, yaitu besarnya kerugian
atau kemungkinan hilangnya jiwa, korban, kerusakan dan kerugian ekonomi yang

disebabkan oleh bahaya tertentu di suatu daerah pada suatu waktu tertentu.

8 UNDP and Government of Indonesia, "Making Aceh Safer Through Disaster Risk Reduction in
Development : Panduan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas”, Aceh:2012, hal. 12.,



B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana kerentanan masyarakat Desa Depok dalam menghadapi bencana
tanah longsor ?
2. Bagaimana strategi pendampingan masyarakat dalam pengurangan risiko
bencana tanah longsor ?
C. Tujuan Peneitian
1. Untuk mengetahui faktor kerentanan masyarakat Desa Depok dalam
menghadapi bencana tanah longsor.
2. Untuk mengetahui strategi pendampingan masyarakat dalam pengurangan
risiko bencana tanah longsor.
D. Manfaat Penelitian
Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan
memiliki manfaat dalam beberapa hal seperti berikut:
1. Secara teoritis
Sebagai tambahan referensi tentang pengetahuan yang berkaitan dengan
kebencanaan perspektif Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. dan
sebagai tugas akhir perkuliahan di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Program
Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya.
2. Secara praktis
Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi awal informasi penelitian sejenis.

Dapat pula dijadikan sebagai tambahan informasi mengenai pengurangan risiko
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bencana alam tanah longsor di Desa Depok, Kecamatan Bendungan Kabupaten
Trenggalek.

E. Strategi Pemecahan Masalah

1. Analisis Masalah

Penenilitian dan pendampingan ini menitikberatkan pada proses yang
melibatkan partisipasi aktif masyarakat Desa Depok dalam upaya penguragan risiko
bencana tanah longsor. Beberapa masalah yang telah terpetakan antara lain seperti;
masalah utama adalah tingginya kerentanan masyarakat dalam menghadapi
bencana tanah longsor. Hal ini terjadi karena pertama, rendahnya kesadaran
masyarakat yang disebabkan belum adanya pemahaman dan pendidikan terhadap
upaya PRB di masyarakat. Kedua belum adanya kelompok masyarakat yang fokus
dalam PRB disebabkan belum adanya pengorganisiran untuk membuat kelompok
hingga belum adanya inisiasi dalam pembentukan kelompok PRB. Ketiga, belum
adanya implementasi program pemerintah desa yang menangani PRB yang
disebabkan belum ada yang memfasilitasi program PRB dan belum adanya
advokasi tentang implementasi program PRB.

Masalah utama sampai akar masalah di bawah akan berdampak pada tingginya
kerugian harta benda, adanya dampak psikologi/trauma pada masyarakat,
hancurnya infrastruktur jalan desa dan tiang listrik yang roboh otomatis dapat
mengganggu aktivitas dan kegiatan sehari-hari masyarakat (seperti kegiatan
ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keagamaan) karena terisolirnya masyarakat
akibat akses jalan dan infrastruktur yang rusak. Jika temuan-temuan masalah di atas

diuraikan menjadi pohon masalah maka akan menjadi seperti berikut ini;



Bagan 1.1

Pohon masalah

11

Terganggunya aktivitas dan
kegiatan sehari-hari masyarakat

Terisolirnya masyarakat karena
akses jalan dan infrastruktur rusak

1

|

Tingginya kerugian
harta benda

|

Adanya dampak
psikologis/ trauma pada

masvarakat

Hancurnya infrastruktur
jalan dan tiang listrik

Tingginya kerentanan masyarakat dalam menghadapi bencana tanah longsor

i

1

Rendahnya tingkat
kesadaran masyarakat
terhadap PRB tanah
longsor

Belum adanya
kelompok masyarakat
yang focus dalam PRB

Belum ada
implementasi program
yang menangani PRB

Belum adanya
pemahaman PRB di
masyarakat

Belum adanya
pengorganisasian
untuk membuat
kelompok PRB

Belum ada yang
memfasilitasi program
PRB tanah longsor

Belum adanya
pendidikan tentang
PRB di masyarakat

Belum adanya inisiasi
dalam pembentukan
kelompok PRB

Belum ada advokasi
tentang implemenatasi
program PRB

Sumber : hasil FGD dengan masyarakat

2. Analisis Harapan
Untuk mengurai masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat

menggunkan analisis pohon harapan seperti di bawah ini;



Bagan 1.2

Pohon Harapan

12

Aktivitas dan kegiatan sehari-hari
masyarakat selalu siap siaga

Ketangguhan masyarakat terhadap akses
jalan dan infrastruktur meningkat

Penurunan risiko
kerugian harta benda
dan korban jiwa

Dampak psikologis/
trauma akibat tanah
longsor pada masyarakat
dapat dikurangi

Risiko hancurnya
infrastruktur jalan dan
tiang listrik menurun

1

1

Menurunnya kerentanan masyarakat dalam menghadapi bencana tanah longsor

)

)

Meningkatnya Adanya kelompok Ada implementasi
kesadaran masyarakat masyarakat yang program yang
terhadap PRB tanah focus dalam PRB menangani PRB
longsor
) )

Adanya pemahaman Adanya Ada yang

PRB di masyarakat pengorganisasian memfasilitasi program
untuk membuat PRB tanah longsor
kelompok PRB

Adanya pendidikan
tentang PRB di
masyarakat

Adanya inisiasi dalam
pembentukan
kelompok PRB

Ada advokasi tentang
implemenatasi
program PRB

Sumber : hasil FGD dan Rekomendasi BPBD Kab. Trenggalek

Pohon harapan di atas merupakan tujuan dari pemetaan masalah. Pohon

harapan juga dapat menjadi indikator keberhasilan atas upaya pemecahan masalah

yang telah terpetakan sebelumnya. Kegiatan ini juga untuk mengubah masalah
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menjadi harapan yang ingin dicapai oleh masyarakat. Masalah -masalah yang telah
ditemukan dicari solusi agar menjadi suatu perubahan kearah lebih baik. Perubahan
tersebut merupakan harapan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh komunitas.
Dalam hal ini adalah merubah ancaman dan kerawanan menjadi ketangguhan.

Inti harapan dari komunitas adalah menurunnya tingkat kerentanan
masyarakat dalam menghadapi bencana tanah longsor. Agar risiko-risiko yang
mengancam komunitas dapat dikurangi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan
sebagai bentuk pengurangan risiko bencana adalah dengan meningkatkan
kesadaran dan pemahaman masyarakat melalui pendidikan atau kampanye. Dengan
membentuk wadah atau lembaga komunitas yang berfokus pada isu kebencanaan
sebagai media pegorganisasian masyarakat. Sedangkan pembenahan sistem dan
pengintegrasian peraturan dan kebijakan oleh pemerintah desa juga dapat
diadvokasi. Tujuan dari semua kegiatan tersebut adalah agar masyarakat senantiasa
menerapkan budaya aman atau siap siaga bencana tanah longsor dan peningkatan
posisi masyarakat yang sebelumnya rawan menjadi masyarakat yang tangguh
bencana.

3. Analisis Strategi Program
Dalam mencapai keberhasilan dalam megurai masalah dan penyusunan harapan
maka, perlu adanya analisis strategi program. Yang dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 1.3

Analisi Strategi Program

No. ‘ Masalah Harapan Strategi Program
1. Belum adanya Adanya pendidikan Menyelenggarakan
pendidikan tentang tentang PRB di pendidikan/penyadaran
PRB di masyarakat komunitas dalam RPB

masyarakat tanah longsor
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2. Belum adanya Adanya inisiasi dalam Pembentukan
inisiasi dalam pembentukan kelompok/komunitas
pembentukan kelompok PRB yang focus dalam

kelompok PRB upaya PRB di desa

3. Belum ada Ada advokasi tentang Advokasi agar

advokasi tentang implemenatasi pemerintah desa segera

implemenatasi program PRB mengimplementasikan

program PRB program tentang upaya
PRB di desa

Sumber : hasil FGD dan Analisa Peneliti

Tabel strategi program di atas menjelaskan bahwa masalah tingginya
kerentanan masyarakat dalam menghadapi bencana tanah longsor berakar pada
Belum adanya pendidikan tentang PRB di masyarakat, Belum adanya inisiasi
dalam pembentukan kelompok PRB dan Belum ada advokasi tentang
implemenatasi program PRB. Sehingga perlu adanya pendidikan tentang PRB di
masyarakat, inisiasi dalam pembentukan kelompok PRB dan advokasi tentang
implemenatasi program PRB.

Dengan langkah kongkret yang dapat ditempuh, antara lain dengan;
Menyelenggarakan pendidikan/penyadaran komunitas dalam RPB tanah longsor,
Pembentukan kelompok/komunitas yang focus dalam upaya PRB di desa, dan
Advokasi agar pemerintah desa segera mengimplementasikan program tentang
upaya PRB di desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 1.4
Strategi pemecahan masalah

Tujuan akhir Pengurangan risiko bencana tanah longsor di Desa

(goal) Depok
Tujuan (purpose) | Membangunn kesiap siagaan masyarakat dalam
menghadapi bencana tanah longsor

Hasil (output) 1. Terbangunnya kesadaran masyarakat tentang PRB
2. Terbentuknya kelompok/komunitas yang focus
dalam PRB tanah longsor
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3. Implementasi program tentang upaya PRB di
pemerintahan desa
Kegiatan 1. Menyelenggarakan pendidikan/penyadaran
komunitas dalam RPB tanah longsor
1.1 kampanye dan sosialisasi PRB di masyarakat
1.2 membuat zonasi daerah rawan, jalur evakuasi
dan titik kumpul bersama masyarakat
1.3 pembuatan media informasi untuk peringatan
dini berupa rambu-rambu dII.
2. Pembentukan kelompok/komunitas yang focus
dalam upaya PRB di desa
2.1 mengidentifikasi kelompok masyarakat yang
telah ada
2.2 mengorganisir ~ pembentukan kelompok/
komunitas yang focus dalam upaya PRB di Desa
2.3 menyusun struktur organisasi, visi misi,
kelompok kerja, penanggung jawab dan sumber
dana
2.4 melancarkan aksi gerakan PRB di desa
3. advokasi agar  pemerintah  desa  segera
mengimplementasikan program tentang upaya PRB
di desa
3.1 menyusun dokumen rencana aksi komunitas
3.2 mengupayakan kelompok siaga di desa
berstatus legal dibawah naungan paying hukum
pemerintah desa.
3.3 Koordinasi lumbung bencana dan dana siaga
sebagai upaya PRB di desa.

Sumber : hasil FGD dan analisa peneliti

F. Sistematika Pembahasan

Adapun susunan atau sistematika dalam skripsi yang mengangkat tema
tentang pengurangan risiko bencana tanah longsor berbasis kelompok lokal ini
adalah; Pada BAB I dipenelitian ini berisi tentang analisis awal mengenai alasan
memilih tema penelitian ini, fakta dan realita secara induktif dilatar belakang
masalah, yang kemudian mengarah pada rumusan masalah, tujuan penelitian dan

manfaat penelitian. Serta menampilkan sistematika pembahasan untuk
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mempermudah pembaca dalam memahami secara ringkas tentang rangkaian dan
penjelasan mengenai isi BAB per BAB.

Pada BAB II ini peneliti membahas tentang teori-teori yang relevan dengan
tema penelitian yang diangkat, serta konsep-konsep dan pola pendampingan dalam
pengurangan risiko bencana, khususnya bencana tanah longsor. Diantaranya adalah
pedoman pengurangan risiko bencana di dalam Perka BNPB No. 2 tahun 2012.
Serta pengurangan risiko bencana kaitannya dengan islam dan komunitas tangguh
bencana.

Di dalam BAB ini peneliti membahas tentang metodologi penelitian yang di
gunakan sebagai pendekatan, prosedur, tenik pengumpulan data, teknik validasi
data dan teknik analisa data yang telah di gunakan. Dalam mengurai masalah
kebencanaan sebagai masalah social secara kritis dan mendalam berdasarkan
temuan-temuan masalah secara rea/ di lapangan bersama masyarakat
(partisipatoris). Hingga membangun proses pengorganisasian masyarakat berbasis
kemampuan dan kearifan lokal yang tujuannya adalah transformasi social kearah
yang lebih baik.

Pada BAB IV, peneliti memberikan gambaran umum realitas mengenai lokasi
penelitian. Pemaparan tentang data-data geografis, demografi, kondisi sosial
masyarakat seperti sejarah desa, kegiatan ekonomi, social budaya dan keagamaan
hingga pendidikan masyarakat serta gambaran kesehatan dan kebencanaan yang
dihimpun dari analisis sistem informasi Geospasial (GIS), Profil Desa Depok dan

wawancara-wawancara dengan masyarakat lokal sebagai penguat data. Sehingga
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fungsi ini sangat mendukung tema yang diangkat terutama masalah kebencanaan
yang ada di Desa.

Pada BAB V ini peneliti menguraikan dan memaparkan tentang realita dan
fakta-fakta yang ditemukan mengenai kebencanaan. Dari segi lingkungan yang
rawan terhadap bahaya dan ancaman bencana. Masyarakat yang di dalamnya
terdapat kelompok-kelompok rentan. Serta peran pemerintah dalam isu
kebencanaan yang tidak maksimal. Hal ini akan mempengaruhi pada strategi apa
yang akan dilakukan sebagai upaya pemecaha masalah.

Dalam BAB VI ini peneliti memaparkan tentang proses aksi pendampingan
ditingkat penyadaran manusia, dengan kampanye tentang PRB, pemasangan rambu
untuk waspada longsor di titik atau kawasan rawan longsor. Kemudian
membangun kelembagaan dengan terbentuknya kelompok tangguh bencana desa.
Hingga advokasi kebijakan pada pemerintah desa untuk menganggarkan APBDes
serta mengawal kelompok tangguh bencana hingga legal dengan SK kepala desa.
Semua kegiatan di atas dilakukan secara partisipatif dengan komunitas. Hal tersebut
merupakan jawaban atas masalah yang di temukan di BAB IV.

Pada BAB VII ini peneliti sajikan bagaimana akhir dari penelitian yang
dilakukan. Menjawab keberhasilan atas aksi penyelenggaraan pendidikan dengan
kampanye PRB, pembentukkan kelompok tangguh bencana berbasis kelompok
arisan RT dan advokasi kepada pemerintah desa. Serta menampilkan beberapa tabel
sebagai alat ukur keberhasilan dan kenampakan masyarakat sebelum
pendampingan dan setelah pendampingan. Sehingga dapat diketahui seberapa besar

keberhasilan dan perubahan yang dialami masyarakat atas strategi yang di jalankan
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selama proses penelitian dan pendampingan selama empat bulan di lokasi
pendampingan.

Peneliti dalam BAB VIII ini membuat sebuah catatan refleksi atas penelitian
dan pendampingan dari awal hingga akhir. Mulai dari merubah paradigma dan
kesadaran masyarakat atas bencana yang terjadi di lingkungannya. Pentingnya
mereduksi dampak bencana dengan upaya penguragan risiko bencana untuk
membangun kesiapsiagaan masyarakat. Sehingga berubah pula pola perilaku
masyarakat yang sebelumnya menanggulangi bencana secara responsif menjadi
lebih preventif. Hingga merubah sikap dan pola perilaku menghadapi bencana yang
menganggap selama ini bencana adalah musibah menjadi bencana adalah suatu
peringatan untuk masyarakat, sesuai dengan bencana dilihat melalui perspektif Al-
Qur’an.

Pada BAB IX terakhir dalam penelitian ini, peneiti membuat kesimpulan
yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, dari bagaimana kondisi
masyarakat depok dalam menghadapi bencana tanah longsor. Faktor kerentanan
lingkungan, pola kehidupan masyarakat hingga faktor pemangku kebijakan yang
belum menuangkan upaya PRB dalam program kerja pemerintah desa. Hingga,
Menawarkan strategi pendampingan dengan membuat system peringatan dini dan
kearifan lokal lainnya hingga mengadvokasi terbentuknya kelompok tangguh
bencana desa dengan legal dan di perkuat dengan SK kepala desa. Membangun
jejaring dengan stakeholder terkait, bekerjasama menjadikan desa siaga bencana.

Dan membuat beberapa saran agar ditindaklanjuti, dan sebagai informasi tambahan.
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Peneliti berharap agar dapat dipergunakan sebagai acuan untuk di terapkan demi

masyarakat yang tangguh bencana.



BABII
KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN TERKAIT
A. Kajian Teori
1. Konsep Bencana Alam

Indonesia secara geografis terletak diantara empat lempeng raksasa bumi
yang menyebabkan negeri ini ditakdirkan rawan terhadap bencana geologis dan
bencana klimatologis. Bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi,
tsunami, tanah longsor dan banjir dapat terjadi sewaktu-waktu. Banyak diantara
masyarakat yang tidak paham bagaimana bencana tersebut bisa terjadi, bagaimana
upaya untuk mencegahnya dan bagaimana harus menghadapinya'.

Ketika bencana datang masyarakat cenderung panik, takut dan bingung harus
bagaimana atau berbuat apa. Padahal dalam kondisi dilanda bencana sebenarnya
harus dapat bersikap tenang dan tidak panik, sehingga dapat berfikir lebih jernih.
Tanpa masyarakat sadari, saat terjadi bencana, masyarakat justru melakukan hal-
hal yang tidak boleh dilakukan dan mengabaikan tindakan yang seharusnya
dilakukan. Sehingga tak jarang menimbulkan jatuhnya korban jiwa yang tidak
sedikit. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai
kebencanaan?.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor

alam dan atau faktor non alam meupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan

! Dwi Wantoro dan Meassa Monikha Sari, "do & don’t in disaster”, publikasi BNPB, BMKG dan
UII Jogjakarta, Jogjakarta:2012, hal. 1-2.,
2 Ibid.,

20
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timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak
psikologis®.

Sedangkan Menurut departemen ESDM, bencana sering digambarkan
sebagai kombinasi paparan terhadap bahaya, yaitu dimana keadaan kerentanan
yang ada dan kurangnya kapasitas atau langkah-langkah untuk mengurangi atau
mengantisipasi yang membawa akibat negatif. Dampak yang ditimbulkan
mencakup kehilangan nyawa, terluka,penyebaran penyakit dan berbagai dampak
negatif terhadap fisik, mental dan kesejahteraan social manusia, sekaligus
mengakibatkan kerusakan pada harta, asset, hilangnya pelayanan, terganggunya
fungsi social dan ekonomi dan keruskan lingkungan®.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bencana merupakan fenomena yang
terjadi karena komponen-komponen pemicu (trigger), ancaman/bahaya (hazard)
dan kerentanan (vulnareblity) bekerja bersaman secara sistematis, sehingga
menyebabkan terjadinya risiko pada komunitas®. Bencana secara sederhana di
definisikan sebagai suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat
sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi
materi, ekonomi atau lingkungan yang melampaui kemapuan masyarakat
(capacity) untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya mereka

sendiri®. Sedangkan bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa

3 BNPB, "Indeks Risiko Bencana Indonesia”, Direktorat Pengurangan Risiko Bencana Deputi
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Sentul:2013, hal. 2.,

4 Departemen ESDM RI, “pedoman analisis bahaya alam”, ... hal. 82.,

5 UNDP and Government of Indonesia, ” Panduan Pengurangan Risiko Bencana: Making Aceh
Safer Trough Disaster Risk Reduction In Development (DRR-A)”, UNDP, Aceh:2012, hal. 6.,

6 Zulfikri, ”’Modul Ajar Pengintegrasian Penguragan Risiko Longsor”, program SCDRR,
Jakarta:2009, hal. 9.,
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atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa
bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor’.

Jenis bencana sendiri dapat dibedakan menjadi; Bencana Hidroklimatologi,
yaitu sebuah istilah yang dalam satu dekade terakhir marak dibahas. Bencana
meteorologi merupakan bencana yang diakibatkan oleh parameter-parameter
(curah hujan,kelembaban,temperatur,angin) meteorologi. Kekeringan, Banjir,
Badai, Kebakaran hutan, El Nino, La Nina, Longsor, Tornado, Angin puyuh, topan,
angin puting beliung, Gelombang dingin, Gelombang panas, Angin fohn (angin
gending, angin brubu, angin bohorok, angin kumbang) adalah beberapa contoh
bencana Hidrometeorologi. Bencana tersebut dimasukan kedalam bencana
meteorologi karena bencana di atas disebabkan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor
meteorologi. Perubahan cuaca hanya pemicu saja, penyebab utamanya adalah
kerusakan lingkungan yang masif akibat penurunan daya dukung dan daya tampung
lingkungan®. Selanjutnya adalah bencana geologi, termasuk diantaranya adalah
bencana akibat gunungapi, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami, erosi dan
sedimentasi’.

Komponen yang berpengaruh terhadap besar kecilnya dampak suatu bencana
antara lain, yaitu; bahaya, kerentanan, risiko bencana dan kapasitas masyarakat
dalam menghadapi bencana yang terjadi. Skema bahaya, kerentanan, risiko, dan

kapasitas dapat menggunakan pendekatan sebagai berikut;

7BNPB, "Indeks Risiko Bencana Indonesia”, hal. 2.,

8Hatma  suryatmodjo,  “bencana  hidrometeorologi, apa itu ?”  diakses  di
http://konservasidas.fkt.ugm.ac.id/2017/03/23/bencana-hidrometeorologi-apa-itu/ pada tanggal 23
Mei 2017, pkl. 19.32 wib.

® ESDM RL " Bencana Geologi”, diakses di http://www.vsi.esdm.go.id/index.php/tentang-
pvmbg/sejarah, pada tanggal 23 Mei 2017, pkl. 19.52 wib
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Gambar 2.1
Skema Komponen Yang Mempengaruhi Risiko Bencana

Sumber : BNPB

Penting untuk dicatat bahwa pendekatan ini tidak dapat disamakan dengan
rumus matematika. Pendekatan ini digunakan untuk memperlihatkan hubungan
antara ancaman, kerentanan dan kapasitas yang membangun perspektif tingkat
risiko bencana suatu kawasan. Berdasarkan pendekatan tersebut, terlihat bahwa
tingkat risiko bencana amat bergantung pada; Tingkat ancaman kawasan,tingkat
kerentanan kawasan yang terancam dan tingkat kapasitas kawasan yang terancam'°.

Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk
memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi
bencana yang melanda. Potensi dampak negatif yang timbul dihitung berdasarkan
tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini
dilihat dari potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan
lingkungan'!.
Risiko (Risk)

Adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah

dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit jiwa terancam,

10 BNPB,” Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana”, BNPB,
Jakarta:2012, hal. 4.,

" Ibid.,
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hilangnya rasa aman, jumlah orang mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta
dan infrastruktur dan gangguan kegiatan masyarakat secara sosial dan ekonomi'?.
Bahaya/Ancaman (Hazard)

Ancaman bencana seperti yang tertuang dalam UU RI No. 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana. Bahaya sendiri adalah suatu kejadian atau
peristiwa yang bisa menimbulkan bencana adalah suatu situasi atau kejadian atau
peristiwa yang mempunyai potensi dapat menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa
manusia atau kerusakan lingkungan'3.

Unsur — unsur ancaman/bahaya dalam risiko bencana berupa ancaman
/bahaya dan kerentanan yang di hadapi oleh suatu wilayah. Oleh karena itu perlu
pengenalan tentang bahaya lebih dalam. Dilihat dari potensi bencana yang ada,
Indonesia merupakan negara dengan potensi bahaya (hazard potency) yang sangat
tinggi dan beragam baik berupa bencana alam, bencana ulah manusia ataupun
kedaruratan kompleks. Beberapa potensi tersebut antara lain adalah gempa bumi,
tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran lahan dan
hutan, kebakaran perkotaan dan permukiman, angin badai, wabah penyakit,
kegagalan teknologi dan konflik sosial'®.

Potensi bencana yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2
kelompok utama, yaitu potensi bahaya utama (main hazard) dan potensi bahaya
ikutan (collateral hazard). Potensi bahaya utama (main hazard potency) ini dapat

dilihat antara lain pada peta rawan bencana gempa di Indonesia yang menunjukkan

12 BNPB, "Indeks Risiko Bencana Indonesia”, hal. 3.,
13 Ibid.,
14 Perka BNBP,”’Pedoman penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana,” No.4 tahun 2008,hal.9.,
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bahwa Indonesia adalah wilayah dengan zona-zona gempa yang rawan, peta
kerentanan bencana tanah longsor, peta daerah bahaya bencana letusan gunung api,
peta potensi bencana tsunami, peta potensi bencana banjir, dan lain-lain'>. Untuk
mengetahui jenis-jenis bahaya lebih jelasnya di bawah ini;

Gempa Bumi

Bencana yang dapat timbul oleh gempa bumi ialah berupa kerusakan atau
kehancuran bangunan (rumah, sekolah, rumah sakit dan bangunan umum lain), dan
konstruksi prasarana fisik (jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan laut/udara,
jaringan listrik dan telekomunikasi, dli), serta bencana sekunder yaitu kebakaran
dan korban akibat timbulnya kepanikan!'®.

Tsunami

Adalah gelombang pasang yang timbul akibat terjadinya gempa bumi di laut,
letusan gunung api bawah laut atau longsoran di laut. Namun tidak semua fenomena
tersebut dapat memicu terjadinya tsunami. Syarat utama timbulnya tsunami adalah
adanya deformasi (perubahan bentuk yang berupa pengangkatan atau penurunan
blok batuan yang terjadi secara tiba-tiba dalam skala yang luas) di bawah laut..
Terdapat empat faktor pada gempa bumi yang dapat menimbulkan tsunami, yaitu:
1). pusat gempa bumi terjadi di Taut, 2). Gempa bumi memiliki magnitude besar,
3). kedalaman gempa bumi dangkal, dan 4). terjadi deformasi vertikal pada lantai
dasar laut. Gelombang tsunami bergerak sangat cepat, mencapai 600-800 km per

jam, dengan tinggi gelombang dapat mencapai 20 m'”.

15 1bid.,
16 1pid.,
17 Ibid.,
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Erupsi Gunung Api

Pada letusan gunung api, bencana dapat ditimbulkan oleh jatuhan material letusan,
awan panas, aliran lava, gas beracun, abu gunung api, dan bencana sekunder berupa
aliran lahar. Luas daerah rawan bencana gunung api di seluruh Indonesia sekitar
17.000 km2 dengan jumlah penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana
gunung api sebanyak kurang lebih 5,5 juta jiwa. Berdasarkan data frekwensi letusan
gunung api, diperkirakan tiap tahun terdapat sekitar 585.000 orang terancam
bencana letusan gunung api'®.

Banjir

Banjir sebagai fenomena alam terkait dengan ulah manusia terjadi sebagai akibat
akumulasi beberapa faktor yaitu: hujan, kondisi sungai, kondisi daerah hulu,
kondisi daerah budidaya dan pasang surut air laut. Potensi terjadinya ancaman
bencana banjir dan tanah longsor saat Ini disebabkan keadaan badan sungai rusak,
kerusakan daerah tangkapan air, pelanggaran tata-ruang wilayah, pelanggaran
hukum meningkat, perencanaan pembangunan kurang terpadu, dan disiplin
masyarakat yang rendah'’.

Tanah longsor

Longsoran merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun
percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya
kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Pemicu dari terjadinya

gerakan tanah ini adalah curah hujan yang tinggi serta kelerengan tebing. Bencana

8 Ibid, hal. 10.,
19 Ipid.,
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tanah longsor sering terjadi di Indonesia yang mengakibatkan kerugian jiwa dan
harta benda. Untuk itu perlu ditingkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi jenis
bencana ini%’.

Kekeringan

Bahaya kekeringan dialami berbagai wilayah di Indonesia hampir setiap musim
kemarau. Hal ini erat terkait dengan menurunnya fungsi lahan dalam menyimpan
air. Penurunan fungsi tersebut ditengarai akibat rusaknya ekosistem akibat
pemanfaatan lahan yang berlebihan. Dampak dari kekeringan ini adalah gagal
panen, kekurangan bahan makanan hingga dampak yang terburuk adalah
banyaknya gejala kurang gizi bahkan kematian?'.

Kebakaran

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia cukup besar. Hampir setiap
musim kemarau Indonesia menghadapi bahaya kebakaran lahan dan hutan dimana
berdapak sangat luas tidak hanya kehilangan keaneka ragaman hayati tetapi juga
timbulnya ganguan asap di wilayah sekitar yang sering kali mengganggu negara-
negara tetangga. Kebakaran hutan dan lahan dari tahun ke tahun selalu terjadi. Hal
tersebut memang berkaitan dengan banyak hal. Dari ladang berpindah sampai
penggunaan HPH yang kurang bertanggungjawab, yaitu penggarapan lahan dengan
cara pembakaran. Hal lain yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan adalah
kondisi tanah di daerah banyak yang mengandung gambut. Tanah semacam ini pada

waktu dan kondisi tertentu kadang-kadang terbakar dengan sendirinya??.

20 1pid, hal. 11.,
21 1pid.,
22 Ipid.,



28

8) Epidemi dan wabah penyakit

Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat
yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang
lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
Epidemi baik yang mengancam manusia maupun hewan ternak berdampak serius
berupa kematian serta terganggunya roda perekonomian. Beberapa indikasi/gejala
awal kemungkinan terjadinya epidemi seperti avian influenza/Flu burung, antrax
serta beberapa penyakit hewan ternak lainnya yang telah membunuh ratusan ribu
ternak yang mengakibatkan kerugian besar bagi petaniZ’.

Kerentanan (Vulnarability)

Kerentanan adalah seberapa besar suatu masyarakat, bangunan, pelayanan
atau suatu daerah akan mendapat kerusakan atau terganggu oleh dampak suatu
bahaya tertentu, bergantung kepada kondisinya, jenis konstruksi dan kedekatannya
kepada suatu daerah yang berbahaya atau rawan bencana?*. Atau suatu kondisi yang
ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi dan
lingkungan yang mengakibatkan menurunnya kemampuan dalam menghadapi
bahaya (hazard)®. Kerentanan (Vulnerability) adalah keadaan atau sifat/perilaku
manusia atau masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan menghadapi bahaya

atau ancaman?®. Kerentanan ini dapat berupa;

B Ibid, hal.12

M Zulkifli, "Modul Ajar Pengintegrasian Pengurangan Risiko Longsor”, Program SCDRR,
Jakarta:2009, hal. 28.,

23 BNPB, "Indeks Risiko Bencana Indonesia”, hal. 3.,

26 Perka BNBP,”Pedoman penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana,” No.4 tahun 2008,hal.
13,
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Kerentanan Fisik

Secara fisik bentuk kerentanan yang dimiliki masyarakat berupa daya tahan
menghadapi bahaya tertentu, misalnya: kekuatan bangunan rumah bagi masyarakat
yang berada di daerah rawan gempa, adanya tanggul pengaman banjir bagi
masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan sebagainya®’.

Kerentanan Ekonomi.

Kemampuan ekonomi suatu individu atau masyarakat sangat menentukan tingkat
kerentanan terhadap ancaman bahaya. Pada umumnya masyarakat atau daerah yang
miskin atau kurang mampu lebih rentan terhadap bahaya, karena tidak mempunyai
kemampuan finansial yang memadai untuk melakukan upaya pencegahan atau
mitigasi bencana?®,

Kerentanan Sosial

Kondisi sosial masyarakat juga mempengaruhi tingkat kerentanan terhadap
ancaman bahaya. Dari segi pendidikan, kekurangan pengetahuan tentang risiko
bahaya dan bencana akan mempertinggi tingkat kerentanan, demikian pula tingkat
kesehatan masyarakat yang rendah juga mengakibatkan rentan menghadapi
bahaya®’.

Kerentanan Lingkungan

27 Ibid.,
28 Ipid.,
2 Ipid.,
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Lingkungan hidup suatu masyarakat sangat mempengaruhi kerentanan. Masyarakat
yang tinggal di daerah yang kering dan sulit air akan selalu terancam bahaya
kekeringan. Penduduk yang tinggal di lereng bukit atau pegunungan rentan
terhadap ancaman bencana tanah longsor dan sebagainya®’.

Kapasitas (Capacity)

Kapasitas adalah kemampuan dari masyarakat dalam menghadapi bencana.
Misalnya pengetahuan rendah, maka kapasitasnya rendah. misalnya kurang
pengetahuan tentang ancaman bencana di sekitarnya, tidak memiliki keterampilan
untuk membuat dirinya tangguh terhadap bencana dan lain sebagainya’!. Kapasitas
juga di pengaruhi penguasaan terhadap sumberdaya, teknologi, cara dan kekuatan
yang dimiliki masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk mempersipkan diri,
mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri dalam menghadapi
ancaman bencana serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
Bencana akan mereduksi kapasitas/ kemampuan komunitas dalam menguasai
maupun mengakses aset penghidupan. Dibeberapa peristiwa bencana, seluruh
kapasitas/ kemampuan dan aset tersebut hilang sama sekali. Penurangan kapasitas/
kemampuan itu pula yang memungkinkan bencana cenderung hadir berulang di
suatu kawasan dan komunitas®>.

Menurut konsep penghidupan berkelanjutan ada lima aset penghidupan yang

dimiliki oleh setiap individu atau unit sosial yang lebih tinggi di dalam upayanya

30 Ibid.,

31 Zulkifli, "Modul Ajar Pengintegrasian Pengurangan Risiko Longsor”, hal. 29.,

32 BNPB, "Indeks Risiko Bencana Indonesia”, hal. 3.,

33 UNDP and Government of Indonesia, ” Panduan Pengurangan Risiko Bencana: Making Aceh
Safer Trough Disaster Risk Reduction In Development (DRR-A)”, hal. 9.,
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mengembangkan kehidupan, yaitu; a) Modal kapital, yaitu modal yang dimiliki
manusia, antara lain keterampilan, kemampuan kerja dan kesehatan.b) Modal sosial
yaitu kekayaan sosial yang dimiliki komunitas seperti jaringan dan keterikatan
hubungan berdasarkan kepercayaan. ¢) Modal alam dan lingkungan mengenai
persediaan sumber daya alam seperti tanah, air, kualitas udara, perlindungan
terhadap erosi. d) Modal fisik dan buatan meliputi insfrastruktur dasar dan
memproduksi barang-barang yang dibutuhkan seperti transportasi, bangunan
tempat tinggal yang aman, sanitasi dan persediaan air yang memadai serta akses
terhadap komunikasi. Dan e¢) Modal finansial sumber-sumber keuangan yang
digunakan oleh komunitas untuk mencapai tujuan-tujuan kehidupannya, seperti
persediaan uang dan barang>*.
Bencana Tanah Longsor
Pengertian Bencana Tanah Longsor

Tanah longsor adalah material pembentuk lereng berupa batuan, bahan
rombakan, tanah atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau ke luar
lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut; air yang
meresap ke dalam tanah dapat menimbulkan pertambahnya jumlah bobot tanah.
Jika air tersebut menembus sampai ke tanah kedap air yang berperan sebagai bidang
gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya kemudian
bergerak mengikuti lereng dan ke luar lereng. Beberapa gejala terjadinya tanah
longsor adalah; 1) Munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah

tebing, 2) Biasanya tanah longsor terjadi setelah hujan, 3) Munculnya rembesan air

3 Ibid, hal.10.,
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dan mata air baru secara tiba-tiba, dan 4) Tebing rapuh, muncul gerakan tanah dan
kerikil mulai berjatuhan™®.

Akibat curah hujan yang tinggi, air tanah yang tergolong dangkal dan banyak
terdapat jalur mata air hingga berdampak pada semakin banyak pula titik rembesan
yang dapat mempercepat terjadinya longsor’®. Berdasarkan beberapa pola
terjadinya longsor yang terjadi, faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya
longsor adalah curah hujan, kemiringan lereng, jenis tanah, perubahan penutup
lahan?®’. Menurut Paimin, penyebab yang lain adalah Hujan harian kumulatif tiga
hari berurutan, Lereng lahan Geologi/batuan, Keberadaan sesar/patahan/gawir,
Kedalaman tanah sampai lapisan kedap>®.

Tanah longsor juga dapat di definiskan sebagai peristiwa perpindahan
material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material
campuran bergerak ke baawah atau keluar lereng®®. Berdasarkan beberapa pola
terjadinya longsor yang ada di atas, dapat di simpulkan faktor yang menjadi
penyebab utama terjadinya longsor adalah curah hujan, kemiringan lereng, jenis
tanah, perubahan penutup lahan®. Pola perilaku masyarakat, kerentanan dan
kapasitas dalam menghadapi bencana tanah longsor. Di tambah lagi dengan analogi

semakin curam kemirian suatu kawasan, semakin rentan terhadap bahaya longsor.

35 Dwi Wantoro dan Meassa Monikha Sari, "do & don’t in disaster”, publikasi BNPB, BMKG dan
UII Jogja

karta, Jogjakarta:2012, hal.33-34.,

36 Suprapto, ” analisis kesiapsiagaan masyarakat kota Padang dalam menghadapi bencana alam”,
Jurnal penanggulangan bencana vol.6, No. 2, Jakarta:2015, hal.53.,

3Gigih Prasetyo Indrasmoro,”GIS, Untuk Deteksi Daerah Rawan Longsor Studi Kasus Di
Kelurahan Karang Anyar Gunung Semarang” Jurnal GIS Deteksi Rawan Longsor:2013, hal. 3.,

38 Paimin, dKkk. , “teknik mitigasi banjir dan tanah longsor”, hal. 16.,

39 Perka BNPB No.2 Tahun 2012, tentang pedoman umum pengkajian risiko bencana, hal. 11.,

40 Gigih Prasetyo Indrasmoro,”GIS, Untuk Deteksi Daerah Rawan Longsor Studi Kasus Di
Kelurahan Karang Anyar Gunung Semarang” ... hal. 3.,
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b) Penyebab Tanah Longsor

1))

Adapun faktor yang mempengaruhi tanah longsor diantaranya adalah
kemiringan lereng, tekstur tanah, permeabilitas tanah, tingkat pelapukan batuan,
kedalaman efektif tanah, kerapatan torehan, kedalaman muka air tanah, dan curah
hujan sedangkan faktor non alami meliputi; penggunaan lahan dan kerapatan
vegetasi*!. Proses terjadinya tanah longsor adalah ketika air yang meresap ke dalam
tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap
air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah akan menjadi licin dan tanah
pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Gejala
umum tanah longsor ditandai dengan munculnya retakan-retakan di lereng yang
sejajar dengan arah tebing, biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya sumber mata
air baru secara tiba-tiba dan menyebabkan tebing rapuh. Serta kerikil sekitar tebing
mulai berjatuhan*?. Diantara faktor penyebab terjdinya longsor antara lain;

Hujan

Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November karena
meningkatnya intensitas curah hujan. Musim kering yang panjang akan
menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah besar.
Hal itu mengakibatkan munculnya pori-pori atau rongga tanah hingga terjadi
retakan dan merekahnya tanah permukaan. Ketika hujan, air akan menyusup ke
bagian yang retak sehingga tanah dengan cepat mengembang kembali. Pada awal

musim hujan, intensitas hujan yang tinggi biasanya sering terjadi, sehingga

4l Rudiyanto, “Analisis potensi Bahaya Tanah Longsor menggunakan Sistem Informasi Geografis
(SIG) di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali,” Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Surakarta:2010, Hal.3.,

42 Ibid, hal. 5.,
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kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam waktu yang singkat. Hujan lebat
pada awal musim dapat menimbulkan longsor karena melalui tanah yang merekah,
kemudian air akan masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng, sehingga
meimbulkan gerakan lateral. Bila ada pepohonan di permukaannya, tanah longsor
dapat dicegah karena air akan terserap akar. Akar tumbuhan juga berfungsi sebagai
pengikat tanah®.

Lereng Terjal

Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. Lereng yang
terjal terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air, air laut, dan angin.
Kebanyakan sudut lereng yang menyebabkan longsor adalah 180° apabila ujung
lerengnya terjal dan bidang longsorannya mendatar**,

Tanah yang Kurang Padat dan Tebal

Jenis tanah yang kurang padat adalah tanah lempung (tanah liat) dengan ketebalan
lebih dari 2,5m dari sudut lereng lebih dari 220m. Tanah jenis inni memiliki potensi
untuk terjadinya tanah longsor terutama bila terjadi hujan. Selain itu tanah ini sangat
rentan terhadap pergerakan tanah, karena sifat tanah yang lembek jika terkena air
dan pecah ketika hawa terlalu panas®.

Batuan yang Kurang Kuat

Batuan endapan gunung api, sedimen berukuran pasir dan campuran antara kerikil,

pasir dan lempung umumnya kurang kuat. Batuan tersebut akan mudah menjadi

43 Nandi, ” Longsor”,FPIPS-UPI, Bandung:2007, hal.6.
4 Ibid, hal.7.,
4 Ibid.,
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tanah apabila mengalami proses pelapukan dan umumnya rentan terhadap tanah
longsor bila terdapat lereng yang terjal*S.

Jenis Tata Lahan

Tanah longsor banyak terjadi di daerah tata lahan pesawahan, perladangan dan
adanya genangan air di lereng yang terjal. Pada lahan persawahan akarnya kurang
kuat untuk mengikat butir tanah dan membuat tanah menjadi lembek dan jenuh
dengan air sehingga mudah terjadi longsor. Sedangkan untuk daerah perladangan
penyebabnya adalah karena akar pohonnya tidak dapat menembus bidang longsoran
yang dalam dan umumnya terjadi di daerah longsoran lama*’.

Getaran

Getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh gempa bumi, ledakan, getaran
mesin dan getaran lalu lintas kendaraan. Akibat yang ditimbulkan adalah tanah,
badan jalan, lantai dan dinding rumah menjadi retak*.

Susut Muka Air Danau atau Bendungan

Akibat susutnya muka air yang cepat di danau maka gaya penahan lereng menjadi
hilang. Dengan kemiringan waduk 220° mudah terjadi longsoran dan penurunan
tanah yang biasanya diikuti retakan®.

Adanya beban Tambahan

Adanya beban tambahan seperti beban bangunan pada lereng dan kendaraan akan

memperbesar gaya pendorong terjadinya longsor, terutama di sekitar tikungan jalan

% Ihid, hal. 8.,
47 Ibid.,

% Ibid, hal. 9.,
% Tbid, hal. 10.,
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pada daerah lembah. Akibatnya adalah sering terjadinya penurunan tanah dan
retakan yang arahnya kearah lembah®°.

9) Pengikisan atau Erosi
Pengikisan banyak dilakukan oleh air sungai kearah tebing. Selain itu akibat
pengundulan hutan di sekitar tikungan sungai, tebing akan menjadi terjal®!.

10) Adanya Material Timbunan pada Tebing
Untuk mengembangkan dan memperluas lahan pemukiman umumnya dilakukan
pemotongan tebing dan penimbunan lembah. Tanah timbunan pada lembah tersebut
belum mendapatkan sempurrna seperti tanah asli yang berada di bawahnya.
Sehingga apabila hujan akan tejadi penurunan tanah yang kemudian diikuti dengan
retakan tanah>?.

11) Longsoran Lama
Longsoran lama umumnya terjadi selama dan sesudah terjadi pengendapan material
gunung api pada lereng yang relatif terjal atau pada saat atau sesudah terjadi petahan
kulit bumi. Bekas longsoran lama memiliki ciri; adanya tebing terjal yang panjang
melengkung membentuk tapal kuda, umunya dijumpai mata air, pepohonan yang
relatif tebal karena tanahnya gembur dan subur, daerah badan longsor bagian atas
umunya relatif landai, dijumpai longsoran kecil terutama pada tebing lembah,
dijumpai tebing-tebing relatif terjal yang merupakan bekas longsoran kecil pada
longsoran lama, dijumpai alur lembah dan pada tebingnya dijumpai retakan dan

longsoran kecil dan cukup luas>>.

50 1bid.,

51 Ibid, hal. 11
32 Ibid.,

53 Ibid, hal. 12.,
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12) Adanya Bidang Diskontinuitas (Tak Sinambung)

Bidang tidak sinambung ini memiliki ciri; bidang pelapisan batuan, bidang kontak
antara tanah penutup dengan batuan dasar, bidang kontak antara batuan yang retak-
retak dengan batuan yang kuat, bidang kontak antara batuan yang dapat melewatkan
air dengan batuan yang tidak melewatkan air, bidang kontak antara tanah yang
lembek dengan tanah yang padat. Bidang-bidang tersebut merupakan bidang-

bidang lemah dan dapat berfungsi sebagai bidnag luncuran tanah longsor>*.

13) Penggundulan Hutan

Tanah longsor umumnya banyak terjadi di daerah yang relatif gundul dimana

pengikat air tanah sangat kurang™.

14) Daerah Pembuangan Sampah

1))

Penggunaan lapisan tanah yang rendah untuk pembuangan sampah dalam jumlah
banyak dapat mengakibatkan tanah longsor apalagi ditambah dengan guyuran
hujan®.
Tipologi Tanah Longsor

Bencana tanah longsor dapat di klasifikasikan berdasarkan ciri-ciri daerah
rawan dan Factor penyebabnya berikut ini adalah tipologi kawasan rawan bencana
longsor, di klasifikasikan menjadi tiga tipologi diantaranya sebagai berikut;
Tipologi A

Daerah lereng/perbukitan, atau lereng gnung/pegunungan. Kawasan rawan di

daerah ini di cirikan oleh beberapa karakteristik seperti; Factor kondisi alam; yang

54 Ibid.,
55 Ibid, hal. 13.,
36 Ibid.,
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meliputi lereng, curah hujan, keairan lereng dan kegempaan. Factor aktivitas
manusia; Lereng di tanami dengan pola tanam yang tidak tepat. Dilakukan
penggalian atau pemotongan lereng. Dilakukan pencetakan kolam yang dapat
mengakibatkan merembesnya air kolam ke dalam lereng. System darainase tidak
memadai dan di lakukan pembangunan kontruksi dengan beban yang terlalu besar.
Dan jenis gerakan tanah (longsor), yang dapat terjadi; Jatuhan, luncuran, aliran dan
kombinasi antara beberapa jenis gerakan tanah. Dengan gerakan relative cepat
(lebih dari 2m per hari hingga dapat mencapai 25m per menit).
Tipologi B

Daerah kaki bukit/perbukitan, atau kaki gunung/pegunungan. Kawasan rawan
di daerah ini dicirikan oleh beberapa karakteristik berikut; Factor kondisi alam
relatif landai dengan kemiringan sekitar 10° (20%) hingga 20° (40%). Kondisi
tanah / batuan penyusun lereng : umumnya merupakan lereng yang tersusun oteh
tanah lempung yang mudah mengembang apabila jenuh air (jenis montmorillonite).
Curah hujan mencapai 70 mrn/jam atau 100 mml hari. Curah hujan tahunan
mencapai lebih dari 2500 mm, atau kawasan rawan gempa. Keairan lereng. Dan
Sering muncul rembesan-rembesan air atau mata air pada lereng, terutama pada
bidang kontak antara batuan kedap dengan lapisan tanah yang lebih permeable.

Faktor aktivitas manusia; Dilakukan pencetakan kolam yang dapat
mengakibatkan merembesnya air kolam ke dalam lereng. Sistem drainase tidak
memadai. Dilakukan pembangunan konstruksi dengan beban yang melampaui daya
dukung tanah. Jenis gerakan tanah (longsor); Jenis gerakan tanah yang terjadi pada

kawasan ini umumnya berupa rayapan tanah yang mengakibatkan retakan dan
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amblesan tanah. Kecepatan gerakan lambat hingga menengah (kecepatannya
kurang dari 2 m per hari).
Tipologi C

Daerah tebing/lembah sungai. Kawasan rawan di daerah tebing sungai,
dicirikan oleh beberapa karakteristik berikut; Factor kondisi alam berada di daerah
belokan sungai (meandering) dengan kemiringan tebing sungai lebih dari 10°
(40%). Lereng tebing sungai tersusun oleh tanah residual, tanah kolovial atau
batuan sedimen hasil endapan sungai dengan ketebalan lebih dari 2 m. Curah hujan
mencapai 70 mm/jam atau 100 mm/ hari. Curah hujan tahunan mencapai lebih dari
2500 mm. sehingga debit sungai dapat meningkat dan mengerosi kaki tebing
sungai. Keairan lereng. Sering muncul rembesan-rembesa air atau mata air pada
lereng, tertitama pada bidang kontak antara batuan kedap dengan lapisan tanah yang
lebih permeable.

Namun secara garis besar dapat di bedakan sebagai factor alam dan manusia.
Menurut Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) tanah
longsor dapat terjadi karena factor alam dan factor manusia sebagai pemicu
terjadinya tanah longsor. Faktornya yaitu; Faktor Alam meliputi kondisi alam
menjadi factor utama terjadinya longsor. Secara kondisi geologi batuan lapuk,
kemiringan lapisan, sisipan lapisan batu lempung, lereng yang terjal yang
diakibatkan oleh struktur sesar dan kekar (patahan dan lipatan), gempa bumi,
stratigrafi dan gunung api, lapisan batuan yang kedap air miring ke lereng yang
berfungsi sebagai bidang longsoran, adanya retakan karena proses alam (gempa

bumi, tektonik).
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Keadaan tanah yang sering erosi dan pengikisan, adanya daerah longsoran
lama, ketebalan tanah pelapukan bersifat lembek, butiran halus, tanah jenuh karena
air hujan. Memiliki iklim dan curah hujan yang tinggi, intensitasnya di atas normal.
Serta keadaan topografi dengan lereng yang curam. Merupakan karakteristik lereng

dikatakan curam dapat di lihat dalam tabel yang telah di rumuskan van zuidam

berikut ini;

Tabel 2.1

Hubungan Kelas Lereng Dengan Sifat-Sifat Proses Dan Kondisi Lahan Disertai
Simbol Warna Yang Disarankan (dalam peta rawan Bencana)

Proses Karakteristik Dan Kondisi Lahan

Simbol

Warna Yang

Disarankan

0°-2° Datar atau hampir datar, tidak ada erosi yang besar, Hijau tua
(0-2%) | dapat diolah dengan mudah dalam kondisi kering
20-4° Lahan memiliki kemiringan lereng landai, bila | Hijau muda
(2-7%) | terjadi longsor bergerk dengan keceptn rendah,
pengikisan dan erosi akan meninggalkan bekas
yang sangat dalam
4°- 8° Lahan memiliki kemiringan lereng landai sampai | Kuning muda
(7-15%) | curam, bila terjadi longsor bergerak dengan
kecepatan rendah, sangat rawan terhadap erosi
8°-16° lahan memiliki kemiringan lereng yang curam, | Kuning tua
(15-30%) | rawan terhadap bahaya longsor, erosi permukaan
dan erosi alur
16°-35° | lahan memiliki kemiringan lereng yang curam | Merah muda
(30-70%) | sampai terjal, seringn terjadi erosi dan gerakan
tanah dengan kecepatan yang perlahan-lahan,
merupakan daerah rawan erosi dan longsor
35°-55° | lahan memiliki kemiringan lereng yang terjal. | Merah tua
(70-140%) | Sering ditemukan singkapan batuan, rawan
terhadap erosi.
>55° lahan memiliki kemiringan lereng yang terjal, Ungu
(>140%) | singkapan batuan muncul dipermukaan, rawan
terhadap longsor batuan.

Sumber: Van Zuidam (1985)

Dengan keadaan tata air kondisi drainase yang tersumbat, akumulasi massa

air, erosi dalam, pelarutan dan tekanan hidrostatika, susut air cepat, banjir, aliran
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bawah tanah pada sungai lama serta kondisi tutupan lahan yang mengurangi tahan
geser, misal lahan kosong, semak belukar di tanah kritis.

Faktor manusia, beberapa aktivitas manusia yang menjadi factor penyebab
terjadinya tanah longsor antara lain; Pemotongan tebing pada penambangan batu di
lereng yang terjal, Penimbunan tanah urugan di daerah lereng, Kegagalan struktur
dinding penahan tanah, Perubahan tata lahan seperti penggundulan hutan menjadi
lahan basah yang menyebabkan terjadinya pengikisan oleh air permukaan dan
menyebabkan tanah menjadi lembek, Adanya budidaya kolam ikan dan genangan
air di atas lereng, Sistem pertanian yang tidak memperhatikan irigasi yang aman,
Pengembangan wilayah yang tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat,
sehingga RUTR tidak ditaati yang akhirnya merugikan sendiri, Sistem drainase
daerah lereng yang tidak baik yang menyebabkan lereng semakin terjal akibat
penggerusan oleh air saluran di tebing, Adanya retakan akibat getaran mesin,
ledakan, beban massa yang bertambah dipicu beban kendaraan, bangunan dekat
tebing, tanah kurang padat karena material urugan atau material longsoran lama
pada tebing, dan terjadinya bocoran air saluran dan luapan air saluran®’.

Wilayah Rawan Bencana Tanah Longsor

Bencana tanah longsor juga dapat di lihat berdasarkan tingkat kerawanan
kawasan. Tingkat kerawanan ditetapkan berdasarkan kajian atau evaluasi terhadap:
kondisi alam (dalam hal ini kemiringan lereng, lapisan tanah/batuan, struktur

geologi, curah hujan, dan geohidrologi lereng), pemanfaatan lereng, kepadatan

57 Danil Effendi, “identifikasi kejadian longsor dan penentuan factor-faktor utama penyebabnya di
kecamatan babakan madang kabupaten bogor”, IPB, Bogor:2008, hal. 11.,
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penduduk dalam suatu kawasan, serta kesiapan penduduk dalam mengantisipasi
bencana longsor. Variasi tingkat kerawanan suatu kawasan rawan bencana longsor,
dibedakan menjadi;
Kawasan dengan Tingkat Kerawanan Tinggi
Merupakan kawasan dengan potensi yang tinggi untuk mengalami gerakan tanah
dan cukup padat pemukimannya, atau terdapat konstruksi bangunan sangat mahal
atau penting. Kawasan ini sering mengalami gerakan tanah (longsoran), terutama
pada musim hujan atau saat gempa bumi terjadi.
Kawasan dengan Tingkat Kerawanan Menengah
Merupakan kawasan dengan potensi yang tinggi untuk mengalami gerakan tanah,
namun tidak ada permukiman serta konstruksi bangunan yang terancam relatif tidak
mahal dan tidak penting.
Kawasan dengan Tingkat Kerawanan Rendah
Merupakan kawasan dengan potensi yang tinggi untuk mengalami gerakan tanah,
namun tidak ada risiko terjadinya korban jiwa terhadap manusia ataupun risiko
terhadap bangunan. Kawasan yang kurang berpotensi untuk mengalami longsoran,
namun di dalamnya terdapat permukiman atau konstruksi penting/mahal, juga
dikatagorikan sebagai kawasan dengan tingkat kerawanan rendah®.
Jenis Longsoran

Penurunan permukaan tanah (subsidence) dapat terjadi akibat adanya

konsolidasi, yaitu penurunan permukaan tanah sehubungan dengan proses

8Danil Effendi, "Identifikasi Kejadian Longsor Dan Penentuan Factor-Faktor Utama Penyebabnya
Di Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor”, IPB, Bogor:2008, hal. 9-10.,
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pemadatan atau perubahan volume suatu lapisan tanah. Proses ini dapat
berlangsung lebih cepat bila terjadi pembebanan yang melebihi faktor daya dukung
tanahnya.ataupun pengambilan air tanah yang berlebihan dan berlangsung relatif
cepat.

1) Longsoran Translasi
Longsoran ini terjadi karena bergeraknya masa tanah dan batuan pada bidang
gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai®’.

Gambar 2.2

Longsoran translasi

Sumber : Danil Effendi, 2008

2) Longsoran Rotasi
Longsoran rotasi adalah bergeraknya masa tanah dan batuan bidang gelincir
berbentuk cekung®’.

Gambar 2.3

Longsoran Rotasi

%9 Ibid, hal. 6.,
0 Ibid.,
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Sumber : Danil Effendi, 2008
3) Longsoran Blok

Pergerakan blok adalah perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir
berbentuk rata. Longsoran ini disebut juga sebagai longsoran translasi blok batu®’.

Gambar 2.4
Longsoran Blok

Sumber : Danil Effendi, 2008

4) Runtuhan Batu
Runtuhan terjadi ketika sejumlah besar batuan atau materiall lain bergerak ke
bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng yang terjal hingga
menggantung terutama di daerah pantai. Batu-batu besar yang jatuh dapat

menyebabkan kerusakan yang parah.

Gambar 2.5

Runtuhan Batu

61 1bid, hal.7.,
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Sumber : Danil Effendi, 2008

Rayapan Tanah

Rayapan tanah adalah jenis tanah longsoran yang bergerak lambat. Jenis tanahnya
berupa butiran kasar dan halus. Jenis tanah longsor ini tidka dapat dikenali. Setelah
waktu yang cukup lama longsor jenis rayapan ini bisa menyebabkan tiang-tiang
telepon, pohon, atau rumah miring ke bawah®

Gambar 2.6
Rayapan Tanah

Sumber : Danil Effendi, 2008
Aliran Bahan Rombakan
Jenis tanah longsor ini terjadi ketika masa tanah bergerak didorong oleh air.
Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume dan tekanan air serta
materialnya. Gerakan terjadi di sepanjang lembah dan mampu mencapai ratusan

meter jauhnya. Di beberapa tempat bisa sampai ribuan meter seperti di daerah aliran

62 bid.,
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sungai di sekitar gunung api. Aliran tanah ini dapat menelan korban yang cukup

banyak®.

Gambar 2.7

Aliran Bahan Rombakan

Sumber : Danil Effendi, 2008
f) Dampak Bencana Tanah Longsor

Bencana cenderung terjadi pada komunitas yang rentan, dan akan membuat
komunitas makin rentan. Kerentanan komunitas diawali oleh kondisi lingkungan
fisik, sosial dan ekonomi yang tidak aman yang melekat pada kelompok rentan.
Kondisi tidak aman tersebut terjadi oleh tekanan dinamis internal maupun eksternal.
Misalnya di komunitas institusi lokal berkembang dan keterampilan tepat guna
tidak dimiliki. Tekanan dinamis terjadi karena terdapat akar permasalahan yang
menyertainya. Akar permasalahan internal umunya karena komunitas tidak
mempunyai akses sumberdaya, struktur dan kekuasaan. Sedangkan secara eksternal

karena sistem politik dan ekonomi yang tidak tepat.

83 Ibid.,
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Karenanya pengelolaan bencana perlu dilakukan secara menyeluruh dengan
meningkatkan kapasitas/ kemampuan dan menangani akar permasalahan untuk

mereduksi risiko secara total®

. Karena mekanisme bencana dalam kenyataan
keseharan dapat menyebabkan; 1) berubahnya pola-pola kehidupan dari kondisi
normal. 2) merugikan harta/benda/ jiwa manusia. 3)merusak struktur sosial
komunitas. 4)memunculkan lonjakan kebutuhan pribadi/komunitas.
Konsep Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRB-BK)
Definisi PRB-BK

Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah sebuah pendekatan sistematis
untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risiko-risiko bencana. PRB
bertujuan untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial-ekonomi terhadap
bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun bahaya-bahaya
lainnya yang menimbulkan kerentanan®.
Prinsip Dan Tujuan PRB-BK

PRB pada dasarnya menerapkan prinsip kehati-hatian pada setiap tahapan
penanggulangan bencana. Prinsip kehati-hatian dimulai dari mencermati setiap
bagian yang berpotensi menjadi ancaman terhadap keberadaan aset penghidupan

dan jiwa manusia. Ancaman tersebut perlahan-lahan maupun tiba-tiba akan

berpotensi menjadi sebuah bencana, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa

6 UNDP and Government of Indonesia, ” Panduan Pengurangan Risiko Bencana: Making Aceh
Safer Trough Disaster Risk Reduction In Development (DRR-A)”, UNDP, Aceh:2012, hal. 8.,
85 Ibid, hal 12.,
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manusia, harta benda dan lingkungan. Kejadian ini terjadi di luar kemampuan
adaptasi komunitas dengan sumber dayanya®.

Sering dijumpai, sebuah kejadian baru disebut bencana apabila telah terjadi
korban manusia. Pemahaman tersebut nampaknya perlu di perbaharui. Bencana
tidak harus menelan korban manusia. Sebagai contoh, luapan lumpur lapindo
merupakan bencana karena meskipun belum terdapat korban jiwa, pada saat ini
telah terjadi kerugian ekonomi, trauma di komunitas, kerusakan infrastruktur,
hilangnya modal dan akses ekonomi warga, timbulnya penyakit, menurunnya
tingkat kesehatan warga, kerusakan lingkungan dan gangguan pada kehidupan
makhluk hidup selain manusia, serta terbukti bahwa komunitas setempat tidak
mampu mengatasi permasalahan ini secara mandiri.’

Sekretariat Strategi Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (ISDR)
perserikatan bangsa-bangsa menggeser penekanan pada pemaknaan bencana dari
yang tadinya bertumpu pada ‘“sebab-musabab” suatu kejadian, menjadi suatu
pandangan yang menekankan pada “dampak” kejadian tersebut pada manusia dan
menyusun suatu definisi standar tentang bencana yang di mutakhirkan. Salah satu
model penanggulangan bencana adalah model siklikal. Model penanggulangan
bencana dikenal sebagai siklus. Penanggulangan yang terdiri dari komponen
pencegahan, mitigasi/penjinakan, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, tanggap
darurat dan pemulihan (baik rehabilitasi maupun rekonstruksi) yang perlu

dilakukan secara utuh®®.

% UNDP and Government of Indonesia, ” Panduan Pengurangan Risiko Bencana: Making Aceh
Safer Trough Disaster Risk Reduction In Development (DRR-A)”, hal.13

57 Ibid.,

%8 Ibid, hal. 10.,
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Upaya pencegahan terhadap munculnya dampak adalah perlakuan utama.
Letusan gunung api tidak dapat dicegah. Pencegahan dapat dilakukan pada bahaya
yang manusia terlibat langsung maupun tidak langsung. Pada banjir misalnya,
pencegahan dapat dilakukan komunitas dengan membuat sumur resapan dan
mencegah penebangan hutan. Agar tidak terjadi jebolnya tanggul, maka perlu
disusun prosedur untuk aman dan kontrol terhdap kepatuhan perlakuan.

Walaupun pencegahan sudah dilakuakan, sementara peluang adanya kejadian
masih ada, maka perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi/penjinakan. Yaitu, upaya
untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Ada dua bentuk
mitigasi yang lazim dilakukan yaitu mitigasi struktural/ fisik berupa pembuatan
infrastruktur pendorong minimalisasi dampak. Serta mitigasi non-struktural/non
fisik berupa penyusunan peraturan-peraturan, pengelolaan tata ruang dan pelatihan.
Usaha-usaha di atas perlu didukung dengan upaya kesiapsiagaan, yaitu melakukan
upaya untuk mengantisipasi bencana, melalui pengorganisasian langkah-langkah
yang tepat, efektif dan siap siaga®.

Pada akhirnya jika bencana dari sumber bahaya terpaksa harus terjadi, maka
tindakan tanggap darurat, yaitu upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian
bencana, untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan dan mengurangi dampak
yang lebih besar, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda. Agar tidak
berkepanjangan maka proses pemulihan kondisi lingkungan dan komunitas yang
terkena dampak bencana dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada

keadaan semula. Memperbaiki prasarana dan pelayana dasar (jalan, listrik, air

% Ibid, hal.11.,
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bersih, pasar, puskesmas, dll) tetapi tidak fungsi-fungsi ekologis masuk dalam
upaya jangka pendek’’.

Penyelesaian masalah lingkungan sejauh ini hanya melakukan tindakan fisik.
Yang umunya belum menyentuh rehabilitasi fungsi ekologis. Selanjutnya
rekonstruksi merupakan upaya jangka menegah dan jangka panjang guna perbaikan
fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan kehdupan komunitas pada kondisi
yang lebih baik dari sebelumnya’!.

Langkah Kongkret PRB-BK

1) Pencegahan

Tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi aktif antara lain;
Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki
daerah rawan bencana, dsb. Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan
tentang penataan ruang, ijin mendirikan bangunan (IMB), dan peraturan lain yang
berkaitan dengan pencegahan bencana. Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat
dan masyarakat.

Selain itu langkah untuk melakukan pemindahan penduduk dari daerah yang
rawan bencana ke daerah yang lebih aman (relokasi). Penyuluhan dan peningkatan
kewaspadaan masyarakat.Perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-
jalur evakuasi jika terjadi bencana. Pembuatan bangunan struktur yang berfungsi

untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh

0 Ibid, hal. 11-12.,
" Ibid.,
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bencana, seperti: tanggul, dam, penahan erosi pantai, bangunan tahan gempa dan
sejenisnya juga harus dilakukan.
Mitigasi/ Penjinakan

Upaya atau kegiatan dalam rangka pencegahan dan mitigasi yang dilakukan,
bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi risiko yang
ditimbulkan oleh bencana. Tindakan mitigasi dilihat dari sifatnya dapat
digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif.
Tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi pasif antara lain adalah;
Penyusunan peraturan perundang-undangan, pembuatan peta rawan bencana dan
pemetaan masalah, pembuatan pedoman/standar/prosedur jika terjadi bencana,
pembuatan brosur/leaflet/poster, penelitian / pengkajian karakteristik bencana,
internalisasi PB dalam muatan lokal pendidikan, pembentukan organisasi atau
satuan gugus tugas bencana, perkuatan unit-unit sosial dalam masyarakat, seperti

forum dan pengarus-utamaan PB dalam perencanaan pembangunan

3) Kesiapsiagaan

Adakalanya kegiatan mitigasi ini digolongkan menjadi mitigasi yang bersifat
non-struktural (berupa peraturan, penyuluhan, pendidikan) dan yang bersifat
struktural (berupa bangunan dan prasarana). Kesiapsiagaan dilaksanakan untuk
mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya
korban jiwa, kerugian harta benda dan berubahnya tata kehidupan masyarakat.
Upaya kesiapsiagaan dilakukan pada saat bencana mulai teridentifikasi akan terjadi,
kegiatan yang dilakukan antara lain; Pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan

segenap unsur pendukungnya, pelatihan siaga/simulasi/gladi/teknis bagi setiap
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sektor Penanggulangan bencana (SAR, sosial, kesehatan, prasarana dan pekerjaan
umum), inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan, penyiapan dukungan
dan mobilisasi sumberdaya/logistik, penyiapan sistem informasi dan komunikasi
yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan, penyiapan dan
pemasangan instrumen sistem peringatan dini (early warning system), penyusunan
rencana kontinjensi (contingency plan), dan mobilisasi sumber daya (personil dan
prasarana/sarana peralatan).

Membangun kesiapsiagaan komunitas dengan melakukan upaya untuk
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat.
Seperti penyiapan sarana komunikasi, pos komando, penyiapan lokasi evakuasi dan
penguatan sistem peringatan dini di masyarakat.

Dalam Melaksanakan Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pra bencana, saat
tanggap darurat dan pasca bencana. Pengurangan risiko bencana adalah salah satu
upaya yang dilakukan saat pra bencana dalam proses penanggulangan bencana.
Pada tahap masyarakat menghadapi dua keadaan, yaitu; dalam situasi tidak terjadi
bencana dan dalam situasi terdapat potensi bencana.

Dalam situasi tidak terjadi bencana, situasi tidak ada potensi bencana yaitu
kondisi suatu wilayah yang berdasarkan analisis kerawanan bencana pada periode
waktu tertentu tidak menghadapi ancaman bencana yang nyata. Penyelenggaraan
penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi; Perencanaan
penanggulangan bencana, PRB, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan

pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan
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rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan serta persyaratan standar teknis
penanggulangan bencana.

Jika situasi Terdapat Potensi Bencana, Pada situasi ini perlu adanya kegiatan-
kegiatan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana dalam
penanggulangan bencana. Kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi bencana.
Kegiatan-kegiatan pra-bencana ini dilakukan secara lintas sector dan multi
stakeholder,oleh karena itu fungsi BNPB/BPBD adalah fungsi koordinasi.

Daur kerja manajemen bencana merupakan upaya pengurangan risiko
bencana berada pada pra bencana.Frekuensi dan dampakk bencana alam telah
menyebabkan kebutuhan pemahaman tentang kerentanan menjadi meningkat.
Peningkatan kapasitas melalui kesiapsiagaan dan mitigasi bencana berguna untuk
mengurangi masalah ini. Dampak bencana dipengaruhi oleh banyak factor,
diantaranya kesiapsiagaan masyarakkat dalam menghadapi bencana. Semakin
mereka siap maka risiko yang ditimbulkan oleh bencana dapat diminimalkan.”?

Gambar 2.8

Siklus Manajemen Bencana

2 1bid, hal.52.,
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Sumber : BNPB

Mengubah kesadaran akan bencana ke dalam perubahan perilaku permanen
pada individu adalah salah satu isu penting yang harus di tekankan. Oleh karena itu,
strategi yang akan diterapkan harus focus pada informasi, pelatihan dan
meningkatkan kesadaran individu sejak usia dini. Selama ini masih banyak
masyarakat yang menggantungkan kesiapsiagaan dan mitigasi kepada pemerintah
dengan mengabaikan kesiapsiagaan pribadi masing-masing.”

Peningkatan kesadaran bencana di lakukan dengan mengintegrasikan
informasi yang berkelanjutan dan program pendidikan ke dalam system pendidikan.
Kolaborasi aktif antara lembaga mitigasi bencana dengan media massa akan
menghasilkan masyarakat di wilayah rawan bencana menjadi lebih aman. Salah
satu mekanisme yang paling efektif untuk mempersiapkan bencana adalah dengan
melakukan program pendidikan dan kesadaran masyarakat di tingkat local.”

Stakeholder PRB-BK

73 Ibid, hal. 53.,
4 Suprapto, ” analisis kesiapsiagaan masyarakat kota Padang dalam menghadapi bencana alam”,
Jurnal penanggulangan bencana vol.6, No. 2, Jakarta:2015, hal. 53.
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Berbagai pemangku kepentingan menyatakan komitmennya dalam upaya
PRB. Dengan mengadopsi Hyogo framework for Action (HFA), pemerintah
Indonesia pada tanggal 29 maret 2007 menetapkan undang-undang tentang
penanggulangan bencana no.24 tahun 2007. Undang-undang ini telah merubah
paradigm dari tanggap darurat menjadi paradigm PRB, dari reaktif/responsive
menjadi proaktif/preventif, dari terpusat menjadi terdesentralisasi dan dari pernanan
pemerintah semata menjadi peran seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya
undang-undang ini memberikan perlindungan sebagai bagian dari hak dasar rakyat
dan mendorong orang untuk mengambil peran aktif dalam menentukan keamanan
mereka dalam mengatasi bencana. Sementara pemerintah memainkan peran sebagai
pembawa kewajiban terhadap hak-hak rakyat dalam memenuhi hak-hak rakyat
dalam perlindungan penanganan bencana melalui pembagian tanggung jawab
dengan para pemangku kepentingan lainnya.”

Dalam kerangka kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana tahun 2015-
2030 yang diadopsi dalam konfrensi dunia PBB yang ketiga dalam pengurangan
risiko bencana, yang diselenggarakan pada tanggal 14-18 maret 2015 di Sendai,
Miyagi, Jepang. Kerangka kerja ini memberikan kesempatan unik bagi Negara-
negara unuk; mengadopsi pasca kerangka kerja 2015 tentang pengurangan risiko
bencana yang ringkas terfokus, berpandangan kedepan dan berorientasi aksi,
menyelesaikan asessmen dan ulasan atas penerapan kerangka kerja aksi Hyogo
tahun 2005-2015 (membangun ketangguhan Negara dan masyarakat terhadap

bencana), mempertimbangkan pengalaman yang diperoleh dari strategi-strategi

75 [bid, hal. 13-15.,
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regional dan nasional/institusi dan rencana pengurangan risiko bencana beserta
rekomendasi-rekomendasi.

Demikian pula dengan perjanjian-perjanjian regional lainnya yang relevan
untuk pelaksanaan kerangka kerja aksi Hyogo, mengidentifikasi modalitas
kerjasama berdasarkan komitmen untuk menerapkn pasca kerangka kerja
pengurangan risiko bencana tahun 2015, serta menetapkan modalitas untuk ulasan
periodic tentang implementasi pasca kinerja pengurangan risiko bencana tahun
201576,

Kerangka kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana tahun 2015-2030
memiliki ruang lingkup dan tujuan seperti menjadi kerangka kerja yang berlaku
untuk risiko skala kecil dan besar, sering dan jarang, bencana tiba-tiba dan
berangsur-angsur, bencana yang disebabkan oleh alam atau buatan manusia serta
terkait lingkungan, teknologi dan bahaya biologis dan risiko lainnya. Tujuannya
untuk memandu pengelola risiko bencana multi-ancaman di pembangunan di semua
tataran serta di dalam dan semua sektor.

Hasil yang diharapkan seperti penurunan risiko dan kerugian bencana dalam
kehidupan, mata pencaharian dan kesehatan dan dalam ekonomi, fisik, asset, sosial,
budaya dan lingkungan dari orang, bisnis dan Negara. Menecegah risiko baru dan
mengurangi risiko bencana yang ada melalui penerapan langkah-langkah penilaian
terpadu untuk ekonomi, structural, hokum, social, kesehatan, budaya, pendidikan,

lingkungan, teknologi, politik dan kelembagaan guna mencegah dan mengurangi

76 Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia,”Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan
Risiko Bencana Tahun 2015-2030”, Publikasi UNISDR, Jakarta:2016, hal. 16.,
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terpaan bahaya dan kerentanan terhadap bencana, meningkatkan kesiapsiagaan
untuk resppon dan pemulihan dan dengan demikian dapat memperkuat
ketangguhan.

Sedangkan beberapa target yang ingin dicapai dengan penerapan kerangka
kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana tahun 2015-2030 antara lain
mengurangi secara subtansional tingkat kematian global akibat bencana di tahun
2030, menuju penurunan rata-rata tingkat kematian global per 100.000 dalam
dekade 2020-2030 jika dibandingkan dengan periode 2005-2015. Secara
substansial mengurangi jumlah korban yang terkena dampak secara global di tahun
2030, bertujuan menurunkan angka rata-rata global per 100.000 di dekade 2020-
2030 dibandingkan dengan periode 2005-2015. Mengurangi kerugian ekonomi
langsung akibat bencana dalam kaitannya dengan produk domestic bruto (GDP)
ditahun 2030.

Secara substansial mengurangi kerusakan akibat bencana pada infrastruktur
penting dan gangguan pada layanan dasar diantaranya fasilitas kesehatan dan
pendidikan, termasuk melalui pembangunan ketangguhan mereka pada tahun 2030.
Secara substansial meningkatkan jumlah Negara yang memiliki strategi
pengurangan risiko bencana nasional dan local pada tahun 2030. Meningkatkan
kerja sama internasional secara substansial untuk Negara berkembang melalui
dukungan yang memadai dna berkelanjutan untuk mendukung aksi nasional mereka
dalam mengimplementasikan kerangka kerja ini di tahun 2030. Dan secara

substansial meningkatkan ketersediaan dan akses ke system peringatan dini multi-
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ancaman dan informasi hasil kaji risiko bencana bagi seluruh masyarakat tahun
2030.7

Prioritas aksinya yakni ada kebutuhan untuk tindakan terfokus dalam dan
lintas sector dengan Negara di tingkat local, nasional, regional dan global dalam
empat bidang prioritas yakni; tentang pemahaman risiko bencana manajemen risiko
bencana perlu berdasarkan pada pemahaman risiko bencana dalam semua dimensi
kerentanan, kapasitas, paparan orang dan asset, karakteristik bahaya dan
lingkungan hidup. Prioritas selanjutnya yakni tentang penguatan tata kelola risiko
bencana untuk mengelola risiko bencana dengan melakukan tata kelola risiko
bencana di tingkat nasional, regional dan global sangat penting untuk pengelolaan
pengurangan risiko bencana di semua sector dan memastikan koherensi kerangka
kerja nasional dan hukum, peraturan dan kebijakan publiik lokal, dengan
mendefinisikan peran dan tanggung jawab, membimbing, mendorong dan memberi
intensif pada swasta untuk mengambil tindakan dan mengatasi risiko bencana.
Prioritas ketiga adalah investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk
ketangguhan dengan investasi public dan swasta dalam pencegahan dan
pengurangan risiko bencana melalui struktur dan tindakan-tindakan non-struktural
yang penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, social, kesehatan dan
budaya orang, masyarakat, Negara dan asset mereka serta lingkungan.

Ini dapat mendorong inovasi, pertumbuhan dan pencitaan lapangan kerja.
Langkah-langkah tersebut lebih efektif dari segi pendanaan dan penting untuk

menyelamatkan nyawa, mencegah dan mengurangi kerugian dan memastikan

7 Ibid, hal. 58.,
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pemulihan dan rehabilitasi yang efektif. Dan prioritas yang terakhir adalah dengan
meninkatkan kesiapan bencana untuk respon yang efektif dan untuk “membangun
kembali dengan lebih baik” dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pengalaman menunjukkan bahwa kesiapna bencana perlu diperkuat untuk bisa
memberikan respon yang lebih efektif fan memastikan ketersedianya kapasitas
untuk pemulihan yang efektif. Bencana juga telah menunjukkan bahwa sebelum
bencana terjadi perlu disiapkan tahap pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini
adalah kesempatan untuk “membangun kembali dengan lebih baik” melalui
langkah-langkah pengurangan risiko bencana yang terintegrasi. Perempuan dan
penyandang cacat harus memimpin public dan empromosikan pendekatan akses
gender yang adil dan universal selama fase respon dan fase rekonstruksi.”®
Parameter Desa Tangguh Bencana

Mengubah kesadaran akan bencana ke dalam perubahan perilaku permanen
pada individu adalah salah satu isu penting yang harus di tekankan. Oleh karena itu,
strategi yang akan di terapkan harus focus pada informasi, pelatihan dan
meningkatkan kesadaran individu sejak usia dini. Selama ini masih banyak
masyarakat yang menggantungkan kesiapsiagaan dan mitigasi kepada pemerintah
dengan mengabaikan kesiapsiagaan pribadi masing-masing.”

Peningkatan kesadaran bencana di lakukan dengan mengintegrasikan
informasi yang berkelanjutan dan program pendidikan ke dalam system pendidikan.

Kolaborasi aktif antara lembaga mitigasi bencana dengan media massa akan

78 Ibid, hal. 59.,
7 Ibid, hal. 53.,
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menghasilkan masyarakat di wilayah rawan bencana menjadi lebih aman. Salah
satu mekanisme yang paling efektif untuk mempersiapkan bencana adalah dengan
melakukan program pendidikan dan kesadaran masyarakat di tingkat local.*°
Kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana adalah proses mendidik
dan memberdayakan penduduk melalui berbagai pengetahuan dan informasi
mengenai berbagai jenis bencana, potensi risiko, peta rawan dan langkah yang harus
di siapkan sebelum, waktu darurat dan pasca bencana.’' Sehingga masyarakat dapat
bertindak tepat dalam mereduksi risiko bencana yang terjadi. Indicator yang di
tetapakan oleh LIPI-UNESCO/UNISDR untuk masyarakat di katakana memiliki
kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana adalah;
Pengetahuan dan sikap yang menjelaskan tipe-tipe, sumber, penyebab dan besaran
atau skala bencana
Memiliki rencana tanggap darurat yang menjelaskan mengenai rencana evakuasi,
peralatan dan perlengkapan serta rencana latithan dan simulasi/gladi
Memiliki system peringatan dini, menjelaskan tersedianya teknologi system
peringatan bencana dan prosedur tetap pelaksanaan
Mobilisasi sumber daya menjelaskan mengenai bimbingan teknis dan penyediaan
materi serta jenis palatihan yang akan di adakan.
Parameter inilah yang nantinya akan di gunakan dalam mengukur

kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Parameter

pengetahuan dan sikap, rencana tanggap darurat, system peringatan dini dan

80 Suprapto, ” analisis kesiapsiagaan masyarakat kota Padang dalam menghadapi bencana alam”,
Jurnal penanggulangan bencana vol.6, No. 2, Jakarta:2015, hal. 53.
81 Tbid.,
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mobilisasi sumber daya. Parameter diukur dengan menggunakan indicator-
indikator pertanyaan®?. Untuk lebih jelasnya akan di tampilkan dalam bentuk tabel
seperti di bawah ini.

Tabel 2.2
Parameter kesiapsiagaan menghadapi bencana

| No. Komponen Indicator

1. | Pengetahuan tentang Pengetahuan bencana secara umum
bencana Pengetahuan menyelamatkan diri dari
bencana

Pengalaman mengalami bencana
Pengetahuan akan tempat tinggal yang
merupakan wilayah rawan bencana
Pengetahuan keluarga tentang bencana
Kearifan local dalam menghadapi
bencana

2. | Rencana tanggap darurat | Persiapan mengamankan barang
berharga

Kesediaan jalur evakuasi

Persiapan rencana penyelamatan diri
dari bencana

3. | System peringatan dini Istilah dalam penanggulangan bencana
Upaya pemerintah dalam peringatan
dini bencana

Kesediaan fasilitas peringatan dini

4. | Mobilisasi sumber daya | Asset yang dimiliki jika terjadi bencana
Pengalaman mengikuti
pelatihan/seminar/pertemuan tentang
bencana

Pengalaman mengikuti
pelatihan/seminar/pertemuan tentang
kesiapsiagaan bencana

Sumber: :LIPI-UNESCO/UNISDR

Untuk itu pemerintah melaksanakan penyelenggaraan pengurangan risiko
bencana dengan landasan hukum UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulaangan
bencana. UU No. 24 tahun 2007 ini telah merubah paradigm penanganan bencana

menjadi penanggulangan bencana yang lebih menitik beratkaan pada upaya-upaya

$2 Ibid, hal. 54.,
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sebelum terjadinya bencana. Penanggulangan bencana tidak hanya berorientasi
pada saat tanggap darurat, melainkan dilakukan sebelum (pra bencana), pada saat
tanggap darurat dan setelah (pasca bencana).®?

Pada intinya pengurangan risiko bencana merupakan praktik dalam
mengurangi risiko-risiko bencana melalui upaya sistematis dalam menganalisis dan
mengelola factor-faktor penyebab terjadinya bencana. Sehingga indicator
penguranan risiko bencana dapat terpenuhi. Diantara indicator yang dimaksud
adalah; berkurangnya paparan bencana, berkurangnya kerentanan manusia dan
harta benda (siaga bencana), terkelolanya lahan dan lingkungan secara bijak, hingga
meningkatkan kesiapan menghadapi kejadian yang tidak diinginkan®*.

Tabel 2.3
Indicator keberhasilan PRB

No. Indicator
1

berkurangnya paparan bencana

2. berkurangnya kerentanan manusia dan harta benda
(siaga bencana)

terkelolanya lahan dan lingkungan secara bijak

4. meningkatkan kesiapan menghadapi kejadian yang
tidak diinginkan

Sumber : BNPB

Dan yang paling penting dan yang di tekankan bahwa membangun kesadaran
masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana dilakukan melalui proses pendidikan dan
membangun pengetahuan tentang informasi tentang jenis bencana dan potensi

risiko. Kesadaran ini yang akan meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam

8 Yukni Arifianti, "buku mengenal tanah longsor sebagai media pembelajaran bencana sejak dini”,
bulletin vulkanologi dan bencana geologi, volume 6 No. 3, hal. 17,
8 ISDR..
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menghadapi ancaman nirmilimeter atau bencana. Karena semakin tanggguh
masyarakat dalam menghadapi bencana, maka kelangsungan hidup bangsa dan
Negara akan semakin terjamin. Masyarakat yang tangguh adalah masyarakat yang
mampu untuk mengurangi risiko bencana dengan mengenali ancaman,
mengantisipasi dan menghindari bencana bahkan mampu bangkit kembali jika
terkena bencana®’.
Pengurangan Risiko Bencana Perspektif Islam

Mengajak masyaakat untuk siaga bencana adalah inti dari penelittian ini. Syeikh
Ali Mahfudz dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin, memberi definisi dakwah
sebagai berikut; Dakwah mendorong manusia agar berbuat kebaikan dan mengikuti
petunjuk, menyeru kepada mereka untuk berbuat kebajikan dan mencegah mereka
dari perbuatan munkar agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat®¢,

Sehingga penelitian ini tidak lain adalah untuk berdakwah kepada

masyarakat agar mengimplementasikan upaya pengurangan risiko bencana (PRB)
sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah melalui Undang- Undang No 24. Tahun
2007. Ketaatan kepada pemerintah melalui Undang- Undang No 24. Tahun 2007
juga merupakan bentuk ketaatan juga kepada Allah.Bencana ada yang merupakan
adzab dari Allah bagi para penentang Rasul-rasul terdahulu, atau sebagai cobaan
bagi orang beriman yang akan menghapus dosa-dosanya jika ia bersabar dan bisa

juga sebagai peringatan. Hal ini di terdapat dalam surat al- ankabut :40%7

85 Suprapto, ” analisis kesiapsiagaan masyarakat kota Padang dalam menghadapi bencana alam”,
Jurnal penanggulangan bencana vol.6, No. 2, Jakarta:2015, hal. 54.,

8 Hasan Bisri, “Ilmu Dakwah”, Revka Petra Media, Surabaya : 2013, hal, 1-2.,

87 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, Sri Agung, Jakarta:2002, hal. 784.,
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“ Maka masing-masing (mereka itu) kami adzab karena dosa-dosanya, di
antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada
yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan dalam
bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak
mendzaalimi mereka, akan tetapi merekalah yang mendzalimi diri mereka
sendir1”

Bisa juga bencana sebagai cobaan (ibtila’) bagi mukmin terdapat dalam surat

Al-Baqarah : 155-156%,

“ Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan kelaparan,
kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira
kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila dirinya
ditimpa musibah, mereka berkata “inna lillahi wa’inna ilaihi raji’un”
(sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali.”

Ada pula musibah yang diberikan Allah sebagai peringatan agar kita kembali

kepada kebenaran terdapat dalam surat Al- A’raf : 168%.

“ dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan, di
antaranya ada orang-orang yang shalih dan ada yang tidak demikian. Dan

8 Ibid, hal. 43.,
% Ibid, hal.315.,
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kami uji mereka dengan (nikmat) yang baik-baik dan (bencana) yang buruk-
buruk. Agar mereka kembali (kepada kebenaran)”.
Dalam sudut pandang wahyu Allah terakhir, musibah dan bencana ada

kaitannya dengan dosa atau maksiat yang dilakukan oleh manusia-manusia

pendurhaka yang terdapat pada surat As-Syura : 30°°.

“ Dan musibah (bencana) apa pun yang menimpa kamu adalah disebabkan
oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan allah memaafkan banyak (dari
kesalahan-kesalahanmu)”.

Al Qur'an menyatakan dengan lugas bahwa segala kerusakan dan musibah
yang menimpa umat manusia itu disebabkan oleh "perbuatan tangan mereka
sendiri". Tentu saja kata 'tangan' sebatas simbol perbuatan dosa/maksiat, karena
suatu perbuatan maksiat melibatkan panca indra, dan juga dikendalikan dan
diprogram sedemikian rupa oleh otak, kehendak dan hawa nafsu manusia. Maksiat,
sebagaimana taat, ada yang bersifat tasyri' Allah seperti melanggar perkara yang
haram, dan ada yang bersifat menentang takwin Allah (sunatullah) seperti
melanggar dan merusak alam lingkungan seperti yang ada pada surat Ar-Rum ayat

41;

s wkiaid) il gud GaiS Gy 5Ty 5ol 3 3L 3
bz elal [ples 531

“ Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan
tangan manusia, supaya Allah SWT merasakan kepada mereka sebahagian
dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)™*!.

% Tbid, hal. 967
! Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, hal. 647.,



66

Dan diperjelas di surat An Nisa ayat 79 yang berbunyi;

“ Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah dan apa saja bencana
yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri “

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa; suatu akibat yang buruk dari perbuatan
manusia. Sehingga sebab bencana adalah perbuatan tangan manusia, akibatnya
adalah datangnya bencana yang diturunkan Allah SWT agar mereka kembali ke
jalan yang benar.

Dalam Surat Ar Rad ayat 11, allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum
jika kaum tersebut tidak merubahnya sendiri. Maksudnya adalah sebelum terjadi
bencana maka perlu adanya langkah siap siaga agar benacana tidak terjadi. karena
memang bencana datangnya dari allah tapi kita sebagai manusia dapat mereduksi
risiko dan dampak bencana agar “Nasib” dalam ayat ini dapat berubah, karena kita

sendiri yang telah merubahnya.

“Bagi manusia, ada malikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di
muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah.
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila
Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat
menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”
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Sehingga perlu adanya upaya dalam menghindari berperilaku buruk yang
dapat memicu kejadian bencana. Dalam Al-Quran sendiri juga telah dijelaskan

dalam surat An — Nisa ayat 59;

35— Ja—’-ﬁ%
old

“Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil
amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlinan pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al- Quran) dan Rasul-Nya
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya™-.

Dalam hal ini ikutilah perintah Allah dan Rasul-Nya, begitu juga orang-
orang yang memerintahi urusan kamu (ulul amri), seperti raja, presiden, ulama’ dan
orang-orang cerdik pandai, yaitu jika mereka menyuruh mengerjakan kejahatan
seperti menipu, berdusta dan sebagainya tidaklah wajib kita turut. Jika kamu
berbantah-bantahan dalam suatu perkara, hendaklah orang-orang ahli pengetahuan
(alim) menyelidiki hukumnya dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad.
Kemudian hendaklah hukum perkara itu menurut keterangan yang tersebut
didalamnya. Tetapi jika tidka diperoleh keterangan yang jelas dalam kedua-duanya,
hendaklah turut undang-undang umum yang tertera dalam keduanya, yaitu dengan

memikirkan baik buruk dan melarat manfaatnya®’.

2 Mahmud Yunus, “ Tafsir Quran Karim” Hidakarya Agung, Jakarta : 1981, hal. 128.,
% Ibid, hal. 119.,
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Dalam mengikuti seruan agar mentaati perintah Allah, mentaati sunnah
Rasul, dan u/il amri. Ulil amri dalam hal ini adalah pemerintah yang bergerak pada
bidang kebencanaan seperti BNPB atau BPBD dan golongan ahli ilmu dibidang
bencana maka sangat relevan dengan turut mengimplementasikan Undang- Undang
No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Yang secara esensi memang
mengatur sedimikian rupa mengenai manajemen dan pengelolaan risiko bencana

agar masyarakat sejahtera dan tangguh menghadapi bencana.’*

. Penelitian Terkait

Sebagai tambahan informasi dan data awal serta bahan acuan dalam penulisan
penelitian tentang pengurangan risiko bencan tanah longsor ini, maka disajikan
penelitian yang terdahulu yang relevan Perbedaan penelitian terkait dengan
penelitian ini terlepatak pada penelitian terkait tergolong penelitian pustaka (library
research) atau leterrel. Sedangkan penelitian ini tergolong penelitian aksi
partisipatif  (Participation action research) atau PAR. Penelitian terkait
menggunakan paradigma Positivistik/Kualitatif dengan menggunakan pendekatan
dokumentatif, deskriptif dan analitis. Sedangkan penelitian ini menggunakan
peradigma Kritis dengan menggunakan pendekatan dan teknik PRA (Participation
rural apprasial).

Penelitian terkait menggunakan pendekatan yang mendeskripsikan serta
menganalisis teori atau dokumen dengan sampling data lapangan kemudian

mengkommparasikan dengan tujuan yang memberi penjelasan tentang korelasi

%Fahmi Salim, “bencana dalam pandangan Islam,” diakses di http://www.suara-
islam.com/read/tab/142/Bencana-dalam-Pandangan-Islam , tanggal 8 desember 2016, pukul 12.43.,
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antara tingkat pengetauan dan pemahaman masyarakat dengan solusi yang di
lakukan bila terjadi longsor. Sedangkan penelitian ini menerapkan konsep
pendampingan pada komunitas untuk mengenali masalah dan melakukan dinamika
proses pengorganisasian sebagai strategi pemecahan masalah secara partisipatif.
Subjek dampingan dan lokasi penelitian yang berbeda pada penelitian terkait
dan penelitian ini. Masyarakat Desa Tieng, Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo pada
penelitian terkait dan masyarakat Desa Depok, Kec. Bendunngan, Kab. Trenggalek.
Waktu penelitian terkait tahun 2012 dan penelitian ini dilakukan pada tahun

(Oktober-Januari) 2016/2017. Atau jika dibandingkan dalam bentuk tabel maka

akan seperti di bawah ini;

Tabel 2.4

Penelitian Terkait

Perbandingan Penelitian Terkait Penelitian Ini
Judul Pemahaman Masyarakat Pengurangan Risiko Bencana
Terhadap Tingkat Kerentanan Tanah Longsor Dengan
Bencana Tanah Longsor Di Membangun Kesiapsiagaan
Desa Tieng Kecamatan Kejajar Masyarakat Berbasis
Kabupaten Wonosobo Kelompok Arisan Rt Di Desa
Depok Kecamatan
Bendungan Kabupaten
Trenggalek
Peneliti Febriana Ika Setyari Nina Awalia Safitri
(Prodi. Pendidikan Geografi, (Prodi. Pengembangan
Universitas Negeri Yogyakarta: Masyarakat Islam, UIN
2012) Sunan Ampel Surabaya:
2017)
Fokus Menilai tingkat pengetahuan Pendampingan Pengurangan
Penelitian dan pemahaman masyarakat | Risiko Bencana tanah longsor
tentang mitigasi bencana tanah dengan membangun
longsor. Usaha yang telah kesiapsiagaan masyarakat
dilakukan masyarakat serta (upaya menurunkan tingkat
solusi mengenai kerentanan masyarakat Desa
penanggulangan Depok dalam menghadapi
bencana tanah longsor)
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Metode Kualitatif, dengan deskriptif PAR (Participation action
naratif dan sampling data. research) dengan pendekatan
PRA
Hasil Hanya menjelaskan korelasi Perubahan Paradigma, sikap

antara tingkat pengetauan dan
pemahaman masyarakat
dengan solusi yang di lakukan
bila terjadi longsor.

dan perilaku masyarakat
dalam menghadapi bencana
tanah longsor.

Sumber : hasil analisa peneliti



BAB III
METODOLOGI PENELITIAN AKSI PARTISIPATIF
A. Pendekatan

Penelitian ini menggunkan metode Participatory action research (PAR). PAR
adalah ssebuah konsep penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak
yang relevan (stakeholder) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung
(dimana pengalaman mereka sendiri sebagai persoalan) dalam melakukan perubahan
dan perbaikan ke arah yang lebih baik!%?. Tidak ada definisi baku mengenai apa yang
dimaksud dengan PAR, namun para ahli diantaranya Yoland Wadworth mengatakan
bahwa PAR adalah suatu istilah yang memuat seperangkat asumsi yang mendasari
paradigma baru pengetahuan dan bertentangan dengan paradigma pengetahuan
tradisional atau kuno. Asumsi-asumsi baru tersebut menggaris bawahi arti penting
proses sosial dan kolektif dalam mencapai kesimpulan-kesimpulan mengenai “apa
kasus yang sedang terjadi” dan “apa kasus yang sedang terjadi” dan “apa implikasi
perubahannya” yang dipandang beguna oleh orang-orang yang berada pada situasi
problemastis, dalam mengantarkan penelitian awal.

Jika ilmu pengetahuan konvesional hendak memberikan kepada sekelompok
orang suatu kekuatan untuk menentukan kebenaran dirinya dan atas nama orang lain,
maka paradigma baru ini muncul dari dunia yang memiliki berbagai macam versi

tentang kebenaran dan realitas sebagai cara untuk membantu manusia dalam

12A0us  Afandi. dkk,’modul participatory action research (par): untuk pengorganisasian
masyarakat(community organizing)”,lJppm uin sunan ampel surabya, surabaya:2016, hal.91

70
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mencapai suatu kebenaran melalui realitas pengalaman mereka sendiri dan untuk
mencakupkan kebenaran pada orang lain. Arti penting dari pemhaman bersama ini
ditemukan dalam topik-topik yang telah dipilih oleh agen PAR yang sebagian besar
berkaitan dengan situasi-situasi sulit dari perubahan sosial, hilangnya cara-cara
manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, ancaman terjadinya kekerasan dan
alienasi.

PAR tidak mengkonseptualisasikan alur menuju dunia yang seharusnya ada
sebagai perkembangan terhadap terori sebab-akibat yang bersifat prediktif (jika
begini maka begitu). Sebaliknya, slogan PAR adalah “masa depan diciptakan, bukan
diprediksi” atau (jika kita melakukan begini, maka hasilnya barangkali begitu). PAR
lebih merupakan teori kemungkinan (Possibility) dari teori prediksi'®®. Secara bahasa
PAR terdiri dari tiga kata yaitu partisipatory atau dalam bahasa Indonesia adalah
partisipasi yang artinya peran serta. Kemudian action yang artinya gerakan atau
tindakan dan research atau riset yang mempunyai arti penelitian atau penyelidikan.
Singkatnya PAR merupakan sekumpulan teknik dan alat yang mendorong masyarakat
pedesaan untuk turut serta meningkatkan dan menganalisa pengetahuannya mengenai
hidup dan kondisi mereka sendiri agar mereka dapat membuat rencana dan

tindakan.'%

103 Tbid, hal 92.,

104 Nano Prawoto, “Model Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemandirian
Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Dan Ketahanan Pangan (Strategi Pemberdayaan Ekonomi
Pada Masyarakat Dieng Di Propinsi Jawa Tengah)”, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 8,
Nomor 2, September 2012, hal. 139.,
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B. Subjek Dampingan
Dalam penelitian ini peneliti melakukan pendampingan kepada kelompok
masyarakat yang sudah ada. Beberapa kelompok tersebut diantaranya adalah
kelompok tani, kelompok tani wanita, kelompok yasin dan tahlil tiap dusun,
kelompok organisasi masyarakat berbasis sosial budaya seperti pencak silat dan
banjari, hingga kelompok arisan aparatur desa yang anggotanya terdiri atas seluruh
ketua RT, ketua RW, BPD dan jajaran aparatur desa yang diselenggarakan pada

setiap senin wage'”

. Namun peneliti dengan aparatur desa dan masyarakat sepakat
memilih forum arisan RT sebagai kelompok dampingan.

Karena selain jangkauan masyarakat yang lebih luas dan lebih lengkap dan
dapat menjangkau seluruh masyarakat dalam satu desa, sifat dapat terwakilkan atas
program-program yang dijalankan dari penelitian ini membuat alasan memilih
kelompok arisan RT menjadi relevan dan di nilai lebih efektif. Forum ini juga di nilai
lebih focus dalam penyampaian maksud dan tujuan pendampingan di desa agar lebih
siap siaga dalam menghadapi bencana di tingkat paling kecil di desa.

Forum arisan RT atau kelompok arisan RT ini beranggotakan 74 orang. Yang
terdiri atas 30 ketua RT, 11 ketua RW, 4 kepala dusun, 15 BPD dan tokoh masyarakat
serta 14 orang jajaran aparatur desa. Yang kemudian 74 orang tersebut menjadi

subjek dampingan dan mitra dalam penelitian dengan mengedepankan partisipasi

aktif untuk bersama-sama mencari, mengolah dan menentukan strategi dalam

105 Salah satu hari dalam satu bulan di penanggalan Jawa.
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pemecahan masalah yang ditemukan. Hingga, kemudian memunculkan /ocal leader

baru dan gerakan ini dapat di implementasikan di setiap komponen masyarakat desa.

1.

Suroto

Tabel 3.1
Daftar anggota arisan RT dalam struktur desa tangguh bencana Desa Depok
No.

Jabatan

Pembina

Tugas Pokok dan

Fungsi
Sebagai penyelenggara Desa
Siaga Bencana

Babinkamtibmas
Babinsa
BPD

Penasehat

Sebagai pemberi arahan dan
masukan untuk menciptakan Desa
Siaga Bencana

Rani

Koordinator

Ketua pelaksana Desa Siaga
Bencana

Sukar

Sekertaris

Bertanggung jawab atas surat-
menyurat Kelompok Tangguh
Bencana Desa Depok

Bibit

Bendahara

Bertanggung jawab atas
pengelolaan dana dan keuangan
Kelompok Tangguh Bencana
Desa Depok

Suyono

Regu Peringatan
Dini

Melakukan sistem peringatan
dini (Early Warning System) dan
Menyelenggarakan sosialisasi,
penyuluhan atau kegiatan
penyadaran masyarakat lainnya
tentang bahaya bencana

Slamet

Regu Pemetaan

Melakukan pendataan dan
pemetaan daerah rawan bencana
lokal, termasuk jalur evaluasi

Nurbani

Regu Pelatihan

Menyelenggaakan latihan-latihan
tenaga bencana di tingkat lokal
bekerjasama dengan instansi atau
pihak terkait.

Menyelenggarakan simulasi/gladi
bencana sesuai jenis dan
kerawanan bencananya secara
periodik sesuai kebutuhan.
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0. Sukiman Regu Pertolongan | Melakukan tindakan upaya awal
Pertama penanggulangan bencana,
Dan SAR memberikan pertolongan pertama
dan menjadi tim pencari dan
penyelamat apabila terdapat
korban jiwa hilang dan belum di
temukan secara cepat
10. Eko Regu Penilaian Melakukan penilaian korban jiwa,
Cepat harta dan kerugian yang di taksir
saat terjadi bencana
11. Purwadi Regu Pengungsian Mengevakuasi masyarakat dan
Menyiapkan tenda pengungsian,
sanitasi serta kebutuhan air bersih
untuk pengungsi
12. Ari.E Regu Dapur Umum | Menyiapkan kebutuhan konsumsi
masyarakat di pengungsian
13. Wijianto Regu Logistik dan Membuat Lumbung Bencana
Perlengkapan sebagai kesiapan logistik dan
sarana prasarana penunjangl
14. Endah Regu Administrasi Melaporkan dan
dan Dokumentasi mendokumentasikan kegiatan
Desa Siaga Bencana secara
berjenjang kepada dinas/instansi
sosial kabupaten/kota/provinsi dan
Kementerian Sosial RI, baik
kejadian bencana ataupun
kegiatan rutin dan lainnya.
15. Yasir Regu Hubungan Bekerjasama dan membentuk
Masyarakat jejaring kerja dengan pihak-pihak
yang dianggap terkait.
16. Bibit (Pande) Regu Pendataan Melakukan pendataan kebutuhan
Pemulihan masyarakat pasca bencana
17. Suyono Regu Fasilitator Membantu memfasilitasi
Masyarakat kebutuhan masyarakat pasca
bencana
18. Katini Regu Membantu seluruh pihak dalam
Pendampingan upaya pemulihan sosial

Sumber : hasil FGD dengan masyarakat
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C. Prosedur Penelitian dan Pendampingan
1. Pemetaan Awal (Preliminary Mapping)

Pemetaan awal sebaagai alat untuk memahami komunitas, sehingga mudah
memahami realitas problem dan relasi sosial yang terjadi'’®. Dalam penelitian ini
peneliti bersama stakeholder terkait, seperti masyarakat dan apartur desa memetakan
wilayah desa meliputi pemetaan wilayah dengan risiko bencana alam tanah longsor
ringan, sedang hingga tinggi. Pemetaan juga dilakukan untuk mengetahui daerah
rawan bencana, kelompok rentan dan peta kapasitas masyarakat desa.

2. Membangun Hubungan Kemanusiaan

Peneliti melakukan inkulturasi dengan masyarakat sebagai upaya membangun
trust. Mengikuti kegiatan sehari-hari di masyarakat seperti menjemur singkong untuk
di buat pati, mengikuti kegiatan yasin dan tahlil bergiliran di rumah warga, hingga
menjadi panitia di salah satu acara pernikahan anak warga di RT 03.

Sehingga setelah terbangun trust antara penliti dan masyarakat, masyarakat
secara partisipatif dapat menjadi narasumber dan pihak yang secara langsung aktif
terlibat dalam penelitian. Hubungan yang terjalin antara peneliti dan masyarakat
sejajar dan saling belajar. Untuk membuat suatu perubahan kea rah yang lebih baik.

Mulai dari menemukan masalah tentang kebencanaan di desa yang sering
mereka alami, mengolah menjadi data berupa trend terjadinya bencana di desa dan

pemetaan wilayah paling rawan, rawan yang sedang dan tidak rawan atau aman.

16A0us  Afandi. dkk,’modul participatory action research (par): untuk pengorganisasian
masyarakat(community organizing)”,lppm uin sunan ampel surabya, surabaya:2016, hal.104.,
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Sehingga data yang di himpun oleh peneliti dan masyarakat dapat di gunakan sebagai
media informasi tentang kebencanaan. Yang harapannya setelah mengetahui
informasi tentang kebencanaan di desa, masyarakat menjadi sadar dengan potensi
yang mengancam mereka.
Pemetaan Partisipatif

Bersama masyarakat dan aparatur Desa Depok dengan metode FGD peneliti
melakukan pemetaan wilayah, melihat persoalan bencana tanah longsor terutama pra
bencana dan kesiapsiagaan serta upaya pengurangan risiko bencana apa yang selama
ini dilakukan oleh masyarakat .
Penentuan Agenda Riset Untuk Perubahan Sosial

Bersama masyarakat, peneliti mengagendakan program riset melalui teknik
participatory rural approach untuk memahami masalah kesiapsiagaan dan mitigasi
bencana alam longsor guna menentukan waktu yang tepat untuk upaya pengurangan
risiko bencana dengan membangun kesiapsiagaan dan mitigasi bencana berbasis
kelompok tangguh bencana desa.
Menentukan Masalah Kemanusiaan

Masyarakat Desa Depok diwakili oleh kelompok arisan RT merumuskan
masalah utama kebencanaan dengan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana tanah
longsor dalam rangka upaya pengurangan risiko bencana yang sering terjadi di desa
mereka. Pendampingan ini fokus kemanusiaannya adalah penyadaran untuk
pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana tanah longsor dengan

membangun kesiapsiagaan dan mitigasi bencana alam tanah longsor.
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6. Menyusun Strategi Gerakan
Masyarakat Desa Depok diwakili oleh kelompok arisan RT bencana bersama
peneliti menyusun strategi gerakan untuk memecahkan problem kebencanaan yang
selama ini responsive menjadi preventif dan tanggap darurat. Focus gerakannya
adalah penyadaran pentingnya pengurangan risiko bencana tanah longsor dengan
kesiapsiagaan dan mitigasi bencana serta menurunkan risiko bencana tanah longsor
dengan meningkatkan kapasitas masyarakat serta advokasi untuk pemerintah desa
agar menerapkan desa tangguh bencana.
7. Pengorganisasian Masyarakat
Kelompok arisan RT Desa Depok didampingi peneliti membagun pranata-
pranata sosial. Dalam hal ini adalah membentuk komunitas tangguh bencana yang
kemudian menjadi local leader dalam upaya PRB serta memaksimalkan sarana dan
prasarana early warning system local seperti kentongan, penghijauan di daerah rawan,
advokasi kebijakan dan peraturan desa sebagai bebrapa upaya kesiapsiagaan dan
mitigasi yang membutuhkan tambahan pengetahuan dan perubahan paradigma
melalui kampanye siaga bencana tanah longsor di Desa Depok.
8. Melancarkan Aksi Perubahan
Untuk keberhasilan dari telah berkurangnya risiko bencana tanah longsor perlu
memerlukan penilaian secara berkala dan berkelanjutan, oleh karena itu kelompok
arisan RT di masyarakat ini sepenuhnya menjalankan system yang telah dibangun
dan dibentuk bersama karena perubahan dari pengurangan risiko bencana ini tidak

terlihat secara jelas, namun bertahap, tidak tiba-tiba namun perubahannya dapat
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dirasakan beberapa waktu jika terjadi bencana lagi. Salah satu indicator perubahannya
adalah ketika terjadi bencan lagi, masyarakat telah siap dan berkurangnya erugian
yang diakibatkan oleh bencana alam, khususnya tanah longsor.
Membangun Pusat-Pusat Belajar Masyarakat

Komunitas atau kelompok arisan RT merupakan alternative tempat masyarakat
belajar bagaimana upaya pengurangan risiko bencana sebagai realisasi dari pusat-
pusat belajar masyarakat terutama untuk masalah kebencanaan. Kelompok ini
dibentuk atas dasar kebutuhan dan keinginan masyarakat karena ingin penurunkan
risiko bencana alam tanah longsor yang tejadi di wilayah mereka.
Refleksi

Peneliti bersama komunitas didampingi oleh dosen pembimbing merumuskan
teorisasi perubahan sosial. Berdasarkan hasil riset, proses pembelajaran masyarakat
dan program-program aksi yang sudah terlaksana, peneliti dan komunitas tangguh
bencana bersama stakeholder terkait merefleksikan semua proses dan hasil serta
perubahan apa saja yang telah diperoleh dari awal hingga akhir.
Meluaskan Skala Dukungan

Berawal dari piloting project kelompok arisan RT masyarakat Desa Depok, jika
kemudian ditemukan perubahan dan hasil yang signifikan terhadap upaya
pengurangan risiko bencana, maka akan diluskan ke Desa-Desa lain bahkan

kecamatan hingga kabupaten untuk menyongsong Indonesia tangguh bencana.
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D. Teknik Pengumpulan Data

Teknis pengumpulan data menggunakan teknik PRA (participatory rural
apraisal) atau pemahaman pedesaan berdasarkan peran serta secara umum melakukan
pendekatan kolektif, identifikasi, dan klasifikasi masalah yang ada dalam suatu
wilayah pedesaan. PRA sendiri adalah sebuah teknik untuk menyusun dan
mengembangkan program oprasional dalam pembangunan tingkat desa. Metode atau
teknik ini ditempuh dengan memobilisasi sumber daya manusia dan alam setempat,
menstabilkan dan meningkatkan kekuatan masyarakat setempat serta mampu pula
melestarikan sumber daya setempat.

PRA mempunyai tujuan utama untuk menjaring rencana atau program
pembangunan tingkat pedesaan yang memenuhi persyaratan. Syaratnya dalah
diterima oleh masyarakat setempat, secara ekonomi menguntungkan dan berdampak
positif bagi ligkungan. Secara prinsip metode atau teknik ini dapat membantu dalam
menggerakkan smber daya alam dan manusia untuk memahami masalah,
mempertimbangkan program yang telaah sukses, menganalisis kapasitas
kelembagaan local, menilai kelembagaan modern yang telah diintrodusir dan
membuat rencana program spesifik yang oprasional dan sistematis. %’

Sehingga program-program yang dilaksanakan dilapangan nantinya akan tepat
sasaran. Dengan cara menetukan apa, siapa dan bagaimana proses pendampingan
tersebut. Sebagai mana dalam proposal ini adalah pendampingan pada kelompok

masyarakat tangguh bencana di Desa Depok untuk upaya pengurangan risiko bencana

197 Moehar Daniel, dkk, "PRA (Participatory Rural Aprasial)”, PT. Bumi Aksara, Jakarta:2008, hal. 37
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alam tanah longsor dengan melibatkan stakeholder terkait serta program-program
seperti penyadaran dan perubahan paradigma masyarakat tentang bencana itu sendiri,
serta upaya advokasi untuk kebijakan dan peraturan pemerintah desa untuk
mengintegrasikan menjadi desa tangguh sebagai rekomendasi.

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, maka
pendamping dengan masyarakat akan melakukan sebuah analisis bersama. Analisis
ini digunakan untuk mengetahui masalah yang dihadapi mengenai bencana alam
tanah longsor dan upaya apa yang hendak dilakukan, adapun yang dilakukan nantinya
adalah:

Pemetaan (Mapping)

Tenik menggali informasi yang meliputi sarana fisik dan kondisi sosial dengan
menggambar kondisi wilayah secara umum dan menyeluruh menjadi sebuah peta
bersama masyarakat. Hasilnya adalah peta atau sketsa keadaan sumber daya umum
desa atau peta dengan topik tertentu (topical). Hasil dari teknik ini banyak digunakan
untuk mengarah kepada teknik-teknik lain, sehingga teknik ini biasanya digunakan
pada awal-awl proses PRA, yang selanjutnya diperdalam dengan teknik lain.!'*
Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara ini meliputi penggalian informasi berupa Tanya jawab yang

109

sistematis tentang pook-pokok tertentu.””” Wawancara semi terstruktur ini akan

mendeskripsikan hasil dari beberapa kumpulan wawancara tentang kaitannya dengan

18Aous  Afandi. dkk,’modul participatory action research (par): untuk pengorganisasian
masyarakat(community organizing)”,lppm uin sunan ampel surabya, surabaya:2016, hal.145-146.,
109 Tbid, hal. 181.
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kebencanaan yang terjadi di wilayah Desa Depok dengan masyarakat dan stakeholder
terkait.
FGD (focus group discussion)

Proses diskusi kelompok yang terarah. Yaitu wawancara dari kelompok kecil
yang dipimpin oleh narasumber yang secara halus mendorong peserta untuk berani
berbicara terbuka dan spontan tentang hal yang dianggap penting yang berhubungan
denga topik diskusi. Dalam hal ini peserta FGD melakukan perumusan masalah

hingga penentuan strategi pemecahan masalah tentang pengurangan risiko bencana.

. Teknik Validasi Data

Dalam prinsip metodologi PRA untuk meng kroscek data yangdiperoleh dapat
melalui triangulasi. Triangulasi adalah suatu system kroscek dalam pelaksanaan
teknik PRA agar memperoleh informasi yang akurat.'!?

Triangulasi Komposisi Komunitas

Triangulasi akan dilakukan oleh peneliti bersama masyarakat desa terutama
kelompok tangguh bencana. Triangulasi ini dimaksudkan untuk memperoleh data
yang valid dan tidak sepihak. Semua pihak ikut berpartisipasi untuk mendapatkan
kesimpulan bersama.

Triangulasi Alat dan Teknik

Dalam pelaksanaan di lapangan selain melakukan observasi langsung terhadap

lokasi atau wilayah, juga perlu dilakukan interview dan diskusi dengan masyarakat

desa atau kelompo tangguh bencana bahkan stakeholder terkait melalui FGD (focus

10 Ibid, hal. 153.,
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group discussion). Triangulasi ini dilaksanakan pada proses penyadaran dan
pelaksaan upaya pengurangan risiko bencana dimulai, dengan pencatatan dokumen
maupun diagram.
Triangulasi Keragaman Sumber Informasi

Triangulasi ini didapatkan ketika proses pengurangan risiko bencana, antara
peneliti, stakeholder terkait dan komunitas tangguh bencana desa saling memberikan
inormasi, termasuk kejadian-kejadian yang terjadi langsung di lapangan sebagai

keberagaman data.

. Teknik Analisa Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan yang terjadi di lapangan maka
peneliti dengan kelompok tanggung bencana desa akan melakukan sebuah analisis
bersama. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hingga mengurai masalah tentang
rendahnya kesadaran akan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana alam tanah

longsor di Desa Depok. Adapun alat analisis yang digunakan nantinya adalah :

. Analisa Kalender Musim

Kalender musim adalah suatu tekni PRA yang dipergunakan untuk menegtahui
kegiatan utama, masalah dan kesempatan dalam siklus tahunan yang dituangkan
dalam bentuk diagram. Hasilnya yang digambar dalam suatu “kalender” dengan

bentuk matriks, merupakan informasi penting sebagai dasar pengembangan rencana
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program. Kaitanya dengan kebencanaan terutama bencana alam tanah longsor dapat
dilihat intensitas hujan yang terjadi hingga perubahan musim di Desa Depok.'!!
. Analisa Diagram Venn

Dengan teknik analisa diagram venn akan dapat melihat keterkaitna suatu
lembaga dengan lembaga yang lain. Misalnya elit desa dengan masyarkat desa guna
mengetahui pihak-pihak yang terkait dalam manajemen bencana beserta peran dan
seberapa besar pengaruhnya satu dengan yang lain.'!?
. Analisa Diagram Alur

Diagram alur akan menggambarkan arus dan hubungan diantara semua pihak-
pihak yang terlibat hingga membentuk suatu system. Seperti di lapangan maka
diagram alur akan melihat sebuah kerangka kerja system dalam upaya pengurangan

risko bencan alam tanah longsor.!!3

. Analisa Timeline

Merupakan teknik penelusran alur sejarah suatu masyarakat dengan menggali
kejadian penting yang pernah dialami pada alur waktu tertentu. Hal ini dapat
menelusuri sejarah kejadian bencana yang pernah terjadi, hingga menelusuri kejadian
paling berat samapi paling ringan skalanya. Sehingga rekam kejadian kebencanaan

dapat diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun. '!4

" Ibid, hlm. 165.,
12 Ibid, hlm. 172.,
3 Ibid, 175.,

14 Ibid, him. 185.,
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5. Analisa Trend and Change
Bagan perubahan dan kecenderungan merupakan teknik PRA yang
memfasilitasi masyarakat dalam mengenali perubahan dan kecenderungan berbagai
keadaan, kejadian serta kegiatan masyarakat dari waktu ke waktu. Hasilnya di gambar
dalam satu matriks. Dari besarnya perubahan hal-hal yang diamati dapat diperoleh
gambaran adanya kecenderungan umum perubahan yang akan berlanjut di masa
depan. Hasilnya adalah bagan atau matriks perubahan dan kecenderungan yang
umum desa atau yang berkaitan dengan topik tertentu.'!>
6. Analisis Pohon Masalah dan Pohon Harapan
Teknik yang digunakan untuk memperoleh masalah dan harapan yang telah
distrukturkan. Mulai dari akar permasalahan yang akan dipecahkan bersama
masyarakat dan sekaligus program apa yang akan dilakukan. Kebalikannya, pohon
harapan adalah impian kedepan dari hasil kedepannya. Dalam konteks upaya
pengurangan risiko bencana dapat deketahui akar masalahnya adalah kerentanan
masyarakat Desa Depok dalam menghadapi bahaya bencana alam tanah longsor.
7. Analisa Bahaya, Kerentanan dan Kapasitas
Analisa kerentanan meliputi analisis sosial dalam pengertian klasik dimana
kelompok-kelompok sosial tertentu serta hubungannya dengan faktor-faktor dalam
konteks kerentanan bisa diidentifikasi. Konteks merentankan menunjuk pada
seasonality, gejala-gejala, dan kejadian-kejadian yang mengejutkan dan

mempengaruhi aspek penghidupan (livelihoods) masyarakat. Ciri khas dari konteks

11 Ipid, him. 162.,
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ini adalah ia tidak bisa dikendalikan oleh masyarakat setempat, paling tidak dalam
jangaka pendek dan menengah.

Oleh karena itu, penting mengidentifikasi cara-cara tidak langsung dengan
mana efek-efek negatif dari konteks merentankan bisa diminimalkan, termasuk
membangun ketahanan yang lebih baik dan meningkatkan keamanan penghidupan
secra keseluruhan. !''®
Analisa GIS (geographic information system)

Penggunaan system untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan atau
manipulasi, analisis dan penayangan data yang mana data tersebut secara spasial
terkait dengan muka bumi.!'” Sehingga setelah di lakukan pemetaan secara manual
data terkait spasial akan diolah dalam format GIS.

. Jadwal Penelitian dan Pendampingan

Pelaksanaan penelitian dan pendampingan terdiri atas dua periode, periode
pertama peneliti sebelum melakukan penelitian dan pendampingan di lokasi
penelitian. Di mulai pada bulan Oktober tahun 2016 hingga Febuari tahun 2017,
terlebih dahulu melakukan assessment terhadap materi-materi dan teori-teori di kelas
dan di buku selama satu bulan di Surabaya. Kemudian untuk periode selanjutnya
peneliti pada saat di lokasi penelitian dan pendampingan dengan penelitian PAR dan
teknik PRA kurang lebih membutuhkan waktu 4 bulan. Jadi apabila dapat di

tampilkan dalam sebuah tabel akan menjadi seperti di bawah ini;

116 Jonatan Lassa dkk, “Kiat Tepat Mengurangi Resiko Bencana Pengelolaan Resiko Bencana
Berbasis Komunitas (PRBBK)”, PT. Grasindo, Jakarta:2009, him. 42.,
117 Perka BNPB No. 2 Tahun 2012, him. 3.,
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Tabel 3.2
Jadwal pelaksanaan penelitian dan pendampingan

No. Kegiatan Pelaksanaan

2016 2016 2016 2017

1. Assessment | X | X | X | X
teori-teori
PRB

2. Inkulturasi X | X
3. Menentukan X
agenda riset

2017

Oktober November Desember Januari Febuari

4, Observasi XX
dan
merumuskan
masalah
kemanusiaan

5. Menyusun X|X|[X|X]|X
strategi
gerakan

6. | Pengorganis X | X
asian
masyarakat

7. Melancarkan X X
aksi
perubahan

8. Membentuk X | X
kelompok
tangguh

0. Refleksi X | X
10. Meluaskan X|X|X
skala
gerakan
dukungan

Sumber : analisa peneliti
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H. Analisa Stakeholder
Dalam pelaksanaan penelitian dan pendampingan untuk upaya PRB tentu
peneliti tidak sendirian. Beberapa pihak bahkan banyak pihak turun ambil peran.
Karena dalam proses pemberdayaan kebersamaan adalah suatu asset penting yang
harus terbangun, dengan partisipasi masyarakat khususnya, masalah yang telah
ditemukan menjadi lebih mudah dalam pemecahanya.Beberapa pihak atau

stakeholder tersebut ialah;

Tabel 3.3
Analisa Stakeholder

No. Institusi

Karakteristik Resource

Bentuk
keterlibatan

Tindakan yang
harus di lakukan

1. | Kelomp | Masyarakat Memiliki Sebagai subjek | Terlibat aktif dalam
ok yang  rentan | pengalaman | yang kampanye dan
rentan terkena dan menjalankan peningkatan

dampak pengetahuan | upaya pemahaman dengan

bencana tanah | dalam pengurangan informasi  tentang

longsor pengurangan | risiko bencana | pengurangan risiko
risiko bencana

bencana Merubah paradigma

tentang bencana

yang di tangani

dengan responsive

menjadi preventive

dan melakukan PRB

2. Pemerint | Penyelenggara | Memiliki
ah Desa | pemerintah otoritas

desa dan | tertinggi  di
pengambil tingkat desa
kebijakan
desa, termasuk
kebijakan
penanganan
kebencanaan
3. Kelomp | Wadah ketua | Keanggotaan | Sebagai Memberikan arahan
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ok RT, ketua RW, | yang kelompok dan informasi serta
Arisan Kepala Dusun | terstruktur utama dalam | membangun
RT dan jajaran | dan legal di | riset kesadaran  dengan
Pemerintah bawah partisipatif masyarakat tentang
Desa serta | pemerintah untuk kebencanaan  dan
BPD desa, sumber | perubahan upaya PRB di desa
dana dapat di | dalam PRB di
himpun oleh | desa
anggota Termasuk
inisiasi dan
perumusan
startegi
pemecahan
masalah
sebagai
penyalur
aspirasi
masyarakat
kepada
pemerintah
desa  sebagai
pemegang
otoritas penuh
untuk
pembangunan
dan
pengemangan
desa
Puskesm | Sebagai Tenaga Pemberi Memberikan arahan
as lembaga kesehatan informasi kepada masyarakat
kesehatan yang kesehatan yang | melalui pendekatan
yang dimiliki | memberikan | berkaitan intra personal
oleh pelayanan dengan maupun ekstra
masyarakat dan kebencanaan personal tentang
desa pendampinga | kepada kesehatan dan
n kepada | masyarakat kebencanaan
masyarakat
yang rentan
terganggu
kesehatannya
BPBD Lembaga Penyedia Sebagai Pemberi informasi
pemerintah data, narasumber tentang
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terlatih di
instansi TNI

stakeholder
yang dapat
memobilisasi
aset dan
komunitas

yang focus | kebencanaan, | ahli  tentang | kebencanaan  dan
menangani pengetahuan | kebencaan dan | mendampingi desa
isu-isu dan pendamping dalam PRB
kebencanaan informasi kelompok
dan lembaga | PRB tangguh yang
yang ahli akan di bentuk
kebencanaan di desa
Babinsa | Anggota TNI | Memiliki Sebagai Pengorganisir
AD yang | pengetahuan | sumber komunitas  dalam
betugas  dan | dan skill | informasi dan | PRB serta
berdomisili di | pengurangan | data pendamping/
desa penelitian | risiko kebencanaan pembina komunitas
bencana di Desa Depok | dalam PRB
kerana serta

Sumber : Analisa Peneliti

Dari tabel di atas, dapat dilihat beberapa stakeholder yang terlibat yaitu,

kelompok rentan yang ada di Desa Depok, jajaran pemerintah Desa Depok, kelompok

arisan RT, instansi puskesmas di Desa Depok, BPBD Kab. Trenggalek, serta anggota

Babinsa Desa Depok. Masing-masing stakeholder memiliki peran dan fungsi yang

berbeda-beda dalam upaya PRB di Desa Depok. Diharapkan seluruh stakeholder

dapat bekerjasama dan terjalin komunikasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik

di Desa Depok.




BAB 1V
PROFIL DESA DEPOK

A. Posisi Geografis

Letak geografis Desa Depok menurut buku profil desa tahun 2014 berada
pada -7.976908° S/LS dan 111.735653° E/BT. Untuk mencapai Desa Depok,
dapat ditempuh menggunakan kendaraan darat selama 16 menit dari pusat
pemerintahan Kabupaten Trenggalek yang hanya berjarak 8 km. Jika dari Pusat
Pemerintahan Propinsi Jawa Timur memakan waktu 5 jam perjalanan dengan
perjalanan darat dan akses jalan yang telah baik.

Gambar 4.1

Peta Kecamatan Bendungan

Sumber: diolah dari GIS
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Desa Depok merupakan salah satu desa yang masuk dalam wilayah
administratif Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Jika dilihat dari
posisi dan letaknya, Desa Depok terletak di bagian utara dari kabupaten
Trenggalek yang mendekati perbatasan antara Kabupaten Tulungagung dan
Kabupaten Ponorogo. Dengan batas desa sebelah utara dengan Desa Dompyong,
sebelah barat dengan Desa Semurup, sebelah Timur berbatasan dengan Desa
Dawuhan dan Sebelah selatan Desa Pagerwojo, Kab. Tulungagung!''®.

Tabel 4.1
Batas Desa Depok
Batas Desa Wilayah

Sebelah Utara Desa Dompyong

Sebelah Timur Desa Semurup

Sebelah Barat Desa Dawuhan

Sebelah Selatan Desa Pagerwojo, Kab
Tulungagung
Sumber : Profil Desa Depok Thn. 2014

Memiliki ketinggian lahan di antara 180-900 mdpl, membuat wilayah desa
ini memiliki iklim tropis dengan rata- rata suhu 28°C — 33°C serta curah hujan
yang cukup tinggi yakni, rata — rata 2500-3000 mm pertahun'!®. Karakteristik
desa yang basah dan lembab tersebut dimanfaatkan sebagai lahan produksi dan
hutan oleh kumunitas desa. Dengan total luas wilayah desa mencapai 1.341 Ha’.

Yang terbagi atas wilayah pertanian seluas 81,496 m?, Hutan Negara (Perhutani)

118 Profil Desa Depok tahun 2014.,
119 Ibid.,
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seluas 1.175 m?, pemukiman dan pekarangan seluas 81,75 m?, serta lain-lain

mencapai 2,908 m?!%°.

Gambar 4.2
Topografi Desa Depok

Sumber : diolah dengan aplikasi GIS dan Global Mapper

Dari gambar di atas kita dapat melihat permukaan dan bentuk ketinggian
Desa Depok. Jika terdapat selisih 1 km pada jarak sebenarnya memiliki ketinggian
yang berbeda-beda. Dengan derajad kemiringan lereng yang juga berbeda.
Sehingga visualisasi di atas dapat membantu untuk menganalisa letak Desa Depok
yang memiliki karakteristik pegunungan.

Tabel 4.2
Luas Wilayah dan Pemanfaatan Lahan Desa Depok

No. Pemanfaatan Lahan Desa Luas

1 Pertanian ( Lahan Produksi) 81.496 m*
2 Hutan Negara (Perhutani) 11.750 m?
3. | Pemukiman dan Pekarangan 8.175 m?
4. | lain-lain 2.908 m?
Total 104.329 m?

Sumber: Data Monografi Desa Depok Tahun 2015

120 profil Desa Depok, kecamatan bendungan, kabupaten trenggalek, (Trenggalek, 2014), hal. 2.,
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Jika dipresntasekan jumlah lahan yang memiliki total seluas 1.341 ha, 78%
lahan dimanfaatkan sebagai lahan produksi dengan luas 81.496 m?. Sedangkan
untuk 11% lahan untuk hutan negara (Perhutani) seluas 11.750 m?. Untuk 8% dan
3% lahan desa sebagai wilayah pemukiman dengan luas 8.175 m? Sisanya
sebagai lahan lain-lain dan belum teridentifikasi seluas 2.908 m?. Maka akan
muncul seperti dalam bagan berikut;

Diagram 4.1

Persentase Keperuntukan Lahan

Tata Guna Lahan Desa Depok

M Pertanian (Lahan Produksi) ® Hutan Negara (Perhutani)
Pemukiman dan Pekarangan i lain-lain

8% 3%

11%

Sumber: Data Monografi Desa Depok Tahun 2015

Desa Depok juga berbagi dalam wilayah dusun. Diantaranya adalah Dusun
Soko, Dusun Kebunagung, Dusun Banaran dan Dusun Joho. Seperti halnya
wilayah Desa pada umumnya yang memiliki RT/RW Desa Depok juga terdiri dari
30 RT dan 10 RW yang terbagi pada empat dusun dan beberapa dukuh, yaitu;
Dusun Soko yang berada pada wilayah paling rendah terbagi atas 10 RT mulai
dari RT 01 hingga RT 10. Memiliki 4 RW dimulai dari RW I, RW II, RW III dan
RW IV. Naik keatas lagi pada Dusun Kebunagung memiliki 9 RT. Mulai dari RT
11 hingga RT 19. Dan berada pada 3 RW, yakni RW V, RW VI, dan RW VIIL.

Sedangkan Dusun lebih keatas, yakni Dusun Banaran memiliki 8 RT. Mulai RT
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20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, RT 25, RT 26 dan RT 27. RW pada Dusun
Banaran juga memiliki 3 RW, dimulai RW VIII hingga RW X. Pada Dusun yang
paling atas yakni Dusun Joho hanya memiliki 3 RT dan 1 RW. Yakni RT 28, 29

dan 30 yang berada pada RW XI. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di

bawabh ini.
Tabel 4.3
Pembagian Wilayah Administratif Desa Depok
No. Dusun Wilayah |
RW RT
1. | Suko RW I RT. 01, 02, 03

RWII RT. 04, 05, 06

RWIII | RT. 07, 08 (Dukuh Jabon)

RW IV | RT. 09, 10 (Dukuh Nggelang)

2. Kebunagung | RW V RT. 11,12, 13

RW VI | RT. 14, 15, 16 (Dukuh Mblendis)
RW VII | RT. 17, 18, 19 (Dukuh Pilas Bawang)
3. Banaran RW RT. 20, 21, 22

Vil RT. 23, 24, 25 (Dukuh Ngrandu)

RW IX | RT. 26, 27 (Dukuh Duren)

RW X
4. | Joho RW XI | RT 28 (Dukuh Garangan)

RT. 29, 30
Sumber: Diolah dari data monografi Desa Depok

B. Kondisi Demografis

Secara keseluruhan jumlah penduduk Desa Depok, Kecamatan Bendungan
Kab. Trenggalek terdiri dari 1.206 KK, 4.628 jiwa. Dengan perbandingan laki-laki
2.341 dan 2.287 perempuan.'?! Jika digambarkan menggunakan bagan maka akan

nampak pada presentasae di bawah ini;

121 Laporan kependudukan Desa Depok, Kec. Bendungan Kab. Trenggalek (Per Mei 2016)
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Diagram 4.2

Presentase Jenis Kelamin Penduduk Desa Depok

Komposisi Penduduk Menurut jenis
Kelamin

Laki-Laki Perempuan

49%
51%

Sumber : Monografi Desa Depok

Kemudian terbagi dalam masing-masing dusun dengan jumlah penduduk
yang berbeda, seperti Dusun Soko terdiri dari 388 KK, 1.386 jiwa dengan laki-
laki 707 jiwa dan 679 jiwa perempuan. Dusun Kebunagung terdiri dari 307 KK,
1.282 jiwa dengan 648 jiwa laki-laki dan 634 jiwa perempuan. Dusun Banaran
terdiri dari 367 KK, 1.365 jiwa dengan 680 jiwa laki-laki dan 685 jiwa
perempuan. Yang terakhir Dusun Joho yang terdiri dari 144 KK, 595 Jiwa dengan
306 jiwa laki-laki dan 289 jiwa perempuan.

Tabel 4.4
Data kependudukan Desa Depok

No. Dusun Jumlah | Laki- | Perempuan
KK laki
1. Soko 388 707 679
2. | Kebunagung | 307 648 634
3. Banaran 367 680 685
4. Joho 144 306 289
Total 1.206 2.341 2.287
4.628

Sumber : profil Desa Depok tahun 2014



95

Jika dipresentasekan maka komposisi penduduk tiap dusun memiliki porsi
sebagai berikut. Dusun Soko dengan penduduk mayoritas sejumlah 32% dengan
total 388 KK, 1.386 Jiwa. Dusun Kebunagung dengan 26% komposisi penduduk
memiliki 1.282 Jiwa. Sedangkan Dusun Banaran terbanyak kedua setelah Dusun
Soko dengan presentase penduduk 30% memiliki 1.385 Jiwa. Dusun dengan
penduduk paling sedikit, Dusun Joho memiliki jumlah penduduk sebanyak 595
Jiwa, dengan presentase 12%.

Diagram 4.3

Presentase Komposisi Penduduk Desa Depok

Komposisi Penduduk

® Dusun Soko m Dusun Kebunagung ® Dusun Banaran = Dusun Joho

12%

30%
26%

Sumber : Data Monografi Desa Depok

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa komposisi penduduk laki-laki dan
perempuan tidak terlalu siginifikan dalam perbandingan. Namun untuk jumlah
penduduk yang tinggal di Dusun Joho nampak sangat sedikit dibanding dengan
Dusun lainnya. Hal ini karena wilayah Dusun Joho yang berada paling atas dan
susah diakses karena lokasi Dusun ini berada pada balik bukit yang curam dan
ekstrem. Selain itu faktor fasilitas umum seperti akses ekonomi dan pendidikan
yang masih kurang, Dusun ini berada pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten
Tulungagung, sehingga status Dusun terluar dan susah diakses layak disematkan

di Dusun ini.
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Melihat beberapa tahun kebelakang, jumlah penduduk Desa Depok
mengalami kenaikan yang cukup signifikan, meskipun telah dilakukan program
pemerintah keluarga berencana untuk menanggulangi pertumbuhan penduduk
yang semakin tahun semkain meningkat namun tidak dapat memberikan dampak
pada jumlah penduduk Desa Depok. Melihat dinamika jumlah penduduk mulai
tahun 2012 yang mencapai 4.374 jiwa kemudian terus berkembang sampai dengan
tahun 2016 yang mencapai angka sekitar 4.628 jiwa. Semakin bertambahnya
jumlah penduduk, maka akan akan memberikan dampak pada kehidupan sosial
dan ekonomi salah satunya pada pemenuhan kebutuhan keluarga yang semakin

mengharuskan mereka untuk bekerja keras memenuhi kebutuhan pokok keluarga

mereka.
Grafik 4.1
Grafik Perkembangan Penduduk Desa Depok
GRAFIK PERKEMBANGAN
PENDUDUK DESA DEPOK
5.000
4.500 — : * * &
4.000
2012 2013 2014 2015 2016

Sumber: Data Monografi Desa Depok Tahun 2015

Perkembangan jumlah penduduk ini dipengaruhi oleh faktor masih banyak
keluarga yang mempunyai jumlah anggota sekitar 4 yang terdiri dari ayah, ibu dan
dua orang anak, namun tidak semua warga yang mengikuti program keluarga

berencana (KB) sehingga mempunyai keturunan lebih dari dua anak.
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C. Kondisi Ekonomi

Kegiatan ekonomi masyarakat Desa Depok mayoritas berada pada sektor
pertanian. Karena wilayah desa yang dikelilingi oleh lahan pertanian perkebunan
dan hutan. Sebagian masyarakat berprofesi baik menjadi petani maupun buruh
tani. Dari total penduduk yang bekerja sejumlah 3.307 orang, 310 orang adalah
petani dan 2.933 orang adalah buruh tani.

Terdapat pula berbagai profesi penduduk dengan angka yang sangat sedikit.
Seperti jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang hanya berjumlah 10 orang.
Pengerajin industri rumah tangga 6 orang. Pedagang yang berjumlah 7 orang.
Peternak dan pensiunan TNI/Polri masing-masing 4 orang. Penyedia jasa ojek 5
orang dan tenaga honorer 16 orang. Dengan presentase perbandingan pekerja laki-
laki sebanyak 1.657 orang dan pekerja perempuan sebanyak 1.650 orang.
Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan nampak tidak begitu signifikan,
karena perempuan juga bekerja di sawah atau di lahan produksi mereka. Untuk
lebih mudahnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

Tabel 4.5

Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Depok

No. Jenis Pekerjaan Laki-  Perempuan
Laki

1. | Petani 151 159
2. | Buruh Tani 1.463 1.470
3. | Buruh Migran 2 2
4. | Pegawai Negeri 8 2
Sipil
5. | Pengrajin  Industri - 6
Rumah Tangga
Pedagang Keliling 4 3
Peternak 4 -
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8. | Pensiunan 4 -
TNI/POLRI

9. | Tukang Ojek 5 -

10. | Tenaga Honorer 6 10

Jumlah 1.657 1.650
Jumlah total penduduk 3307

Sumber: Data Monografi Desa Depok Tahun 2015

Jika melihat komposisi penduduk yang bekerja berdasarkan kelompok usia
di Desa Depok maka akan nampak sebagai berikut;

Tabel 4.6

Pekerjaan Masyarakat Menurut Kelompok Usia

Kelompok usia Jumlah

1. | Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun) 2.801

2. | Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang sekolah 2.801
dan tidak bekerja
3. | Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi 1.712
ibu rumah tangga
4. | Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja 1.243
penuh
5. | Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang tidak | 2.597
bekerja penuh
6. | Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan 881
tidak bekerja
7. | Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan 4

bekerja
Sumber: Data Monografi Desa Depok Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, pemetaan kelompok usia adalah di angka 18-56
tahun. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa usia produktif seseorang
dimulai pada usia 18 tahun dan maksimal 56 tahun atau dianggap telah purna
(pensiun). Beberapa data di atas mencoba menampilkan komposisi penduduk
yang bekerja menurut kelompok usia, yang menampilkan bahwa angkatan kerja di
Desa Depok cukup besar dengan jumlah 2.801 jiwa dari total penduduk sebanyak

4.628 jiwa. Yang terbagi dalam beberapa kategori, seperti angkatan kerja yang
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masih sekolah dan belum bekerja, angkatan kerja yang menjadi ibu rumah tangga

dan hanya bekerja separuh waktu hingga angkatan kerja yang bekerja penuh.

Sedangkan data pendapatan riil rata-rata kepala keluarga (KK)/tahun adalah
Rp. 19.800.000 dengan rincian Rp. 9.000.000 dari kepala keluarga yang bekerja
ditambah anggota keluarga yang membatu sebanyak Rp. 10.800.000 sehingga
rata-rata pendapatan setiap anggota keluarga Rp. 3.960.000 /tahun. Sangat
disayangkan bahwa nilai pendapatan rata-rata penduduk Desa Depok sangat kecil.
Dan bahkan dapat dikatakan tidak sejahtera. Jika rata-rata pendapatan perorangan
kepala keluarga hanya sebanyak Rp. 750.000/bulan. Namun, karena mayoritas
penduduk berprofesi sebagai petani dan buruh tani tentu pendapatan masyarakat
tidak di hitung bulanan. Namun, dihitung tiap kali panen dalam per tahun. Jika
satu tahun dapat panen 3x dengan rata-rata pendapatan sekali panen/250 m?
sejumlah Rp. 2.500.000 (bersih). Maka penghasilan masyarakat hanya
Rp.625.000/bulan'??. Agar lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini;

Tabel 4.7

Pendapatan Keluarga Per-tahun

No. Pendapatan Rill Keluarga Jumlah

1.

2. | Jumlah anggota keluarga (orang) 3.223

3. | Jumlah pendapatan kepala keluarga (Rp) 9.000.000

4. | Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang | 10.800.000
bekerja (Rp)
Jumlah total pendapatan keluarga (Rp) 19.800.000
Rata-rata pendapatan peranggota keluarga (Rp) 3.960.000

Sumber.: Data Monografi Desa Depok Tahun 2015

122 Hasil wawancara dengan pak Slamet (56 tahun) Buruh tani Dusun Soko, tanggal 6 Desember
2016.
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D. Pendidikan Masyarakat

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Depok baik laki-laki maupun
perempuan dapat di katakan cukup. Paradigma masyarakat yang masih
menganggap pendidikan tinggi tidak penting juga masih banyak. Didukung oleh
pendapatan dan kondisi ekonomi masyarakat rendah dan tidak merata. Membuat
semakin tinggi isu rendahnya pendidikan masyarakat Desa Depok.

Hal tersebut tampak pada tingkat pendidikan laki-laki dan perempuan di
Desa Depok. Dari data statistik desa mencatat dari usia 3-6 tahun yang belum
masuk TK laki-laki ada 30 orang dan perempuan 28 orang, Usia 3-6 tahun yang
sedang TK/play group laki-laki ada 60 orang dan perempuan 69 orang. Sedangkan
usia 7-18 tahun yang sedang sekolah laki-laki 220 orang dan perempuan 206
orang.

Untuk program pemerintah wajib belajar 12 tahun dirasa belum masksimal
jika dilihat dari usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah laki-laki 223 orang dan
perempuan 272 orang. Usia 18-56 tahun tidak tamat SD laki-laki 63 orang dan
perempuan 34 orang. Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP laki-laki 223 orang dan
perempuan 272 orang. Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA laki-laki 63 orang dan
perempuan 34 orang.

Sedangkan untuk penduduk yang telah tamat SD/sederajat laki-laki 1.215
orang dan perempuan 893 orang. Tamat SMP/sederajat laki-laki 862 orang dan
perempuan 498 orang. Tamat SMA/sederajat laki-laki 1109 dan perempuan 751
orang. Tamat D1/sederajat laki-laki sebanyak 5 orang dan perempuan 4 orang.

Tamat D2/sederajat laki-laki 2 orang dan yang perempuan tidak ada. Tamat
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D3/sederajat laki-laki 5 orang dan perempuan 2 orang. Tamat S-1/sederajat laki-
laki 16 orang dan perempuan 5 orang. Tamat S-2/sederajat laki-laki 1 orang dan
perempuan tidak ada yang sampai S-2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari
tabel di bawah ini'?*;

Tabel 4.8

Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat pendidikan Laki-laki | Perempuan

1. Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK 30 28
2. Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play 60 69

group
3. Usia 7-18 tahun yang tidak pernah 0 0

sekolah
4 Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 220 206
5. Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah 223 272
6. Usia 18-56 tahun tidak tamat SD 63 34
7 Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP 223 272
8 Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA 63 34
9. Tamat SD/sederajat 1215 893
10. | Tamat SMP/sederajat 862 498
11. | Tamat SMA/sederajat 1109 751
12. | Tamat D1/sederajat 5 4
13. | Tamat D2/sederajat 2 0
14. | Tamat D3/sederajat 5 2
15. | Tamat S-1/sederajat 16 5
16. | Tamat S-2/sederajat 1 0

Sumber : Profil Desa Depok tahun 2014

Dengan angka 35% masyarakat dominan adalah tamat SD, 30% tamat SMA
dan 22% tamat SMP. Namun 12% tidak tamat SD,SMP dan SMA. Lainnya adalah

minoritas dengan persentase kurang dari 1%.

123 Sumber Dari Data Profil Desa/Kelurahan Tahun 2014, hal. 19
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QGrafik 4.2

Komposisi tingkat pendidikan masyarakat Desa Depok
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Sumber : Profil Desa Depok tahun 2014

Jika berbicara mengenai pendidikan, setelah melihat tingkat pendidikan
masyarakat selanjutnya dapat dipaparkan mengenai prasarana dan Sarana
Pendidikan. Prasarana dan sarana pendidikan di Desa Depok ini sudah mulai
banyak gedung untuk sekolah anak-anak mereka. Sehingga anak mereka tidak
terlalu jauh untuk menempuh perjalanan ke sekolah, karena di desa sudah ada
gedung pendidikan. Tetapi gedung pendidikan untuk anak SMA belum ada di
desa, sehingga yang mau melanjutkan ke jenjang lebih tinggi setelah SMP harus
menempuh perjalanan yang sangat jauh. Banyak yang tidak melanjutkan ke SMA
karena perjalanannya sangat jauh di desa sebelah. Adapun gedung yang tersedia di
dalam desa yaitu; gedung SMP/sederajat ada 1 unit, gedung SD/sederajat ada 4
unit, gedung TK ada 3 unit, gedung tempat bermain anak ada 3 unit dan jumlah
lembaga pendidikan agama ada 1 unit. Ntuk lebih jalasnya bisa dilihat dari tabel

di bawah ini'?*

124 Sumber Dari Data Profil Desa/Kelurahan Tahun 2014, hal. 39
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Tabel 4.9

Sarana dan prasarana Pendidikan Desa Depok

No. Jenis ‘ Unit
1. | Gedung SMP/sederajat 1
2. | Gedung SD/sederajat 4
3. | Gedung TK 3
4. | Gedung tempat bermain anak 3
5. | Jumlah lembaga pendidikan agama 2

Total 13

Sumber : profil Desa Depok tahun 2014

E. KehidupanMasyarakat
1. Sejarah Desa Depok

Menurut sumber cerita dari sesepuh desa, diketahui bahwa sekitar tahun
1924-an terbentuknya Desa Depok berasal dari dua Desa yaitu Desa Tawang dan
Desa Blendis. Desa Tawang dengan wilayah yang meliputi Dusun Banaran dan
Dusun Joho dipimpin oleh Lurah Sodinoyo, yang kemudian diteruskan oleh lurah
Sonodrono dan dibantu oleh carik Mortomedjo Sarko. Sedangkan Desa Blendis
yang meliputi Dusun Soko dan Dusun Kebunagung dipimpin oleh lurah
Noyokarso yang kemudian diteruskan secara berurutan oleh lurah Nolo dan lurah
Moenodjo Dikil dan dibantu oleh carik Saido.

Pada tahun 1918 Desa Tawang dan Blendis terjadi musibah Pagebluk
mayangkara. Yaitu fenomena banyak penduduk Desa yang meninggal dunia
karena penyakit yang tidak jelas. Diantaranya banyak kasus yang terjangkit
penyakit tersebut akan mengalami kematian. Seperti pagi sakit sore meninggal.
Jika sore sakit maka pagi meninggal. Sehingga penduduk Desa Tawang dan Desa

Blendis hanya tersisa sedikit.
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Bertahun-tahun fenomena tersebut terjadi hingga diputuskan oleh pemangku
Desa agar dilaksanakan Rembug Desa yang mana dalam acara tersebut disepakati
bahwa akan dilaksanakan penggabungan Desa Tawang dengan Desa Blendis,
menjadi Desa Depok. Alasan diambil dalam Rembug Desa secara politis adalah
untuk menghindari kecemburuan antara penduduk Desa Tawang dan Desa
Blendis apabila tetap menggunakan nama salah satu diantara nama desa yang di
marger tersebut.

Sedangkan asal mula nama Depok sendiri menggunakan nama dari
Pesanggrahan yang terletak di Desa Tawang dan Desa Blendis serta
keberadaannya dikeramatkan oleh penduduk Desa. Penduduk local menamai
Pesanggrahan tersebut dengan Padepokan. Kemudian nama Pesanggrahan
keramat ini dijadikan nama baru dari penggabungan Desa Tawang dan Desa
Blendis. Untuk penentuan siapa yang berhak menjadi kepala Desa Depok maka
waktu itu dilakukan pemilihan Lurah secara langsung untuk yang pertama kali
memimpin Desa Depok. Dengan dua kandidat calon kepala Desa vyaitu,
Sanodrono (Lurah Tawang) dan Moenodjo Dikil (Lurah Blendis) menggunakan
tata cara pemilihan yang sangat sederhana di suatu tempat yang bernama
Pandean. Kedua calon Lurah berdiri kemudian para pendukung (pemilih) berdiri
berjajar dibelakang calon yang dipilihnya.

Setelah semua pemilih dating dan telah menyalurkan hak pilihnya
dilanjutkan dnegan perhitungan suara. Hingga hasil yang didapatkan menentukan

Sanodrono menjadi Lurah Desa Depok untuk yang pertama kalinya. Begitulah
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sekilas sejarah tentang terbentuknya Desa Depok yang berkembang di masyarakat
hingga sekarang.
2. Komunitas dan Kehidupan Sosial

Karena masyarakat Desa Depok yang sekilas nampak homogen, namun
sebenarnya terdapat beberapa komunitas dalam masyarakat depok yang
membuatnya menjadi masyarakat yang heterogen. Seperti halnya pembagian
kelompok berdasarkan profesi, yang mayoritas didominasi oleh petani, maka
hadirlah kelompok tani yang tersebar di berbagai dusun sebagai wadah petani
dalam meningkatkan kesejahteraannya. Kelompok petani sendiri terbagi menjadi
3. Pemerintahan dan Infrastruktur

Tidak terlepas dari sejarah pemerintahan Desa Depok yang pemilihan
kepala Desanya yang dramatis, maka kepemimpinan dan tanggung jawab sebagai
kepala Desa tetap berlanjut hingga kini. Dengan beberapa kali pergantian kepala
Desa dari yang pertama hingga sekarang meninggalkan tujuh tokoh kepala Desa
secara Berturut-turut yakni, yang pertama Sanodrono memimpin Desa sejak tahun
1924-1948 dengan masa jabatan empat periode, dilanjutkan oleh Sudarmo Samidi
memimpin sejak 1949-1968 sembilan tahun memimpin dengan tiga periode masa
jabatan, selanjutnya Saimoen memimpin sejak 1969-1971 hanya memimpin dua
tahun, selanjutnya Soeyoet memimpin sejak 1971-1998 27 tahun menjabat kepala
Desa dengan masa jabatan 4,5 periode, Purwadi memimpin Tahun 1990-1998
delapan tahun memimpin hampir dua perode, Sugeng memimpin tahun 1999-2013
empatbelas tahun memimpin dengan 3 periode masa jabatan, hingga yang terakhir

Suroto memimpin tahun 2013 hingga sekarang.
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Tabel 4.10

Sejarah Kepala Pemerintahan Desa

No. Nama Kepala Desa Tahun Memimpin Periode
1. | Sanodrono 1924-1948 (25 tahun) | 4 periode

2. | Sudarmo Samidi 1949-1968 (9 tahun) | 3 periode

3. | Saimoen 1969-1971 (2 tahun) 1 periode

4. | Soeyoet 1971-1990 (27 tahun) | 4,5 periode

5. | Purwadi 1990-1998 (8 tahun) | 2 periode

6. | Sugeng 1999-2013 (14 tahun) | 3 periode

7. | Suroto 2013-sekarang -

Sumber : RKPDES Depok 2016

Korelasi antara kepala pemerintahan desa dengan pembangunan
infrastruktur di desa menjadi sangat erat kaitannya. Beberapa perubahan dan
pembangunan infrastruktur seperti jalan raya desa, jalan rabatan menuju ke
pemukiman penduduk dan perbaikan gedung-gedung sekolah maupun fasum
seperti lapangan, masjid dan jembatan desa juga cukup menjadi perhatian utama
para pemangku kebijakan desa. Sehingga kegiatan kehidupan masyarakat Desa
Depok dengan akses jalan desa yang jika diukur memiliki panjang 6.637 m atau
jika di bulatkan menjadi 7 Km terbilang cukup baik. Karena penduduk Desa
Depok mayoritas Islam membuat jumlah masjid dan musollah terbilang cukup
banyak dan tersebar ke seluruh penjuru desa. dengan jumlah masjid mencapai 13
unit, dan 22 unit musallah. Untuk fasilitas kesehatan Desa Depok memiliki
Puskesmas Desa dan Puskesmas Pembantu yang masing-masing terdiri dari 1
unit. Sedangkan jumlah lapangan yang notabene masyarakat Desa Depok sangat

antusias pada olahraga Volly mencapai 11 unit lapangan dengan lapangan utama
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berada di Dusun Soko. Sedangkan untuk gedung-gedung pendidikan Desa Depok
memiliki 2 unit Paud, 3 unit TK, 4 unit SD dan 1 Unit SMP.

Tabel 4.11

Fasilitas umum Desa Depok

No. Fasilitas Umum Jumlah

1. Masjid 13

2. Musallah 22

3. Lapangan Voli 11

4. Posyandu 6

5. Puskesmas dan Puskesmas 2
Pembantu

6. Gedung Sekolah (Paud, TK, 10
SD, SMP)

7. Gedung Pendidikan Agama 2

Sumber : hasil FGD pertama dengan masyarakat

Selain peran kepemimpinan kepala desa yang harus lebih pro rakyat, peran
lembaga swadaya masyarakat (LSM), badan pemberdayaan masyarakat (BPD)
yang berperan dan dipercaya oleh masyarakat juga diharapkan dapat membantu
pelaksanaan pembangunan di desa. Dalam sebuah desa sudah terdapat struktur
kelembagaan, Desa Depok juga memiliki struktur kepengurusan dan pihak-pihak
yang membantu kinerja kepala desa untuk melakukan pembangunan desa.
Berdasarkan data desa tahun 2015, struktur kelembagaan desa adalah sebagi

berikut;
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Struktur Pemerintah Desa Depok

KEPALA DESA

Suroto
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SEKERTARIAT DESA

\ 4

Surmaji

v

v

v

v

v v

KASEKSI KASEKSI KASEKSI KAUR KAUR KAUR
PEMERINTAH KESEJAHTER PELAYANA UMUM PERENCANA KEUANGAN
AAN N AN

AN - Yasir Abu T Eko Setyawan
Latip Efendi Slamet Sukron Sofyan Agus
STAFF
PELAYANAN
Wasis

Sumber : Kantor Pemerintah Desa Depok

v

v

v

v

KEPALA
DUSUN SOKO

Suyono

KEPALA DUSUN
KEBUNAGUNG

Slamet Widodo

KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN
BANARAN JOHO
Puryanto Mulani

Kondisi masyarakat yang sehat selain dilihat dari faktor lingkunga dan gaya

hidup, juga ditunjang dengan akses dan fasilitas kesehatan yang memadai.

Kondisi kesehatan masyarakat Desa Depok juga dapat dilihat bagaimana

pelayanan kesehatan atau sarana kesehatan itu disediakan, bangunan puskesmas

maupun posyandu di setiap dusun merupakan indikator bahwa sarana kesehatan di

Desa Depok dapat dikategorikan baik. Semakin bertambahnya tahun sarana dan

prasarana kesehatan masyarakat semakin lengkap, sehingga lebih mudah untuk
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menjangkau dalam mengakses kesehatan bahkan ketika diperlukan tenaga
kesehatan siap melayani ke rumah-rumah warga.

Dari data monografi Desa Depok tahun 2015, sarana dan prasarana di desa
yang dapat dikatakan cukup, meskipun masih ada masyarakat yang tidak bisa
mengakses pelayanan kesehatan karena keterbatasan jarak dan medan yang berat.
Hal ini terjadi pada masyarakat Dusun Joho dan Dukuh Nggelang. Sehingga
tenaga medis yang dimiliki sewaktu-waktu harus siap jika terjajdi keadaan darurat
di wilayah tersebut. Seperti kejadian pra persalinan yang hampir tidak tertolong di
Dukuh Nggelang karena wilayah dengan medan ekstrem, sehingga sangat riskan
seorang ibu hamil dilarikan ke puskesmas atau rumah sakit. Sehingga tenaga
medis yang datang ke rumahnya untuk melaksanakan persalinan.

Kesehatan lingkungan juga tidak kalah pentingnya dalam menciptakan
masyarakat yang sehat. Seperti sanitasi, pengelolaan limbah padat mapun cair,
gaya hidup dan promosi kesehatan. Faktor-faktor di atas belum sepenuhnya
bahkan tidak diterapkan secara maksimal dalam kehidupan sehaari-hari
masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum mememiliki sanitasi/jamban
sehat di rumahnya, ironisnya masyarakat lebih gemar BAB di sungai sehingga
penyakit yang sering diderita tidak jauh akibat dari perilaku kesehatan yang
buruk. Desa juga tidak memiliki sistem pengelolaan limbah padat maupun cair.
Sehingga limbah domestik rumah tangga juga lebih sering dibuang di sungai atau

sekitar rumah untuk kemudian dibakar.
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Tabel 4.12

Penyakit yang sering di deritas masyarakat Desa Depok

No. Penyakit yang Sering diderita | Jumlah (orang)

1. | Kecacingan 130
2. | Ispa 265
3. | Gatal-gatal 194
4. | Diare 125
5. | Tipoid 30

Sumber : Polindes Depok 2016

Faktor pengetahuan dan pendidikan masyarakat memang berperan besar
dalam mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, namun jika hanya berperilaku
sehat dengan memiliki jamban sehat dan membuang sampah pada tempatnya
adalah peran kesadaran masyarakat. Sebenarnya masyarakat telah memiliki
pengetahuan akan bahaya BAB sembarangan dan pencemaran sungai akibat
buang sampah sembarangan dapat memberi dampak tidak baik bagi kehidupan.
Namun, karena telah menjadi kebiasaan sehingga pola-pola perilaku kebersihan
dan kesehatan lingkungan Desa Depok sangat rendah.

Melihat beberapa bangunan maupun kader-kader yang disiapkan untuk
membantu masalah kesehatan dan lingkungan di masyarakat memang memberi
dampak yang cukup signifikan. Terdapat 7 unit Posyandu yang tersebar di setiap
dusun, posyandu ini biasanya digunakan sebagai pos untuk ibu-ibu melakukan
penimbangan anak-anak mereka untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan
mengkontrol tumbuh kembang anak balita mereka dan satu Posyandu lansia
untuk dan chek up lansia. Sedangkan jumlah kader Posyandu yang aktif berjumlah
35 orang yang. Dengan jumlah pembina Posyandu 3 orang. Jumlah petugas

lapangan keluarga berencana (KB) yang masih aktif terdapat 2 orang.
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Untuk sarana palayanan kesehatan terdapat 2 Puskesmas yang terdiri
tersebar, diantaranya yaitu Puskesmas desa (Polindes) yang berada disebelah
balai desa tepatnya di Dusun Kebunagung dan Puskesmas pembantu (Pustu) di
Dusun Soko yang terletak di RT 3. Pelayanan kesehatan meliputi layanan umum,
gigi, persalinan dan kesehatan ibu dan anak dapat di lakukan di Puskesmas dan
Puskesmas Pembantu. Sarana tersebut bertujuan agar akses dan pelayanan
kesehatan di desa dapat maksimal. Untuk lebih jelasnya bisa di lihat di tabel di
bawah ini:'?

Tabel 4.13

Perkembangan Sarana Dan Prasarana Kesehatan Masyarakat

No. ‘ Sarana dan Prasarana Jumlah unit ‘
1. Jumlah MCK Umum (unit) -
2. Jumlah Posyandu (unit) 7
3. Jumlah kader Posyandu aktif (orang) 35
4. Jumlah pembina Posyandu 3
5. Jumlah petugas lapangan keluarga 2
berencana aktif (orang)
6. Jumlah puskesmas (unit) 2

Sumber : Profil Desa Depok tahun 2014

Dengan adanya sarana dan prasarana kesehatan masyarakat dapat pula di
lihat rekam medis penyakit yang sering di derita masyarakat Desa Depok.
diantaranya karena kebiasan masyarakat yang kurang dapat menjaga kebersihan
lingkungannya seperti Buang air besar sembarangan, pola makan yang sudah
tidak sehat, faktor iklim dan cuaca yang tidak menentu dan lain sebagainya.
Kebanyakan masyarakat terserang penyakit seperti diare, gatal-gatal, muntaber,
ISPA, dll. Hingga masyarakat dengan penyakit serius seperti jantung ada 5 orang

dan dirawat di rumah ada 5, penyakit kanker ada 2 orang dan di rawat di rumah

125Sumber Dari Data Profil Desa/Kelurahan Tahun 2014, hal. 55
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ada 2, menderita stroke 15 orang dan di rawat di rumah ada 15, diabetes mellitus
25 orang dan di rawat di rumah 20, di rawat di rumah sakit 5, penyakit ginjal 1
orang di rawat di rumah, penyakit lepra/kusta 1 orang di rawat di rumabh,
masyarakat yang stress ada 3 orang di rawat di rumah, penyakit asma ada 9 orang
semuanya di rawat di rumah. Untuk lebih jelasnya bisa di lihat di tabel di bawah

ini'2®;

Grafik 4.3
penyakit yang sering di derita Masyarakat Desa Depok

Data Penyakit yang Sering di Derita Masyarakat

® Jumlah Penderita

’s - 37 42 37
10 11 15 l 9 18 l
Diare Demam Linu-linu Stroke Diabetes Maag Sesak Asma Masalah Gatal
Melitus napas gigi

Sumber : diolah dari profil Desa Depok dan data Puskesmas 2016

5. Keagamaan

Keyakinan merupakan suatu keniscayaan bagi kehidupan manusia,
keyakinan menjadi pedoman hidup dalam berhubungan antar sesama dan dengan
Sang Pencipta, keyakinan ini dalam keseharian masyarakat terjawantahkan dalam
kehidupan beragama. Agama menjadi pedoman hidup sekaligus keyakinan yang
mesti dilaksanakan dengan kesadaran tinggi serta keikhlasan sebagai makhluk
ciptaan sang pencipta.

Desa Depok keseluruhan masyarakatnya adalah beragama Islam, hal ini

terlihat pada fasilitas keagamaan seperti mushollah dan masjid untuk beribadah

126 Sumber Dari Data Profil Desa/Kelurahan Tahun 2014, hal. 55
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dalam sehari-hari yang tersebar hampir disetiap RT. Dari sekian jumlah umat
islam mayoritas mereka adalah pengikut ormas islam nahdhatul ulama’ (NU)
sehingga tidak heran apabila rutinitas-rutinitas keagamaan yang bernafaskan NU
sangat kental dan mempunyai pengaruh tersendiri terhadap keseharian masyarakat
secara kompleks. Kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali
seperti yasinan baik laki-laki maupun perempuan yang dibedakan waktu
pelaksanaanya disetiap RT, seperti yasinan di RT. 03 jika pada malam rabu untuk
kaum perempuan mayoritas adalah ibu-ibu, sedangkan untuk malam jumat untuk
kaum laki-laki yang mayoritas adalah kepala keluarga. Dalam pelaksanaan
kegiatan yasinan ini yaitu dilakukan secara berurut dari setiap rumah warga (KK),
biasanya akan diumumkan setelah pengajian yasinan selesai dan para peserta
sedangkan menikmati hidangan yang disediakan oleh tuan rumah. Sedangkan
untuk memperlancar kegiatan didalam pembiayaan konsumsi atau sarana prasaran
dibuat kas, biasanya para peserta yasinan menunjuk salah satu warga untuk
menjadi bendahara kas.

Dan ketika adalah salah satu warganya yang meninggal, maka pada mulai
malam harinya akan dilakukan tahlilan sebagai pengantar doa untuk jenazah agar
mendapatkan keselamatan dialamnya, kegiatan tahlil ini dilakukan sampai 7 hari
kedepan, dan setelah 40 hari, 100 hari, 1000 hari dari setelah
meninggalnya.Namun ada juga beberapa ormas islam lain yang ada di Desa
Depok ini, seperti Muhammadiyah, lembaga dakwah islam Indonesia (LDII).

Meskipun perbedaan jumlah pengikut yang sangat berbeda diantara NU dengan
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yang lainnya, namun kerukunan antar warga ini bisa menjadi penyatu dalam
menghormati yang lainnya.
6. Budaya

Masuk dalam wilayah di jalur lintas selatan desa ini memiliki kebudayaan
yang tidak terlepas dari pengaruh kuat budaya kerajaan mataram, baik pada masa
hindu —budha maupun era kasultanan mataram islam yang berpusat pada
kasunanan Surakarta dan kasultanan Yogyakarta di masa lampau. Dari segi
kedekatan budayanya dengan Jawa tengah bahasa sehari-hari yang di gunakan
lebih halus. Karakteristik lingkungan Jawa mataraman adalah wilayah
pegunungan yang di kelilingi oleh hutan milik Negra (perhutani). Hal ini
menjadikan kultur masyarakat dengan pola pertanian di lahan yang subur dengan
cuaca dan iklim yang sejuk.

Adat istiadat dan kesenian khas masyarakat Desa Depok juga mengalami
perkembangan. Kultur dan perilaku masyarakat yang bersifat dinamis adalah
suatu keniscayaan. Meskipun kelestarian budaya seperti wayang dan kearifan
local lainnya seperti pola kehidupan bermasyarakat yang gotong royong dan
menjunjung tinggi nilai dan norma hasil peleburan budaya Jawa dan Islam.

Letak gografis Desa Depok yang berbatasan langsung dengan kabupaten
tulunganggung di sebelah timur membuat asimilasi budaya yang tidak jauh
berbeda. Sama-sama berada pada jalur lintas selatan pulau jawa membuat sebuah
profil komunitas yang berasaskan budaya islam mataraman. Memiliki
karakteristik wilayah yang di dominasi oleh wilayah pegunungan dengan luas

wilayah didominasi oleh hutan Negara (perhutani) membuat pola kehidupan
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masyarakat desa di pegunungan yang pekerja keras yang memiliki perangai
ramah, gotong royong, guyub, tentram dan damai menjadi identitas penduduk
Desa Depok.

Pada tahun 1755, dengan adanya Perjanjian Gianti, Kerajaan Mataram
terpecah menjadi dua, yaitu Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.
Wilayah Kabupaten Trenggalek seperti didalam bentuknya yang sekarang ini,
kecuali Panggul dan Munjungan, masuk ke dalam wilayah kekuasaan Bupati
Ponorogo yang berada di bawah kekuasaan Kasunanan Surakarta. Kalau
dibandingkan dengan era sekarang ini, dari 14 kecamatan di Kabupaten
Trenggalek, terdapat 12 Kecamatan yakni Trenggalek, Bendungan, Durenan,
Pogalan, Karangan,Suruh,Tugu, Pule, Gandusari, Kampak, Watulimo, dan
Dongko yang menjadi wilayah kekuasaan Bupati Ponorogo. Hanya Kecamatan
Panggul dan Munjungan yang masuk wilayah kekuasaan Bupati Pacitan yang
berada di bawah kekuasaan Kasultanan Yogyakarta.

Jika melihat letak geografis dan faktor sejarah membuat komposisi
masyarakat yang memiliki budaya tinggi serta kegiatan sosial ekonomi yang
signifikan pengaruhnya hingga sekarang. Walaupun kultur masyarakat merupakan
sesuatu yang dinamis, namun budaya Jawa Mataraman masih tetap melekat
dengan beberapa kearifan lokal yang tetap terjaga hingga sekarang. Membahas
kebudayaan komunitas tidak lengkap jika makanan atau kulinernya tidak dibahas
juga.

Masyarakat Desa Depok vyang memiliki karakteristik masyarakat

pegunungan selalu memanfaatkan hasil alam sebagai makanan pokok dan
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makanan sehari-hari. Selain nasi, makanan pokok masyarakat Desa Depok adalah
thiwul makanan pengganti nasi dari olahan singkong yang banyak ditemukan,
bahkan menjadi komoditas utama desa ini. Sedangkan untuk lauknya selalu
bersantan dan cenderung memmiliki cita rasa pedas. Seperti sayur daun singkong,
daun pepaya, bambu muda (rebung), jantung pisang dan sayur mayur lainnya.

7. Partisipasi Politik

Partisipasi masyarakat dalam politik sangatlah rendah sebagian masyarakat
masih ada yang belum menggunakan hak pilihnya saat pemilihan. Jumlah
penduduk yang memiliki hak pilih ada 3255 orang. Jumlah penduduk yang
menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu ada 2725 orang. Tidak
semua masyarakat berpartisipasi dalam menyampaikan hak suaranyadan yang
menggunakan hak pilihnya. Jika pemilih yang mempunyai hak pilih sejumlah
3.255, sedangkan hanya 2.725 yang menggunakan hak pilihnya. Hal ini berarti
sejumlah 530 jiwa tidak memilih.

Partisipasi peran perempuan dalam sector politik dan pemerintahan
sangatlah kurang. Terbukti tidak adanya peran perempuan yang aktif di partai
politik. Sedangkan peran laki-laki selalu mendominasi dengan peran yang
beragam mulai dari pengurus partai politik hingga menjadi penduduk yang dipilih
di kancah legislative.

Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai desa/kelurahan ada 4
partai yaitu PDIP, Demokrat, Golkar PKS. Semua partai politik itu tidak memiliki

kantor sendiri di dalam desa. jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai



117

politik dari desa/kelurahan ada 3 orang. Jumlah penduduk dipilih dalam pemilu
Legislatif yang lalu ada 1 orang.

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan
presiden/wakil sejumlah 2.343 orang, padahal jumlah penduduk yang memiliki
hak pilih sebanyak 3255. Lagi, sebanyak 912 jiwa tidak menggunakan hak
pilihnya dalam menentukan masa depan di tangan presiden/wakilnya. Untuk lebih
jelasnya bisa dilihat dari tabel di bawah ini %7,

Tabel 4.14

Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum

No. Keterangan Jumlah

1. | Jumlah penduduk yang memilih hak pilih 3255
orang
2. | Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada | 2725
pemilu legislatif yang lalu orang
3. | Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang | -
aktif di partai politik

4. | Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai | 4 partai
desa/kelurahan ini
5. | Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah | -
desa/kelurahan ini
6. | Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari | 3 orang
desa/kelurahan
7. | Jumlah penduduk dipilih dalam pemilu Legislatif yang lalu | 1 orang
8. | Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam | 2343

pemilihan presiden/wakil orang
Sumber : profil Desa Depok tahun 2014

127Sumber Dari Data Profil Desa/Kelurahan Tahun 2014, hal. 61.
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DESA DEPOK YANG RENTAN BENCANA TANAH LONGSOR
A. Kerentanan Alam dan Lingkungan

Tidak dapat dipungkiri bahwa wilayah pegunungan adalah wilayah dengan
kerentanan terjadi longsor dan banjir bandang yang tinggi. Hal ini juga merupakan
faktor kerentanan alam dan kerentanan lingkungan lingkungan hidup suatu
masyarakat sangat mempengaruhi satu sama lain. Seperti yang telah didefinisikan
dalam Perka BNPB No.2 Tahun 2012, tentang pengkajian risiko bencana.
Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang
mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman
bencana. Dengan memiliki kemampuan untuk menghitung potensi jumlah jiwa
terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan dapat mengurangi risiko
bencana yang terjadi. Beberapa kerentanan dalam masyarakat yang perlu
diklasifikasikan meliputi kerentanan fisik, alam dan lingkungan, kerentanan sosial
serta kebijakan pemerintah terhadap upaya pegurangan risiko bencana.

Masyarakat yang tinggal di daerah kering dan sulit air akan selalu terancam
bahaya kekeringan. Penduduk yang tinggal dilereng bukit atau pegunungan rentan
terhadap ancaman bencana tanah longsor dan sebagainya.! Banyak faktor yang
menyebabkan terjadinya tanah longsor. Beberapa ahli telah menyimpulkan sebab
terjadinya bencana tanah longsor tersebut. Diantaranta berdasarkan beberapa pola

terjadinya longsor yang terjadi, faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya

! Perka BNPB No. 4 Tahun 2008, “Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan
Bencana” BNPB:2008, him. 13
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longsor adalah curah hujan, kemiringan lereng, jenis tanah, perubahan penutup
lahan®. Menurut Paimin, Penyebab yang lain adalah Hujan harian kumulatif tiga
hari berurutan, Lereng lahan Geologi/batuan, Keberadaan sesar/patahan/gawir dan
kedalaman tanah sampai lapisan kedap.?

Untuk menentukan suatu wilayah memiliki tingkat keretanan terhadap
bahaya longsor terdapat beberapa indikator atau parameter. Untuk faktor alam dan
lingkungan beberapa parameter seperti curah hujan, kemiringan lereng, jenis tanah,
kondisi geologi dan penggunaan lahan sangat mempengaruhi kerentanan suatu
wilayah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini;

Tabel 5.1

Parameter kerawanan longsor lahan

Parameter ‘ Variabel Skor
Curah hujan Sangat kering (<1000) 1
Kering (1001-2000) 2
Sedang (2001-3000) 3
Basah (3001-4000) 4
Sangat basah (>4000) 5
Kemiringan lereng | 0—-8 % 1
8—15% 2
15-25% 3
25-45% 4
>45% 5
Geologi Alluvial (Al), volkanik alluvial (Av) 1
Kapur Klastik (CI) 2
Marl (M) 3
Plutonic Intrusion (Pt) 4

2 Gigih Prasetyo Indrasmoro,”GIS, Untuk Deteksi Daerah Rawan Longsor Studi Kasus Di
Kelurahan Karang Anyar Gunung Semarang” Jurnal GIS Deteksi Rawan Longsor:2013, hlm. 3.,
3 Paimin, dkk. , "teknik mitigasi banjir dan tanah longsor”, hlm. 16.,
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Non- Clastic limestone (Ncl), 5
Batuan andesit (Bc), Batuan Pasir
(Sd)

Jenis tanah Regosol, litosol, renzina, andosol

Laterik, grumosol, podsol, podsolic

Brown forest soil, non calcic brown

Al W N =

Mediteranian, alluvial, gellisol,
planosol

W

Hidromorf kelabu, laterik air tanah,
latosol

Penggunaan lahan Hutan

Hutan campuran

Kebun, kebun campuran

Al W] N =

Sawah, tegalan, ladang,
semak/belukar

Permukiman 5

Sumber : Afi Muawanah (2016) *

Dari parameter dan variabel di atas memiliki skor atau nilai kerentanan
dengan skala angka. Dimulai dari angka 1 untuk tingkat kerawanan sangat rendah,
angka 2 untuk nilai kerentanan rendah, angka 3 untuk nilai kerentanan sedang,
angka 4 untuk tingkat kerentanan tinggi hingga sangat tinggi adalah dengan angka
5. Sehingga dapat lebih mudah dalam menggambarkan kondisi dengan ukuran yang
jelas.

Karena bencana tanah longsor masuk dalam kategori bencana
hidrometeorologi, faktor curah hujan hujan juga menjadi penyebab terjadinya
longsor. Desa Depok yang berada pada wilayah tropis dengan iklim dan cuaca yang

hampir sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Hanya memiliki 2 musim,

4Afi Muawanah, analisis risiko kerentanan sosial dan ekonomi bencana longsor lahan di Kecamatan
Kandangan Kabupaten Temanggung, UMS, Surakarta : 2016, hal 4.,
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yakni musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan
Septermber — April. Sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei — Agustus.

Intensitas hujan mencapai 2.060 mm/thn. Sedangkan suhu rata-rata adalah
25,7°C. dengan bulan terkering adalah agustus dengan 36 mm/thn’. Namun karena
isu perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu berdampak pada datangnya
bulan hujan yang tidak bisa diprediksi. Jika melihat fenomena kembar rendheng®
yang terjadi disepanjang tahun 2016 hingga awal tahun 2017 merefleksikan bahwa
cuaca yang tidak pasti dapat menyebabkan semakin tingginya potensi terjadinya

bencana longsor di desa ini.

Tabel 5.2

Kalender musim masyarakat Desa Depok

Bulan Jan | Feb | Mar

Jun | Jul | Agst | Sep | Okt | Nov

Musim
kemarau

Fenomena | Risiko longsor tinggi Risiko longsor

rendah

Risiko longsor tinggi

Sumber : www.idclimate-data.org dan analisa penelliti

Jika merujuk pada tabel di atas maka musim sangat mempengaruhi besar
kecilnya potensi dan risiko terjadinya tanah longsor. Dalam satu tahun hanya empat
bulan “aman”. Bulan “aman” yang dimaksud yaitu, bulan Mei, Juni, Juli, dan
Agustus. Sisanya yaitu bulan, Januari, Febuari, Maret, April, September, Oktober,

November, dan Desember perlu adanya upaya antisipasi terjadinya tanah longsor

3 Tklim: Trenggalek, diakses di www.idclimate-data.org, pada tanggal 8 Mei 2017, pkl 22.03.,
% Hujan terjadi sepanjang tahun ( 2 musim hujan dalam setahun)
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di Desa Depok. Apalagi jika terjadi anomali cuaca seperti kembar rendheng terjadi
kembali.

Faktor selanjutnya adalah mengukur kemiringan lereng dengan proses
membuat gambaran permukaan bumi Desa Depok menggunakan relief sebagai
suatu bentuk yang memperlihatkan perbedaan dalam ketinggian dan kemiringan
dari bentuk-bentuk yang tidak sama di permukaan bumi. Kejadian tanah longsor
yang sering terjadi di Desa Depok merupakan salah satu faktor akibat dari
lingkungan yang berada pada lereng gunung. Pak Slamet, salah satu masyarakat
Desa Depok mengatakan bahwa kejadian tanah longsor hampir di pastikan terjadi
setiap tahun sejak jaman dahulu. Alasan yang selalu muncul antara lain karena
masyarakat menganggap jungkuran kerono gamping’e duwur, pas udan sisan’
(longsor karena lereng yang tinggi dan akibat hujan). Maka anggapan masyarakat
mengenai lereng dan ketinggian lahan di wilayahnya adalah pemicu terjadinya
longsor tidak sepenuhnya salah.

Proses ini dimulai dengan menghimpun data spasial berupa SHP Desa Depok
kemudian diolah menggunakan aplikasi GIS dan Global Mapper. Hal ini selain
untuk mengetahui ketinggian juga dapat digunakan sebagai media mengukur
deraajad kemiringan lereng di Desa Depok dengan menggunakan bantuan aplikasi
GIS dan Global Mapper. Hasil dari pemetaan topografi menunjukkan bahwa Desa

Depok berada pada ketinggian 180-900 mdpl. Dan memiliki kontur dengan elevasi

yang beragam. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar di bawah ini;

7 Wawancara dengan bpk. Slamet (58 thn), Masyarakat Desa Depok, tanggal 1 November 2016, pkl.
13.00.,



122

Gambar 5.1
Peta Topografi Desa Depok

Sumber : diolah dari aplikasi GIS dan Global Mapper
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Karenanya Jika dapat di visualisasikan bentuk muka bumi Desa Depok
berdasarkan klasifikasi Van Zuidam pada peta morfometri di bawah dapat
simpulkan menurut teori Van Zuidam, bahwa kelas lereng pada wilayah Desa
Depok merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi. Terebukti dengan
gambaran permukaan wilayah Desa Depok yang di dominasi dengan warnah merah
muda dan kuning. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini;

Gambar 5.2
Peta Morfometri Desa Depok

Sumber : diolah dari aplikasi Global Mapper
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Dalam tabel morfometri (korelasi kelas lereng dan karakteristik kondisi
lahan) jika warna yang nampak adalah warna kuning maka kemiringan lereng
berkisar antara 4°-8° (2% - 15%) di klasifikan dalam dua karakteristik. Kondisi
lahan yang memiliki kemiringan lereng landai, bila terjadi longsor bergerak dengan
kecepatan rendah, pengikisan dan erosi akan meninggalkan bekas yang sangat
dalam (kuning muda). Lahan memiliki kemiringan lereng yang curam, rawan
terhadap bahaya longsor, erosi permukaan dan erosi alur (kuning tua).

Sedangkan lahan dengan warna merah muda hingga ungu memiliki
karakteristik kemiringan lereng yang curam sampai terjal, sering terjadi erosi dan
gerakan tanah dengan kecepatan yang perlahan-lahan. Merupakan daerah rawan
erosi dan longsor dengan kemiringan lahan mencapai 16°-35° (30-70%) untuk
merah muda. Lahan dengan kemiringan lereng 35°-55° (70-140%) memiliki
kemiringan lereng yang terjal. Sering ditemukan singkapan batuan, rawan terhadap
erosi, untuk warna merah tua dan >55° (>140%) adalah lahan yang memiliki
kemiringan lereng yang terjal, singkapan batuan muncul dipermukaan, rawan
terhadap longsor batuan (warna ungu).

Sedangkan wilayah Desa Depok memiliki persebaran kemiringan lereng yang
berbeda-beda. Wilayah Desa Depok didominasi oleh wilayah dengan kemiringan
lereng mencapai 16°-35° (30-70%), artinya lahan memiliki kemiringan lereng yang
curam sampai terjal, seringn terjadi erosi dan gerakan tanah dengan kecepatan yang
perlahan-lahan, merupakan daerah rawan erosi dan longsor. Atau dengan kata lain
seluas 62.597 m? dari total luas wilayah Desa Depok 104.329 m? adalah wilayah

rawan bencana. Selain itu terdapat derajat kemiringan lereng yang lain, seperti
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kemiringan lereng 0°-2° (0-2%) dan 2°-4° (2-7%) masing-masing seluas 1% ( 1.043

m?), 8°-16° (15-30%) dan 8°-16° (15-30%) masing-masing 5% (5.216 m?, untuk

kelas lereng 35°-55° (70-140%) seluas 15% (15.649 m?) dan kelas >55° (>140%)

mencapai 13% (13.562 m?) Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dalam tabel berikut;

Tabel 5.3

Hubungan Kelas Lereng Dan Karakteristik Kondisi Lahan di Desa Depok

Kelas Lereng

Proses Karakteristik Dan
Kondisi Lahan

Simbol Warna
Yang
Disarankan

Luas
Wilayah

0°-2° (0-2%)

Datar atau hampir datar, tidak
ada erosi yang besar, dapat
diolah dengan mudah dalam
kondisi kering

Hijau tua

1%
(1.043 m?)

2°-4° (2-7%)

Lahan memiliki kemiringan
lereng landai, bila terjadi
longsor bergerk dengan
keceptn rendah, pengikisan
dan erosi akan meninggalkan
bekas yang sangat dalam

Hijau muda

1%
(1.043 m?)

4°-8°(7-
15%)

Lahan memiliki kemiringan
lereng landai sampai curam,
bila terjadi longsor bergerak
dengan kecepatan rendah,
sangat rawan terhadap erosi

Kuning muda

5%
(5.216 m?

8°-16° (15-
30%)

lahan memiliki kemiringan
lereng yang curam, rawan
terhadap bahaya longsor, erosi
permukaan dan erosi alur

Kuning tua

5%
(5.216 m?

16°-35° (30-
70%)

lahan memiliki kemiringan
lereng yang curam sampai
terjal, sering terjadi erosi dan
gerakan tanah dengan
kecepatan yang perlahan-
lahan, merupakan daerah
rawan erosi dan longsor

Merah muda

60%
(62.597 m?)

35°-55°(70-
140%)

lahan memiliki kemiringan
lereng yang terjal. Sering
ditemukan singkapan batuan,
rawan terhadap erosi.

Merah tua

15%
(15.649 m?)




126

>55° lahan memiliki kemiringan Ungu 13%
(>140%) lereng yang terjal, singkapan (13.562 m?)
batuan muncul dipermukaan,

rawan terhadap longsor
batuan.

Sumber : Van Zuidam, 1985

Faktor lainnya seperti jenis tanah yang beragam dan tersebar di seluruh
wilayah Desa Depok dapat di klasifikasikan sebagai berikut;

Tabel 5.4

Keadaan Geologi/Struktur Tanah Desa Depok

. Bagian Jenis tanah Sifat Tanah

1 Utara Andosol dan latosol sensitif terhadap erosi

2 Timur Grumosol dan regosol Tanah untuk bercocok tanam
3. Barat Mediteran Kurang daya serap

4 Selatan Alluvial Material hasil endapan sungai

Sumber : www.Trenggalek.go.id

Jenis tanah sangat menentukan terhadap potensi erosi dan longsor. Tanah
yang gembur karena mudah diresapi air yang masuk ke dalam penampang tanah
akan lebih berpotensi longsor dibandingkan dengan tanah yang padat (massive)
seperti tanah bertekstur liat (c/ay). Hal ini dapat terlihat juga dari kepekaan erosi
tanah. Nilai kepekaan erosi tanah (K) menunjukkan mudah tidaknya tanah
mengalami erosi, ditentukan oleh berbagai sifat fisik dan kimia tanah. Makin kecil
nilai K makin tidak peka suatu tanah terhadap erosi®.

Kedalaman atau solum, tekstur dan struktur tanah menentukan besar kecilnya

air limpasan permukaan dan laju penjenuhan tanah oleh air. Pada tanah bersolum

8 Danil effendi, .. hal. 17
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dalam (>90 cm) sstruktur gembur dan penutupan lahann rapat, sebagian besar air
hujan terinfiltrasi ke dalam tanah dan hanya sebagian kecil yang menjadi air
limpasan permukaan. Sebaliknya, pada tanah bersolum dangkal, struktur padat dan
penutupan ahan kurang rapat, hanya sebagian kecil air hujan yang terinfiltrasi dan
sebagian besar menjadi aliran permukaan’.

Pada intensitas hujan yang sama (127,4 mm/jam) tekstru tanah pasir
cenderung lebih cepat mencapai kondisi kritis sekitar 0,023 jam, dibandingkan
tekstur tanah lempung 0,03 jam dan tanah liat sekitar 0,08 jam setelah terjadi hujan.
Dengan membandingkan jenis tanah dan nilai kepekaan tanah terhadap erosi maka
sebagian wilayah Desa Depok sebelah utara, barat dan selatan sangat berpotensi
terjadi longsor bila terjadi hujan. Karena jenis tanah pada daerah-daerah tersebut
memiliki karakteristik kondisi lahan yang kritis.

Kemudian adalah faktor tata guna lahan atau keperentukan lahan. Dengan
pembagian seperti wilayah hutan, lahan produksi yang meliputi kebun, lahan
persawahan atau tegalan dan wilayah permukiman.

Dengan total rumah yang berjumlah 1.129 dan 66 fasum yang tersebar di
seluruh Desa Depok!®. Pemukiman penduduk disimbolkan dengan kotak-kotak
kecil berwarna merah (gelap) yang tersebar dari atas hingga bawah atau dari utara
hingga selatan Desa Depok. Jika dipresntasekan jumlah lahan yang memiliki total
seluas 1.341 ha, 78% lahan dimanfaatkan sebagai lahan produksi dengan luas

81.496 m’. Sedangkan untuk 11% lahan untuk hutan negara (Perhutani) seluas

% Ibid, hal. 18
19 Hasil FGD dengan masyarakat Desa Depok, di masing- masing Dusun, tanggal 7-11 November
2016, pkl. 08.00 —11.46 .,
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11.750 m?. Untuk 8% dan 3% lahan desa sebagai wilayah pemukiman dengan luas
8.175 m?. Sisanya sebagai lahan lain-lain dan belum teridentifikasi seluas 2.908 m?.
Jika divisualisasikan dalam bentuk peta maka akan seperti pada gambar di bawah
ini;
Gambar 5.3
Tata guna lahan Desa Depok

Sumber : hasil PPL SID 2016

Sehingga menggambarkan kerentanan alam dan lingkungan masyarakat
Desa Depok cukup tinggi. Beberapa parameter menunjukkan bahwa Desa Depok
dengan curah hujan mencapai 2.066 mm/tahun memiliki skor 3, sehingga tingkat

kerentanannya sedang. Jika dilihat dari kemiringan lerengnya, Desa Depok memiki
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tingkat kerentanan lingkungan yang tinggi dengan 20°—40°. Jika ditinjau dari faktor

geologi dan jenis tanah di Desa Depok menunjukkan tingkat kerawana yang sedang.

Dan parameter yang terakhir adalah tata guna lahan, yang menunjukkan bahwa 78%

wilayah Desa Depok diperuntukkan sebagai lahan produksi seperti sawah dan

tegalan yang arinya tingkat kerawanannya juga tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat

disimak dalam tabel berikut;

Tabel 5.5
Parameter kerawanan longsor lahan

Parameter Variabel Skor = Kondisi Di Desa
Depok

Curah hujan Sangat kering (<1000) 1 2066 mm/tahun
Kering (1001-2000) 2 | (3 —Sedang)
Sedang (2001-3000) 3
Basah (3001-4000) 4
Sangat basah (>4000) 5

Kemiringan 0-8% 1 20°—40°

Lereng 8_15% > | (3/4 - Tinggi)
15-25% 3
25-45% 4
>45% 5
Geologi Alluvial (Al), volkanik 1 Alluvial

alluvial (Av) ( 1 —sangat rendah)
Kapur Klastik (CI) 2
Marl (M) 3
Plutonic Intrusion (Pt) 4
Non- Clastic limestone 5
(Ncl), Batuan andesit
(Bc), Batuan Pasir (Sd)

Jenis tanah Regosol, litosol, renzina, 1 Andosol, latosol,
andosol Grumosol, regosol,
Laterik, grumosol, 2 Mediteran, Alluvial
podsol, podsolic ( 1/4 — Sedang)
Brown forest soil, non 3
calcic brown
Mediteranian, alluvial, 4

gellisol, planosol
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Hidromorf kelabu, laterik 5
air tanah, latosol

Penggunaan lahan

Hutan

Hutan campuran

Kebun, kebun campuran

Al W N~

Sawah, tegalan, ladang,
semak/belukar

Permukiman 5

78% lahan

produksi dengan
luas 81.496 m*

(4 — tinggi)

Sumber : analisis peneliti

B. Kerentanan Sosial dan Ekonomi

Beberapa asepek kerentanan sosial dalam masyarakat antara lain adalah aspek

kepadatan penduduk, kelompok rentan dan aspek tingkat pendidikan masyarakat.

Beberapa aspek di atas sangat mempengaruhi kondisi dari suatu komunitas atau

masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam

menghadapi ancaman bencana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di

bawabh ini;

Tabel 5.6

Parameter kerentanan sosial

Parameter kerentanan Kelas kerentanan

Rendah Sedang Tinggi
Kepadatan penduduk <500 500 — 1000 <1000
jiwa/km? jiwa/km? jiwa/km?
Presentase Penduduk <5% 5-10% >10%
Difabel
Penduduk Kelompok <5% 5-10% >10%
Umur Rentan
Presentase Penduduk <5% 5-10% >10%
Perempuan
Presentase Pendidikan Lulus Lulus SD — Tidak
SMA/PT SMP Tamat SD

Sumber : Afi Muawanah (2016)

Dari total luas wilayah desa yang mencapai 104.329 m?, 3% lahan adalah

wilayah pemukiman dengan luas 8.175 m?. Dihuni oleh tidak kurang dari 4.628
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jiwa, maka kepadatan di desa ini dapat dikatakan dengan tingkat kepadatan yang
relatif sedang dengan angka 566 jiwa/km?. Wilayah yang padat penduduk berada
pada.

Sedangkan untuk kelompok rentan dibagi menjadi beberapa kategori. Seperti
presentase penduduk dengan kebutuhan khusus atau difabel, penduduk dengan
kelompok usia rentan, yaitu balita, anak-anak dan lansia, kelompok penduduk
perempuan, termasuk ibu hamil dan menyusui. Kelompok ini dikatakan rentan
karena jika terjadi bencana kelompok tersebut adalah kelompok yang paling
berisiko menjadi korban. Hal itu terjadi karena beberapa penyebab, diantara
penyebab adalah akses pengetahuan dan kemampuan dalam penyelamatan atau
pengurangan risiko bencana yang rendah. Jika diuraikan dalam bentuk diagram
maka akan seperti di bawah ini;

Diagram 5.1

Presentase kelompok rentan Desa Depok

Kelompok Rentan

M Balita W Anak-anak mlansia mDifabel HWperempuan

Sumber : Hasil FGD dengan Masyarakat Desa Depok

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa kelompok rentan yang ada di
Desa Depok cukup tinggi. Kelompok penduduk perempuan mendominasi
kelompok rentan dengan jumlah 2.287 jiwa atau 63%, sedangkan kelompok difabel

paling sedikit dengan jumlah 44 jiwa atau 1%. Sisanya adalah kelompok lansia
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dengan 13% atau 471 jiwa. Dan kelompok anak-anak serta balita mencapai 23%
atau sengan perincian anak-anak 10% dan balita 13% dengan total 366 jiwa dan 445
jiwa.

Sehingga presentase yang didapat dari total jumlah penduduk yang mencapai
4. 628 jiwa, 3.613 adalah kelompok rentan atau 44% komposisi penduduk Desa
Depok adalah kelompok rentan. Sehingga kerentanan masyarakat desa terbilang
tinggi. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram di bawah ini;

Diagram 5.2
Perbandingan Kelompok Rentan dan Jumlah Penduduk

Presentase Kelompok Rentan

W Jumlah Penduduk  mKelompok Rentan

Sumber : Hasil FGD bersama masyarakat

Selanjutnya adalah faktor tingkat pendidikan masyarakat Desa Depok. Dari
data statistik desa mencatat dari usia 3-6 tahun yang belum masuk TK laki-laki ada
30 orang dan perempuan 28 orang, Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group laki-
laki ada 60 orang dan perempuan 69 orang. Sedangkan usia 7-18 tahun yang sedang
sekolah laki-laki 220 orang dan perempuan 206 orang.

Untuk program pemerintah wajib belajar 12 tahun dirasa belum masksimal
jika di lihat dari usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah laki-laki 223 orang dan
perempuan 272 orang. Usia 18-56 tahun tidak tamat SD laki-laki 63 orang dan

perempuan 34 orang. Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP laki-laki 223 orang dan
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perempuan 272 orang. Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA laki-laki 63 orang dan
perempuan 34 orang.

Sedangkan untuk penduduk yang telah tamat SD/sederajat laki-laki 1215
orang dan perempuan 893 orang. Tamat SMP/sederajat laki-laki 862 orang dan
perempuan 498 orang. Tamat SMA/sederajat laki-laki 1109 dan perempuan 751
orang. Tamat D1/sederajat laki-laki sebanyak 5 orang dan perempuan 4 orang.
Tamat D2/sederajat laki-laki 2 orang dan yang perempuan tidak ada. Tamat
D3/sederajat laki-laki 5 orang dan perempuan 2 orang. Tamat S-1/sederajat laki-
laki 16 orang dan perempuan 5 orang. Tamat S-2/sederajat laki-laki 1 orang dan
perempuan tidak ada yang sampai S-2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel
di bawah ini'';

Tabel 5.7

Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat pendidikan Laki-laki ‘

1 Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK 30 28
2 Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group | 60 69
3 Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah | 0 0

4. Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 220 206
5. Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah 223 272
6 Usia 18-56 tahun tidak tamat SD 63 34
7 Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP 223 272
8. Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA 63 34
0. Tamat SD/sederajat 1215 893
10. | Tamat SMP/sederajat 862 498
11. | Tamat SMA/sederajat 1109 751
12. | Tamat D1/sederajat 5 4
13. | Tamat D2/sederajat 2 0
14. | Tamat D3/sederajat 5 2
15. | Tamat S-1/sederajat 16 5
16. | Tamat S-2/sederajat 1 0

Sumber : Profil Desa Depok tahun 2014

' Sumber Dari Data Profil Desa/Kelurahan Tahun 2014, hal. 19
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Dengan angka 35% masyarakat dominan adalah tamat SD, 30% tamat SMA
dan 22% tamat SMP. Namun 12% tidak tamat SD,SMP dan SMA. Lainnya adalah
minoritas dengan persentase kurang dari 1%. Untuk lebih jelas dan singkatnya
dapat dilihat dalam diagram di bawah ini;

Diagram 5.3

Tingkat pendidikan masyarakat

m Lulus SMA/PT m Lulus SD - SMP mTidak tamat SD/ Tidak Sekolah

Sumber : Profil Desa Depok tahun 2014

Dapat dikatakan jika masyarakat Desa Depok memiliki tingkat pendidikan
yang sedang. Dengan didominasi oleh penduduk tamat SD dan SMP mencapai
3.468 Jiwa atau 56%. 31% adalah penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi
sejumlah 1.900 jiwa. Dan penduduk dengan tingkat pendidikan tidak tamat SD
bahkan tidak sekolah mencapai 13% atau 779 Jiwa. Sehingga jika ditarik
kesimpulan dengan menggunakan parameter kerentanan di atas maka akan

menghasilkan tabel seperti di bawah ini;

Tabel 5.8

Parameter kerentanan masyarakat Desa Depok

Parameter Kerentanan Kelas Kerentanan

Rendah Sedang Tinggi

Kepadatan penduduk - 566 jiwa/km? -

Presentase Penduduk 1 % - -
Difabel (44 Jiwa)
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Penduduk Kelompok - - 36%
Umur Rentan (1.279 Jiwa)
Presentase Penduduk - - 63%
Perempuan (2.287 Jiwa
Presentase Pendidikan 31% 56% 13%
(1.900 jiwa) (3.468 Jiwa) (779 Jiwa)

Sumber : Afi Muawanah (2016) dengan modifikasi

Untuk mengetahui kerentanan ekonomi masyarakat dapat menggunakan
parameter yang berbeda, diantara parameternya masyarakat adalah luas lahan
pertanian yang menjadi sektor utama penggerak roda perekonomian masyarakat
Desa Depok. Variasi jenis pekerjaan masyarakat serta jumlah sarana ekonomi
lainnya yang mendukung dapat menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat
kerentanan masyarakat di aspek ekonomi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam
tabel berikut ini;

Tabel 5.9

Parameter kerentanan ekonomi

Parameter kerentanan Kelas kerentanan

Rendah Sedang ‘ Tinggi ‘
Luas lahan pertanian <30% 30 —-50% <50%
Pekerjaan PNS/ TNV/ Wiraswasta/ Buruh/ tidak
POLRI Pengusaha/ Bekerja
Karyawan
swasta
Jumlah sarana ekonomi <15 15-30 >30

Sumber : Afi Muawanah (2016)

Jika dipresntasekan jumlah lahan yang memiliki total seluas 1.341 ha, 78%
lahan dimanfaatkan sebagai lahan produksi dengan luas 81.496 m?. Sedangkan
untuk 11% lahan untuk hutan negara (Perhutani) seluas 11.750 m?. Untuk 8% dan
3% lahan desa sebagai wilayah pemukiman dengan luas 8.175 m?. Sisanya sebagai
lahan lain-lain dan belum teridentifikasi seluas 2.908 m?. Maka akan muncul seperti

dalam tabel berikut;
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Table 5.10

Luas Wilayah dan Pemanfaatan Lahan Desa Depok

No. ‘ Pemanfaatan Lahan Desa Luas

1. | Pertanian ( Lahan Produksi) 81.496 m?

2. | Hutan Negara (Perhutani) 11.750 m?

3. | Pemukiman dan Pekarangan 8.175 m?

4. | lain-lain 2.908 m?
Total 104.329 m?

Sumber: Data Monografi Desa Depok Tahun 2015

Dengan jumlah total luas lahan pertanian yang mencapai 81.496 m? atau 78%
dari total keseluruhan luas wilayah desa. Hal ini menjadi membuat tingkat
kerentanan masyarakat di bidang ekonomi tinggi. Karena berada pada angka 50%
pada parameter di atas. Jika dipresentasikan menjadi diagram akan menjadi seperti
di bawah ini;

Diagram 5.4

Persentase Keperuntukan Lahan

Tata Guna Lahan Desa Depok

M Pertanian (Lahan Produksi) ® Hutan Negara (Perhutani)
Pemukiman dan Pekarangan i lain-lain

8% 3%

11%

Sumber: Data Monografi Desa Depok Tahun 2015

Sedangkan untuk variasi jenis pekerjaan penduduk adalah sebagai berikut
Kegiatan ekonomi masyarakat Desa Depok mayoritas berada pada sektor pertanian.
Karena wilayah desa yang dikelilingi oleh lahan pertanian perkebunan dan hutan.

Sebagian masyarakat berprofesi baik menjadi petani maupun buruh tani. Dari total
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penduduk yang bekerja sejumlah 3.307 orang, 310 orang adalah petani dan 2.933
orang adalah buruh tani.

Terdapat pula berbagai profesi penduduk dengan angka yang sangat sedikit.
Seperti jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang hanya berjumlah 10 orang.
Pengerajin industri rumah tangga 6 orang. Pedagang yang berjumlah 7 orang.
Peternak dan pensiunan TNI/Polri masing-masing 4 orang. Penyedia jasa ojek 5
orang dan tenaga honorer 16 orang. Dengan presentase perbandingan pekerja laki-
laki sebanyak 1.657 orang dan pekerja perempuan sebanyak 1.650 orang.
Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan nampak tidak begitu signifikan,
karena perempuan juga bekerja di sawah atau di lahan produksi mereka.

Keberagaman profesi atau mata pencaharian masyarakat dalam suatu wilayah
juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kerentanan suatu komunitas
tersebut. Jika dianalogikan dengan suatu komunitas didominasi oleh nelayan, maka
jika terjadi suatu bencana tsunami besar dengan cakupan wilayah yang luas hingga
ke seluruh wilayah komunitas yang akan melumpuhkan seluruh akses ekonomi
nelayan pada daerah tersebut. Sehingga jika adanya kerugian harta benda maka itu
adalah hilangnya aset komunitas dalam mengakses ekonomi menjadi semakin
tinggi. Sehingga dapat disimpulkan jika semakin homogen jenis profesi atau mata
pencaharian masyarakat dalam suatu daerah, maka kerentanan ekonomi masyarakat
tersebut semakin tinggi. Berbanding terbalik dengan semakin heterogen profesi
atau mata pencaharian masyarakat maka akan semakin rendah tingkat kerentanan

ekonomi masyarakat tersebut.



Diagram 5.5

Pekerjaan Penduduk Desa Depok

M Petani M Buruh Tani

Pekerjaan Penduduk
PNS/TNI/POLRI

Lain-lain

Sumber: Data Monografi Desa Depok Tahun 2015
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Sedangkan untuk sarana ekonomi yang meliputi pasar, toko/warung, tempat

pengelolaan hasil panen dan sarana yang lain tersebar di seluruh wilayah desa.

Namun, jumlahnya tidak dapat dipastikan, karena beberapa sarana ekonomi

tersebut banyak mengalami pasang surut. Namun jumlahnya tidak banyak. Hanya

mencapai 10 unit. Jika parameter-parameter di atas dianalisis menggungakan

parameter kerentanan maka akan muncul hasil seperti di bawah ini;

Tabel 5.11

Parameter Kerentanan Ekonomi Penduduk Desa Depok

Parameter kerentanan

Kelas kerentanan

Rendah Sedang Tinggi
Luas lahan pertanian - - 78%
Pekerjaan 14 Orang | 9 % petani dan | 90% adalah
atau 0% 21 orang lain- | buruh tani
lain (2.933 jiwa)
Jumlah sarana ekonomi 10 - -

Sumber : analisis peneliti

C. Bencana Perspektif Masyarakat

Berangkat dari kesepakatan dan komitmen antar pemangku kebijakan

mengenai upaya pengurangan risiko bencana baik di level dunia internasional
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maupun skala nasional bahkan tingkat lokal yang dimuat dalam instrumen kerangka
kerja sendai untuk pengurangan risiko bencana tahun 2015 — 2030, yang disusun
menggunakan elemen-elemen yang dapat memastikan keberlanjutan pkerjaan yang
telah dilakukan oleh negara-negara dan pemangku kepentingan di bawah HFA
(hyogo framework for action) dan mengenalkan beberapa inovasi yang telah
dibicarakan selama konsultasi dan negosiasi. Perubahan karena peralihan HFA
menjadi kerangka kerja sendai yang terpenting adalah penekanan terhadap risiko
bencana dan bukan lagi manajemen bencana seperti sebelumnya.

Penekanan juga diberikan pada definisi dari tujuh target global, pengurangan
risiko bencana sebagai keluaran yang diharapkan risiko, fokus yang ditujukan pada
pencegahan munculnya risiko baru, mengurangi risiko yang sudah ada dan
memperkuat ketangguhan serta beberapa prinsip panduan, termasuk tanggung
jawab utama negara dalam mencegah dan mengurangi risiko bencana, keterlibatan
seluruh institusi masyarakat dan negara. Penanganan bencana harus dilakukan
secara sinergi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat
lokal, nasional, regional maupun global. Dukungan bagi pentingnya pengakuan
serta pengembangan traditional knowledge di dalam kegiatan PRB, mengingat
berbagai pengetahuan tradisional telah terbukti dapat mengurangi jumlahh korban
jiwa pada saat terjadinya bencana. Implementasi SFDRR 2015 — 2030 berdasarkan
empat aksi prioritas adalah;

Memahami risiko bencana dengan tujuan pemahaman risiko yang benar

berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kearifan lokal.
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2. Memperkuat tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko dengan tujuan
menyempurnakan prinsip partisipasi, keadilan dan kesetaraan, profesionalisme,
kemandirian, efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang tepat sasaran atau
efektif

3. Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan dengan tujuan
untuk investasi pembangunan struktural dan non-struktural yang berkelanjutan dan
akuntabel di semua tingkatan dan tidak menimbulkan atau menambah risiko
ekonomi dan sosial

4. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan “membangun
kembali dengan lebih baik dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi dengan
tujuan pemerintah dan masyarakat memiliki kapasitas untuk merespon bencana
dengan efektif secara mandiri dan mampu melenting balik setelah kejadian bencana
serta membangun kehidupan yang lebih baik.

Pemerintah Indonesia telah membangun sumber daya yang berkelanjutan
alam dan lingkungan, melalui manajemen pengurangan risiko bencana yang selain
diatur dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (rpjmn) 2015 -2019
dan kebijakan strategis nasional dalam penanggulangan bencana 2015 — 2019.
Disebutkan bahwa sasaran pembangunan dalam manajemen bencana dan
pengurangan risiko bencana merupakan penururnan indeks risiko bencana di pusat-
pusat pertumbuhan yang berada pada daerah rawan bahaya melalui;

1. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam kerangka pembangunan
berkelanjutan di tingkat nasional dna lokal

2. Mengurangi kerentanan terhadap bencana
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3. Peningkatan kapasitas pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seuruh masyarakat
dalam penanggulangan bencana

Penanggulangan bencana di indonesia hingga saat ini masih belum bisa
menjadi “urusan semua orang”, pemahaman tentang penanggulangan bencana,
prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana, hingga bagaimana bentuk kegiatan
praksisnya belum menjadi pemahaman bersama. Hal ini bisa dibuktikan dengan
bentuk kebijakan yang lahir dari pemerintah daerah yang masih banyak tidak sesuai
dengan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana. Kecenderungan keputusan
politik masyarakat dalam memilih kepala daerah yang tidak menjadikan prinsi-
prinsip pengurangan risiko bencana sebagai kriteria utama. Hingga perilaku
keseharian kelompok-kelompok masyarakat yang masih memerlukan penguatan-
penguatan dalam rangka pengurangan risiko bencana.

Berdasarkan fenomena di atas perlu adanya upaya masif untuk memperkuat
upaya internalisasi prinsi-prinsip pengurangan risiko bencana pada seluruh kegiatan
bermasyarakat. Karena inti dari kampanye ini adalah untuk meningkatkan
ketangguhan masyarakat, ketangguhan sendiri didefinisikan sebagai kemampuan
suatu sistem, komunitas atau masyarakat yang terkena bahaya untuk melawan,
menyerap, mengakomodasi, bahaya dan pulih dari dampak bahaya secara tepat dan
efisien. Termasuk melalui proses pelestarian dan restorasi struktur dasar dan fungsi

yang penting'2.

12 MPBI, kerangka kerja sendai untuk pengurangan risiko bencana tahun 2015 — 2030 : mengurangi
risiko memperkuat ketahanan”, MPBI, Jakarta:2016, hal. 16.,
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Untuk mencapai hasil yang diharapkan, tujuan berikut harus dicapai terlebih
dahulu. Dengan mecegah risiko bencana baru dan mengurangi risiko bencana yang
sudah ada melalui penerapan pengukuran ekonomi, struktur, hukum, sosial,
kesehatan, kebudayaan, pendidikan, lingkungan hidup, teknologi, politik dan
institusi yang terintegrasi dan terinklusi sehingga dapat mencegah, meningkatkan
kesiapan untuk merespon dan pemulihan, sehingga juga memperkuat
ketangguhan'3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan berikut ini;

Bagan 5.1

Kerangka kerja sendai dalam pengurangan risiko bencana tahun 2015-2030'*

Ruang Lingkup dan Tujuan

Kerangka ini berlaku untuk risiko skala kecil dan besar, sering dan jarang,
bencana tiba-tiba dan berangsur-angsur, bencana yang disebabkan oleh alam
atau buatan manusia serta terkait lingkungan, teknologi dan bahaya biologis dan
risiko. Bertujuan untuk memandu pengelolaan risiko bencana multi-ancaman di
pembangunan di semua tataran serta di dalam dan di semua sektor

Hasil yang diharapkan
Penurunan risiko dan kerugian bencana dalam kehidupan, mata pencaharian dan
kesehatan dan dalam ekonomi, fisik, aset sosial, budaya dan lingkungan dari
orang, bisnis, masyarakat dan negara

Tujuan
Mencegah risiko baru dan mengurangi risiko bencana yang ada melalui
penerapan langkah-langkah penilaian terpadu untuk ekonomi, struktural,
hukum, sosial, kesehatan, budaya, pendidikan, lingkungan, teknologi, politik
dan kelembagaan guna mencegah dan mengurangi terpaan bahaya dan
kerentanan terhadap bencana, meningkatkan kesiapan utnuk respon dan
pemulihan dan dengan demikian dapat memperkuat ketangguhan.

Mengur | Secara | Mengur | Secara Secara Menningk Secara
angi substans angi substansi | substansi | atkan kerja | substansi
secara ial kerugia al al sama al
substans | mengur n mengura | meningka | internasion | meningka
ial angi ekonom ngi tkan al secara tkan

13 Ibid, hal.23.,
14 Ibid, hal. 58-59.,nn
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tingkat | jumlah 1 kerusaka | jumlah | substansial | ketersedi
kematia | orang | langsun | n akibat negara untuk aan dan
n global | yang | gakibat | bencana yang negara akses ke
akibat | terkena | bencana pada memiliki | berkemban | sistem
bencana | dampak | dalam | insfrastru | strategi g melalui | peringata
ditahun | secara | kaitanny ktur penguran | dukungan n dini
2030 global a penting | gan risiko yang multi
di tahun | dengan dan bencana | memadai | ancaman
2030 produk | ganggua | nasional dan dan
domesti | npada | danlokal | berkelanju | informasi
k bruto | layanan pada tan untuk | hasil kaji
(GDP) dasar tahun mendukun risiko
di tahun 2020 g aksi bencana
2030 nasional bagi
seluruh
masyarak
at

Priortitas aksi |

Ada kebutuhan untuk tindakan terfokus dalam dan lintas sektor dengan negara
di tingkat lokal, nasional, regional, dan global dalam empat bidang prioritas

sebagai berkut:

Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4
Pemahaman Penguatan tata | Investasi dalam Meningkatkan
risiko bencana kelola risiko pengurangan kesiapan bencana

bencana untuk risiko bencana | untuk respon yang
mengelola risiko untuk efektif dan untuk
bencana ketangguhan “membangun

kembali dengan
lebih baik™ dalam
pemulihan,
rehabilitasi dan
rekonstruksi
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Manajemen risiko
bencana perlu
berdasarkan pada
pemahaman
risiko bencana
dalam semua
dimensi
kerentanan,
kapasitas, paparan
orang, dan aset,
karakteristik
bahaya dan
lingkungan hidup

Tata kelola risiko
bencana di tingkat
nasional, regional,
dan global sangat
penting untuk
pengelolaan
pengurangan
risiko bencana di
semua sektor dan
memastikan
koherensi
kerangka nasional
dan hukum,
peraturan dan
kebijakan publik
lokal dengan
mendefinisikan
peran dan
tanggung jawab,
membimbing,
mendorong dan
memberi insentif
pada sektor
publik dan swasta
untuk mengambil
tindakan dan
mengatasi risiko
bencana

Investasi
publik dan
swasta dalam
pencegahan
dan
pengurangan
risiko bencana
melalui
struktur dan
tindakan-
tindakan non-
struktural yang
penting untuk
meningkatkan
ketahanan
ekonomi,
sosial,
kesehatan dan
budaya orang,
masyarakat,
negara dan aset
mereka, serta
lingkungan. Ini
dapat
mendorong
inovasi,
pertumbuhan
dan penciptaan
lapangan kerja.
Langkah-
langkah
tersebut lebih
efektif dari segi
pendanaan dan
penting untuk
menyelamatkan
nyawa,
mencegah, dan
mengurangi
kerugian dan
memastikan
pemulihan dan
rehabilitasi

yang efektif

Kesiapan bencana
perlu diperkuat
untuk bisa

memberikan respon

yang lebih efektif
dan memastikan
tersedianya
kepasitas untuk
pemulihan yang
efektif. Sebelum
bencana terjadi
perlu disiapkan
tahap pemulihan,
rehabilitasi, dan
rekonstruksi. Ini
adalah kesempatan
untuk “memangun
kembali dengan
lebih baik” melalui
langkah-langkah
pengurangan risiko
bencana yang
terintegrasi.
Perempuan dan
kelompok difabel
harus memimpin
publik dan
mempromosikan
pendekatan akses
gender yang adil dan
universal selama
fase respon dan fase
rekonstruksi

Sumber : MPBI (2016)
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Namun yang terjadi di level lokal, dalam hal ini adalah pemerintah Desa
Depok mengakui bahwasanya pemahaman dan pengetahuan tentang pengurangan
risiko bencana memang sangat kurang. Sehingga implementasi upaya pengurangan
risiko bencana dalam program kerja atau kebijakan dan peraturan desa belum
maksimal. Meskipun upaya-upaya pengurangan risiko bencana berbasis kearifan
lokal seperti memiliki sistem pertanian secara terasering dan membuat jaringan
untuk mengurangi air hujan meresap di lereng-lereng telah dilakukan;

Gambar 5.4

Sistem terasering sebagai kearifan lokal upaya pengurangan risiko bencana
longsor di Desa Depok

Sumber : dokumentasi peneliti

Pemangku kebijakan dalam hal ini Pemerintah memainkan peran sebagai
pembawa kewajiban memenuhi terhadap hak-hak rakyat dalam perlindungan
penanganan bencana melalui pembagian tanggung jawa dengan para pemangku
kepentingan lainnya.Pada waktu yang bersamaan, masyarakat pada kawasan rawan
bencana khususnya dan para pemangku kepentingan lainnya telah dan sedang
memprakarsai secara aktif upaya pengurangan dampak bencana. Pemastian atas

pentingnya penguatan kapasitas masyarakat dalam peredaman bencana. Dinyatakan
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dalam bentuk sejumlah lembaga kemanusiaan dan lembaga donor menerapkan
PRB-BK pada pelaksanaan program mereka.

PRB-BK merupakan pendekatan dari bawah ke atas melengkapi pendekatan
atas ke bawah yang banyak dilakukan pemerintah. Pendekatan ini memberikan
ruang pada masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya dan mendayagunakan
sumber dayanya dalam merespon risiko atas bahaya bencana yang datang. Prakarsa
pendekatan PRB-BK merupakan upaya eksperimental dengan segala kekuatan dan
kelemahannya, upaya itu merupakan upaya pencariaan penerapan PRB-BK itu
sendiri dalam konteks lokalitas dengan variasi bahaya bencana dan kearifan lokal
yang berbeda pula'>. Masalah dan tantangan itu antara lain terkait dengan;

Belum memadainya peraturan, juklak, pedoman

Belum adanya standar minimum tentang pelaksanaan PRB-BK

Belum terjalinnya komunikasi antara fasilitator (LSM, PT) dengan pemerintah
dalam pelaksanaan PRB-BK

Perbedaan pendangan dalam pelaksanaan program input, kegiatan, dampak dan
hasil

Metoda pengadaan yang berbeda

Birokrasi yang menyulitkan implementasi PRB-BK yang memerlukan fleksibilitas
Lemah dan kurangnya SDM yang memahami konsep dan proses PRB-BK

Masalah akuntabilitas administratif

15 UNDP and Government of Indonesia,” Making aceh safer through disaster risk reduction in
development: Panduan PRBBK,” hal.17.,
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Jadi secara umum PRB-BK dari segi konseptual dan pelembagaan masih
perlu dibenahi dan dikembangkan. Sehingga kehadiran dan peran pemerintah Desa
Depok dapat menjadi jawaban atas fenomena yang terjadi pada masyarakat lokal.
Pemerintah Desa Depok tidak dapat mengoptimalkan perannya secara institusi
sebagai pelindung dan penanggung jawab dari masyarakat dengan risiko dan
kerentaan terhadap bencana tanah longsor yang tinggi. Selain itu aspek-aspek
kebijkan atau peraturan desa untuk upaya menekan risiko bencana dan penguatan
masyarakat juga belum ada.

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya masyarakat Desa Depok memiliki gaya
atau pola dalam pengurangan risiko bencana longsor dengan pengetahuan lokal
mereka. Menurut pak Purwadi'®, sebagian masyarakat tahu bagaimana tanda-tanda
longsor, tahu cara agar tidak longsor, tahu jika longsor harus bagaimana. Misalnya
jika terjadi hujan masyarakat lokal jaman dahulu akan keluar rumah untuk
mengetahui kemana air hujan mengalir, kemudian membuat jalur pengairan agar
air dapat kembali lancar dan tidak sampai air tersebut meresap di tanah, sehingga
risiko terjadi tanah longsor dapat berkurang. Dibeberapa tahun terakhir, kegiatan
tersebut mulai jarang dilakukan, sehingga menyebabkan risiko terjadinya tanah
longsor semakin tinggi. Namun, pengetahuan tersebut jika disebarkan ke
masyarakat yang lain yang belum tahu, maka responnya menjadi tidak digunakan
bahkan cenderung tidak dihiraukan. Karena paradigmaa masyarakat Desa Depok,

kalau tidak orang yang dinilai ahli dan tokoh masyarakat dari luar desa, maka

16 Wawancara dengan Pak Purwadi (47 Tahun), Anggota BPD Depok dalam FGD dengan
Masyarakat Dusun Soko, tanggal 11 November 2016, Pkl. 11.46 WIB.,
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informasi tersebut tidak valid dan cenderung tidak dihiraukan. Jika temuan-temuan
masalah di atas diuraikan menjadi pohon masalah maka akan menjadi seperti

berikut ini;

Bagan 5.2

Pohon masalah

Terganggunya aktivitas dan
kegiatan sehari-hari masyarakat

Terisolirnya masyarakat karena
akses jalan dan infrastruktur rusak

1

|

Tingginya kerugian
harta benda

|

Adanya dampak
psikologis/ trauma pada

Hancurnya infrastruktur

masvarakat

jalan dan tiang listrik

Tingginya kerentanan masyarakat dalam menghadapi bencana tanah longsor

i

1

Rendahnya tingkat
kesadaran masyarakat
terhadap PRB tanah
longsor

Belum adanya
kelompok masyarakat
yang focus dalam PRB

Belum ada
implementasi program
yang menangani PRB

Belum adanya
pemahaman PRB di
masyarakat

Belum adanya
pengorganisasian
untuk membuat
kelompok PRB

Belum ada yang
memfasilitasi program
PRB tanah longsor

Belum adanya
pendidikan tentang
PRB di masyarakat

Belum adanya inisiasi
dalam pembentukan
kelompok PRB

Belum ada advokasi
tentang implemenatasi
program PRB

Sumber : hasil FGD dengan masyarakat
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Fenomena atau isu bencana alam bukan prioritas dalam kehidupan
masyarakat. Mengutip dokumen pembentukannya, “Kampung Siaga Bencana
(KSB) adalah sebuah wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang
dijadikan kawasan/ tempat untuk program penanggulangan bencana” yang
diluncurkan pada tahun 2011 oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana
Alam, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial
RI. KSB dibentuk dengan maksud “untuk memberikan perlindungan kepada
masyarakat dari ancaman dan risiko bencana dengan cara menyelenggarakan
kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui
pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada pada lingkungan
setempat”!’.

Karena menurut mereka kejadian tanah longsor secara frekuensi memang
sering terjadi. Namun dari segi kuantitas atau besar kecilnya bencana tanah longsor
yang terjadi di lingkungan desa cenderung kecil. Kejadian besar dan menimbulkan
korban jiwa memang tidak pernah. Namun jika kerugian harta dan dampak
psikologis beberapa kali telah terjadi. Di tahun 2008 saat intensitas hujan tinggi
membuat longsor besar sehingga membuat 2 RT di relokasi ke tempat yang lebih
aman. Ratusan KK mengungsi dan di reloaksi ke tempat yang lebih aman (Sekarang
RT 29 dan RT 30) Dusun Joho.

Sedangkan baru-baru ini fenomena bencana tanah longsor juga terjadi di

Dusun Soko, Tepatnya di RT 01, 05 dan 06. Membuat 116 KK mengungsi di

17 Muhammad Belanawane S, “Kampung Siaga Bencana Sebagai Instrumen Kebijakan Pengurangan
Risiko Bencana Berbasis Komunitas Di Indonesia: Politik Pembangunan Dan Partisipasi Dalam
Diskursus Pembangunan Kebencanaan,” SOSIO KONSEPSIA Vol. 5, No. 01, Jakarta:2015, hal.
310.,
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lapangan Volly Dusun Soko. 3 rumah rusak berat dan menyebabkan masyarakat
memiliki dampak psikologis dan trauma. Solusi relokasi sudah direkomendasikan
kepada stakeholder terkait. Khususnya kepada pemerintah Kabupaten Trenggalek.
Adanya korban (dampak psikologis) dan kerugian harta serta materi dan kondisi
lingkungan yang rentan terhadap bencana tanah longsor memberi ancaman bahaya
yang lebih besar kepada masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan, pola pikir,
dan sikap siaga bencana. Hal ini menjadi faktor kerentanan sosial masyarakat Desa
Depok menjadi lebih besar dibanding dengan masyarakat yang telah memiliki
pengetahuan, pola pikir dan sikap siaga terhadap ancaman bahaya (bencana) yang
mengancam lingkungan masyarakat.

Hal ini karena belum adanya kampanye mengenai informasi kebencanaan
yang mengarah pada pembentukan atau perubahan pola pikir masyarakat mengenai
bahaya dan ancaman bencana tanah longsor di lingkungan Desa Depok. faktor-
faktor penyebab terjadinya longsor dan bagaimana cara penanggulangannya.
Sehingga kejadian bencana tanah longsor yang pernah terjadi tidak terulang
kembali, ataupun jika terjadi maka tidak akan menimbulkan dampak kerugian
korban jiwa maupun kerugian materi hingga dampak psikologis. Karena tidak
adanya pengetahuan dan pendidikan kebencanaan di desa, maka kesadaran
masyarakat untuk siap siaga bencana juga tidak ada.

Dalam kondisi yang ideal seharusnya pemerintah dan pemerintah daerah
melakukan pembinaan kepada masyarakat di loaksi tanah longsor sekurang-

kurangnya melalui
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1. Sosialisasi terhadap kondisi tanah dan tindakan antisipasi terhadap bencana tanah
longsor

2. Bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan

3. Meningkatkan kerjasama antar aparat pemerintah daerah dan masyarakat dalam hal
melihat tanda-tanda tanah longsor!®.

Namun, kegiatan di atas belum dilakukan oleh pemerintah Desa Depok.
Sehingga perlu pendampingan oleh stakeholder terkait untuk turut serta dalam
melakukan upaya pengurangan risiko demi meningkatkan dan menciptakan
ketangguhan masyarakat terhadap bencana yang mengancam kehidupan sosial

mereka.

'8 BPBD Jabar, “ Pedoman umum penataan dan pengembangan lingkungan pemukiman aman
bencana”, BPBD Provinsi Jawa Barat, Bandung : 2011, hal. 35.,



BAB VI
DINAMIKA PROSES PENGORGANISASIAN KELOMPOK ARISAN RT
DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
A. Assessment Awal

Assessment adalah proses untuk mendapatkan data/informasi dari proses
pembelajaran yang bertujuan untuk memantau perkembangan proses pembelajaran
serta memberikan umpan balik baik kepada dosen maupun kepada mahasiswa.
Terdapat berbagai macam jenis assesmen dan salah satunya adalah tes. Tes adalah
assesmen yang pesertanya diminta untuk menjawab serangkaian pertanyaan secara
tertulis/lisan ataupun mendemonstrasikan suatu ketrampilan yang diperintahkan.
Umumnya dilakukan pada akhir suatu tahapan pembelajaran dan jawaban yang
diberikan memiliki kemungkinan benar atau salah. Assesmen, termasuk juga tes,
menghasilkan informasi pencapaian relatif terhadap tujuan pembelajaran.

Assesmen dapat dibagi berdasarkan penggunaannya, yaitu assesmen sumatif
(summative assessment) dan assesmen formatif (formative assessment). Assessment
sumatif digunakan untuk memperoleh informasi tetang pencapaian subjek setelah
menyelesaikan suatu aktivitas. Umumnya hasil dari assesmen sumatif dimasukkan ke
dalam komponen penilaian. Assessment formatif dilakukan untuk mendapatkan umpan
balik (feedback) dan umpan maju (feedforward) dari proses kegiatan yang dilakukan
dan/atau untuk mendukung perencanaan berkelanjutan.

Setelah diperoleh hasil assesmen maka dilakukan proses pengukuran.

Pengukuran adalah proses penyematan atribut atau dimensi atau kuantitas terhadap

152
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hasil assesmen dengan cara membandingkannya terhadap suatu instrumen standar
tertentu. Istilah penilaian (grading) dapat digunakan secara khusus untuk proses
pengukuran ini. Setelah dilakukan pengukuran maka hasilnya dapat digunakan sebagai
bahan evaluasi. Evaluasi adalah proses pemberian status atau keputusan atau klasifikasi

terhadap suatu hasil pengukuran/assessment.

Gambar 6.1

Assessment Teori-Teori dan Data Awal

Sumber : Web sigana

Sebelum melakukan penelitian di lapangan, terlebih dahulu peneliti melakukan
asesessement terhadap subjek dampingan di Desa Depok. Meliputi tokoh dan
stakeholder, lokasi dan karakteristik wilayah dampingan, masalah kebencanaan yang
pernah terjadi sebelumnya, kultur dan adat istiadat masyarakat Desa Depok,
komunitas-komunitas di masyarakat, serta teori dan materi yang akan di
implementasikan atau bahkan dibenturkan dengan fenomena yang terjadi di lapangan.
Sehingga dari informasi-informasi awal dan data-data awal sebelum melakukan
penelitian dan pendampingan peneliti sudah siap dan tahu harus melakukan apa jika

bertemu dengan masalah apa.
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Gambar 6.2

Mengikuti Kegiatan Desa Sebagai Cara Mencari Data Awal Mengenai Desa

Sumber : Dokumentasi peneliti

Gambar diatas adalah ketika kegiatan implementasi program rutinan pembinaan
masyarakat Desa Depok dengan mengundang seluruh ketua RT, ketua RW, anggota
BPD Depok, kader posyandu dan jajaran pemerintah desa. Kegiatan rutinannya
meliputi arisan RT sebagai media mempererat jalinan persaudaraan antar masyarakat
dan sebagai media pemerintah melakukan sosialisasi dan menampung aspirasi dari
seluruh masyarakat baik keluhan maupun saran untuk pembangunan desa kearah yang
lebih baik. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap senin wage'.

B. Inkulturasi

Inkulturasi adalah sejenis penyesuaian dan adaptasi kepada masyarakat, kelompok
umat, kebiasaan, bahasa, dan perilaku yang biasa terdapat pada suatu tempat. Ada
pengarang yang lebih suka menggunakan istilah enkulturasi daripada inkulturasi,

prefik in dalam bahasa Inggris bisa berarti negatif, seperti misalnya dalam

! Salah satu hari dalam penanggalan jawa.
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kata incult. Dalam bahasa Indonesia, konotasi negatif itu tidak terasa dan istilah
inkulturasi sudah lazim dipergunakan. Proses penyesuaian dalam tahap ini tidak jauh
berbeda dengan proses adaptasi pada umumnya. Adaptasi dengan gaya bahasa,
penuturan dan dialek masyarakat lokal yang sedikit berbeda dengan background
peneliti bukan menajadi penghalang dalam melakukann penelitian dan pendampian.

Berbicara inkulturasi adalah berbicara mengenai gaya besosialisasi. Gaya
bersosialisasi yang lazim dilakukan oleh pihak asing (outsider) dalam hal ini peneliti
dengan masyarakat lokal (insider) adalah sedikit canggung yang kemudian menjadi
semakin akrab dan sedikit santai. Hingga level merasa seperti keluarga sendiri adalah
titik dimana inkulturasi tersebut dikatakan berhasil. Seperti halnya keluarga yang selalu
menggunaan asas keterbukaan dan saling membantu satu sama lain. Hubungan
masyarakat dan peneliti juga demikian.

Keterbukaan masyarakat kepada peneliti diperlukan agar data-data atau
informasi-informasi yang terjadi dilapangan dapat distrukturkan dan dibingkai dengan
teori menjadi suatu informasi baru yang akan bermanfaat bagi kedua belah pihak.
Disinilah asas tolong menolong satu sama lain berperan. Masyarakat mendapat hasil
penelitian yang digunakan sebagai rekomendasi dalam pengambilan kebijakan atau
keterbukaan informasi baru mengenai wilayah atau informasi kebencanaan yang belum
mereka ketahui sebelumnya. Sedangkan peneliti mendapatkan pengalaman belajar
bersama masyarakat.

Spirit dakwah yang dilakukan dalam menjalin #rust dengan masyarakat adalah

dengan mengaplikasikan nilai-nilai dan karakter khas mahasiswa Pengembangan
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Masyarakat Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya yang menjunjung tinggi etika dan tata
krama dalam berkomunikasi, berpakaian dan berperilaku. Hal ini tentu mendapat
respon positif dari masyarakat. Kegiatan-kegiatan khas yang dimaksud adalah dengan
turut serta dalam kegiatan yasin tahlil kelompok ibu-ibu Dusun Soko yang rutin
diselenggarakan pada malam senin selepas maghrib. Selalu mengucap salam dan cium
tangan kepada orang yang lebih tua jika bertemu, mengucap nyuwun sewu’ dan Amit.
Tentunya selain pengetahuan dan ilmu, tata krama dan akhlak bersosial menjadi
prioritas dalam proses penelitian dan pendampingan ini.

Pada tanggal 10 November 2016, peneliti mengikuti kegiatan upacara hari
pahlawan yang diselanggarakan oleh jajaran pemerintah Kecamatan Bendungan.
Setelah kegiatan tersebut peneliti bertemu dengan jajaran pemerintah Kecamatan
Bendungan untuk mengutarakan maksud dan tujuan serta menyampaikan izin atas
kegiatan penelitian dan pendampingan terhadap masyarakat Desa Depok dalam waktu
3 bulan. Hal ini diterima dan mendapat respon positif dari kepala Kecamatan
Bendungan. Bahkan mengkomando seluruh jajaran pemerintah dan instansi terkait di
bawah naungan kantor kecamatan untuk memberi kemudahan atas akses data dan
informasi yang dibutuhkan selama kegiatan penelitian.

Kegiatan tersebut selain dihadiri oleh Kepala Kecamatan Bendungan bapak Nur
Kholik, juga dihadiri oleh kepala kepolisian sektor Bendungan bapak Sukeni, serta

seluruh kepala Desa dan Sekertaris Desa di Kecamatan Bendungan. Dengan harapan

2 Permisi, dalam Bahasa Indonesia.
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dari hadirnya para pemangku kebijakan dalam forum ini akan membentuk jaringan
stakeholder yang memiliki kekuatan dan kuasa dalam mengimplementasikan
rekomendasi atau hasil dari penelitian yang dilakukan di wilayah yang bersangkutan.
Sehingga meskipun tidak ada jaminan, setidaknya arah dalam keberlanjutan program
dikemudian hari. Untuk transformasi masyarakat kearah yang lebih baik dengan
terstruktur, sistematis, sporadis dan masif.

Gambar 6.3

Diterima sebagai mahasiswa PPL UIN Sunan Ampel oleh jajaran Pemerintah
Kecamatan Bendungan

Sumber : Dokumentasi peneliti

Karena pertama kali datang di Desa Depok pada tanggal 23 Oktober 2016 pukul
21.00 WIB, dan langsung menginap di rumah bapak Kepala Desa Depok, bapak
Suroto. Sehingga inkulturasi baru dimulai pada keesokan harinya. Namun, karena ada
beberapa faktor peneliti dan kepala desa sekapat untuk menggunakan rumah bapak
Surmaji sebagai tempat tinggal sementara selama penelitian dan pendampingan ini

dilaksanaka. Sama-sama berada di Dusun Soko namun berbeda RT. Sehingga lebih
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dekat dengan masyarakat dan akses jalan serta jaringan signal menjadi pertimbangan
dalam berkomunikasi.

Proses inkultuturasi berjalan dengan lancar, karena sambutan dan respon
masyarakat Desa Depok sangat positif dan mendukung adanya penelitian dan
pendampingan di desanya. Alasan mendasarnya karena belum ada kegiatan semacam
ini yang dilakukan di desa mereka. Serta sedikit rasa kasian kepada peneliti karena
dianggap jauh-jauh datang dari Surabaya ke desa terpencil dan sendirian melakukan
penelitian sebagai kegiatan wajib dalam pembelajaran®. Selain melakukan inkulturasi
kepada para tetangga, inkulturasi juga dilakukan di lingkungan kantor pemerintahan
Desa Depok, majlis yasinan dan tahlil serta ke berbagai institusi seperti sekolah dan
puskesmas di lingkungan Desa Depok.

Gambar 6.4

Bersama anak-anak SDN 03 Desa Depok dan guru pendamping

Sumber : Dokumentasi peneliti

3 Wawancara dengan ibu Tutik (30 tahun), masyarakat dusun Soko, tanggal 25 Oktober 2016, pkl. 10.00
WIB.
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C. Menyepakati Agenda Riset Bersama

Setelah melakukan assessment dan inkulturasi dengan masyarakat berjalan
kemudian mulai mengadakan lobby-lobby dengan stakeholder terkait. stakeholder
adalah pihak-pihak yang memiliki peran dan fungsi sentral dalam seluruh kegiatan
yang dilakukan. Mulai dari penemuan isu masalah, perencanaan strategis, melakukan
aksi, pendanaan hingga evaluasi untuk keberlanjutan program. Sehingga ada dan tidak
adanya perubahan ke arah yang lebih baik adalah tanggung jawab penuh dari
stakeholder yang terlibat.

Pemetaan stakeholder adalah proses krusial, bongkar pasang mitra juga sempat
dialami oleh peneliti. Karena peneliti membawa isu kebencanaan sehingga sedikit
susah mencari stakeholder yang relevan yang tahu, mau dan mampu melakukan proses
demi proses dalam penelitian dan menajdi subjek dampingan. Dalam hal ini pertama
yang dihubungi adalah pemerintah Desa Depok yang diwakili oleh bapak kepala desa
dan bapak sekertaris desa pak suroto dan pak surmaji.beliau adalah pintu pertama
komunikasi tentang maksud dan tujuan diadakannya riset partisipatif berbasis isu
kebencanaan di desa mereka.

Karena bertepatan dengan diadakannya rapat rutinan oleh pemerintah Desa
Depok dengan jajaran ketua RT, ketua RW dan anggota BPD pada hari itu tepat
diadakannya musyawarah, acara tersebut terbingkai dalam kegiatan arisan RT Desa
Depok. Semacam forum komunikasi antara pemerrintah desa dengan penyambug
aspirasi paling kecil yaitu para ketua RT. Dalam melaksanakan proses menyepakati

agenda riset bersama masyarakat disepakati bahwa untuk masalah administrasi dan
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keperluan data tentang desa dapat diakses langsung ke bagian administrasi desa, bapak
Surmayji sebagai sekertaris desa membuka akses informasi dan data yang diperlukan.
Komunikasi antara peneliti dan stakeholder dalam hal ini pemerintah desa menjadi
mudah. Tahapan selanjutnya untuk menggali data-data dan informasi-informasi
kebencanaan yang belum tersedia di pihak pemerintah desa peneliti bersama kepala
desa dan sekertaris desa menyepakati untuk langsung terjun di masyarakat.
Menghimpun informasi berbasis partisipasi masyarakat mengenai kebencaan yang ada
di Desa Depok.

Stakeholder yang terkait dalam hal ini untuk memfasilitatori kegiatan penggalian
data dan informasi awal dengan masyarakat, maka jajaran kepala dusun ambil bagian.
Empat orang kepala dusun dari Dusun Soko, Kebunagung, Banaran dan Joho sangat
antusias menjadi leader memandu dan membantu mengumpulkan masyarakat dalam
FGD yang akan dilaksanakan dalam minggu ke-3 penelitian dan pendampingan di Desa
Depok. Demikian halnya dengan anggota TNI yang bertugas sebagai BABINSA di
Desa Depok, bapak Wiyono. Tugas BABINSA di desa tidak lain untuk memastikan
desa aman dan tentram. Sehingga peran BABINSA dengan respon yang positif juga
turut membantu dan membimbing pelaksanaan dan penelitian di Desa Depok.

Setelah terjalin kesepakatan dan kerjasama dengan stakeholder lokal, selanjutnya
adalah menjalin komunikasi kepada instansi terkait. Masalah perizinan untuk
penelitian dan pendampingan pada pemerintah kecamatan bendungan. Respon kepala
kecamatan pak Nur Kholik juga mendukung serta bersedia memberikan akses dan

kemudahan untuk kelancaran penelitian dan pendampingan di wilayahnya. Dalam
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penelitian dan pendampingan urusan kebencanaan tentu sangat relevan jika menjadikan
instansi-instansi terkait menjadi patnner dan pembimbing di lapangan selain dosen
lapangan. Seperti BPBD Kab. Trenggalek terutama tim PUSDALOPS yang mengelola
bank data kebencanaan dan tempat tenaga ahli kebencanaan bertukar pikiran dengan
peneliti serta memberi masukan untuk kebaikan bersama.

Diagram 6.1

Diagram venn stakeholder terkait dalam penelitian dan pendampingan

Masyarakat Desa Depok
// - o \\\ S
PemDe )~ \\
BPD )
BABINSA

T\

BPB

Sumber : Analisis peneliti

Untuk mengetahui posisi sosial dan kekuatan politik untuk Penempatan para
aktor baik institusi maupun individu dalam kuadran memiliki beberapa karakteristik.
Diantaranya adalah kotak A diisi oleh aktor yang mempunyai kekuatan besar (posisi sosial
dan kekuatan politik), namun mempunyai kepentingan atau peranan kecil. kotak selanjutnya
adalah kotak B, kotak ini diisi oleh aktor yang memiliki kekuatan yang besar dan
kepentingan/peranan yang tinggi pula. Kotak C ini berisi aktor dengan kekuatan yang

rendah, namun mempunyai kepentingan atau peranan yang tinggi dalam masyarakat.
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Dan yang terakhir kotak D ini berisi aktor-aktor yang kekuatannya rendah dan

kepentingan/perannya rendah pula.tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini;

1.

Tabel 6.1

Kuadran posisi sosial dan peran politik stakeholder

High Kuadran stakeholder
A B

Power
Pemerintah Desa Depok | Pak Surmaji (SekDes)
BPBD kab. Trenggalek Pak Babinsa Wiyono
C D
Kelompok yasinan ibu- Kelompok Arisan RT
ibu Dusun Soko Kelompok Rentan Desa
Bu bidan Katini Depok
Pak Rani (BPD)
Pak Purwadi (Perhutani)
Low Interest
—

Sumber : analisa Peneliti

Kotak A: High Power and Low Interest, mempunyai kekuatan besar (posisi sosial dan

kekuatan politik), namun mempunyai kepentingan atau peranan kecil. Di kotak A diisi oleh

pemerintah Desa Depok dan BPBD kabupaten Trenggalek yang secara posisi dan institusi

kedua lembaga milik negara ini memilliki kekuatan besar dalam mengimplementasikan

upaya pengurangan risiko bencana di tingkat lokal, namun karena kesibukan dan skala

prioritas dalam memandang isu bencana, maka peranan kedua lembaga ini masih terbilang

kecil.

Kotak B:  High Power and High Interest, diisi oleh aktor yang memiliki kekuatan

yang besar dan kepentingan/peranan yang tinggi pula. Pada dasarnya beberapa

orang saja sebenarnya cukup untuk menjadi local leader bagi masyarakat desa yang

lainnya. Dalam kotak ini beberapa orang diantaranya adalah tokoh dengan kekuatan
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dan peranan dalam masyarakat tinggi. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah
sekertaris Desa Depok, bapak Surmaji dan anggota Babinsa Desa Depok bapak
Wiyono yang sangat berperan aktif untuk aware terhadap isu-isu bencana di Desa
Depok.

. Kotak C: Low Power and High Interest, berisi aktor dengan kekuatan yang rendah,
namun mempunyai kepentingan atau peranan yang tinggi dalam masyarakat.
Seperti Kelompok yasinan ibu-ibu Dusun Soko, Bu bidan Katini, Pak Rani (BPD),
Pak Purwadi (Perhutani). Totoh-tokoh di atas serta instansi penyedia layanan
kesehatan dalam hal ini puskesmas dan puskesmas pembantu beserta seluruh
tenaga medis juga menjadi bagian penting adalah gambaran masyarakat yang
memiliki peranan besar dalam upaya pengurangan risiko bencana, namun tidak
dapat berbuat apa-apa karena tidak memiliki kemampuan (power).

. Kotak D: Low Power and Low Interest, ini berisi aktor-aktor yang kekuatannya rendah
dan kepentingan/perannya rendah pula. Selain dangan stakeholder yang terlibat
diatas beberapa stakeholder yang lain seprti kelompok arisan RT dan kelompok
renran yang juga menjadi bagian dalam penelitian dan pendampingan ini. Tidak
dapat dipungkiri kelompok rentan yang juga menjadi bagian dalam masyarakat
depok adalah subjek pendampingan, karena sesungguhnya merekalah yang harus
didamping menjadi komunitas tangguh. Untuk lebih lengkap tentang fungsi dan

perannya akan lebih lengkap dijabarkan dalam tabel berikut;
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Tabel 6.2
Analisa Stakeholder
No. Institusi Karakteristik Resource Bentuk Tindakan yang
keterlibatan harus di lakukan
1. Kelomp | Masyarakat Memiliki Sebagai subjek | 1. Terlibat  aktif
ok rentan | yang  rentan | pengalaman | yang dalam kampanye
terkena dan menjalankan dan peningkatan
dampak pengetahuan | upaya pemahaman
bencana tanah | dalam pengurangan dengan
longsor pengurangan | risiko bencana informasi
risiko tentang
bencana pengurangan
risiko bencana
2. Merubah
paradigm
tentang bencana
yang ditangani
dengan
responsive
menjadi
preventive dan
melakukan PRB
2. Pemerint | Penyelenggara | Memiliki
ah Desa | pemerintah otoritas
desa dan | tertinggi  di
pengambil tingkat desa
kebijakan
desa, termasuk
kebijakan
penanganan
kebencanaan
3. Kelomp | Wadah ketua | Keanggotaan |1. Sebagai Memberikan arahan
ok RT, ketua RW, | yang kelompok | dan informasi serta
Arisan Kepala Dusun | terstruktur utama membangun
RT dan  jajaran | dan legal di dalam riset | kesadaran  dengan
Pemerintah bawah partisipatif | masyarakat tentang
Desa serta | pemerintah untuk kebencanaan  dan
BPD desa, sumber perubahan | upaya PRB di desa
dana  dapat dalam PRB
dihimpun di desa
oleh anggota
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2. Termasuk

inisiasi dan

perumusan
startegi
pemecahan
masalah
3. Sebagai
penyalur
aspirasi
masyarakat
kepada
pemerintah
desa
sebagai
pemegang
otoritas
penuh
untuk
pembangun
an dan
pengemang
an desa
Puskesm | Sebagai Tenaga Pemberi Memberikan arahan
as lembaga kesehatan informasi kepada masyarakat
kesehatan yang kesehatan yang | melalui pendekatan
yang dimiliki | memberikan | berkaitan intra personal
oleh pelayanan dengan maupun ekstra
masyarakat dan kebencanaan personal tentang
desa pendampinga | kepada kesehatan dan
n kepada | masyarakat kebencanaan
masyarakat
yang rentan
terganggu
kesehatannya
BPBD Lembaga Penyedia Sebagai Pemberi informasi
kab. pemerintah data, narasumber tentang
Trenggal | yang focus | kebencanaan, | ahli  tentang | kebencanaan  dan
ek menangani pengetahuan | kebencaan dan | mendampingi desa
isu-isu dan informasi | pendamping dalam PRB
kebencanaan | PRB kelompok
dan lembaga tangguh yang
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yang ahli akan di bentuk
kebencanaan di desa

Sumber : hasil analisa peneliti

Dari komunikasi yang dilakukan dengan stakeholder-stakeholder terkait di atas
disepakatilah beberapa poin penting untuk dilakukan riset bersama tentang masalah
kebencanaan. Agenda riset yang pertama melibatkan kepala desa dengan sekertaris
desa dengan peneliti menyepakati wilayah Desa Depok rawan longsor. Karena sering
terjadi longsor skala kecil hingga besar, poin kedua diperlukannya komunitas yang
dibentuk di masyarakat sebagai pioneer kesiapsiagaan di Desa Depok. dan
menyepakati kelompok arisan RT yang dilakukan setiap hari senin wage sebagai
kelompok yang paling relevan, dari segi gender, intensitas pertemuan yang pasti, serta
sebagai penguatan kearifan lokal masyarakat desa yang suka gotong royong dan tidak
individualis sebagai modal dikukuhkan kelak sebagai kelompok tangguh bencana yang
solid.

Riset kedua melibatkan kepala-kepala dusun dengan ketua RT sebagai
perwakilan masyarakat. Dalam FGD selain menggali data kebencanaan juga
melakukan penilaian risiko bencana serta melakukan pemetaan daerah rawan,
kelompok rentan bencana, kapasitas masyarakat meliputi infrastruktur dan
pengetahuan lokal dalam penanggulangan bencana. Kegiatan diatas juga dilakukan
dengan BABINSA Desa Depok untuk memperkuat atau validasi data dan validasi
sumber.

Riset ketiga dilakukan dengan BPBD Kab. Trenggalek sebagai tenaga ahli

bencana yang membantu mentrasformasikan data sosial yang telah dihimpun bersama
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masyarakat menjadi data spasial berupa peta rawan dan data statistic yang siap
dipergunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah desa
dalam bentuk laporan rekomendasi. Masukan dan penambahan-penambahan informasi
dari pthak BPBD Kab. Trenggalek selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai aksi
strategis menjadikan Desa Depok desa tangguh bencana dengan upaya pengurangan
risiko bencana yang sukses dilakukan.

Tabel 6.3

Jadwal riset yang telah disepakati

Pelaksanaan (Minggu)

Nama kegiatan Okt Nov ’ Des | Jan
1. Pemetaan Awal (preliminary mapping) X
2. Penentuan Agenda Riset untuk Perubahan Sosial X
3. Pemetaan Partisipatif (Partisipatory Mapping) XX
4. Merumuskan Masalah Kemanusiaan XX
5. Menyusun Strategi Gerakan X | XX
6. Pengorganisasian Masyarakat XXX
7. Melancarkan Aksi Perubahan XX | XXXX
8. Membangun Pusat-Pusat Belajar Masyarakat X | XXXX
9. Reflesi XX
10. | Meluaskan Skala Gerakan Dukungan XXX

Sumber : Hasil FGD dengan masyarakat

D. Merumuskan Masalah Bersama Komunitas

Penelitian ini menggunakan metodologi PAR dengan pendekatan PRA,
sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan metodologi penelitian bahwa PAR
adalah ssebuah konsep penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang
relevan (stakeholder) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (dimana

pengalaman mereka sendiri sebagai persoalan) dalam melakukan perubahan dan
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perbaikan ke arah yang lebih baik®. PAR adalah salah satu cara atau metode yang selalu
menggunakan partisipasi masyarakat dalam setiap langkah-langkah penelitian.
Dimulai dengan merumuskan masalah di komunitas, menyusun rencana aksi strategis
pemecahan masalah, hingga eksekusi aksi pemecahan masalah. Seluruhnya berbasis
komunitas atau masyarakat.

PRA (participatory rural apraisal) atau pemahaman pedesaan berdasarkan peran
serta secara umum melakukan pendekatan kolektif, identifikasi, dan klasifikasi
masalah yang ada dalam suatu wilayah pedesaan. PRA sendiri adalah sebuah teknik
untuk menyusun dan mengembangkan program oprasional dalam pembangunan
tingkat desa. Metode atau teknik ini ditempuh dengan memobilisasi sumber daya
manusia dan alam setempat, menstabilkan dan meningkatkan kekuatan masyarakat
setempat serta mampu pula melestarikan sumber daya setempat. Seluruh prosesnya
juga berbasis komunitas atau masyarakat.

Namun, karena keterbatasan tempat dan waktu dalam pemetaan masalah serta
aset yang dimiliki komunitas, maka kegiatan ini dirangkai dalam suatu rangkaian acara
FGD dengan masing-masing perwakilan Dusun. Untuk melaksanakan kegiatan FGD
tersebut peneliti menghubungi kepala desa dan sekertaris desa untuk mengkonfirmasi
langkah-langkah yang harus ditempuh. Arahan dari kepala desa dan sekertaris desa
adalah dengan mengkonfirmasi langsung pada masing-masing kepala dusun untuk

tanggal, waktu, tempat dan kebutuhan lainnya agar kegiatan FGD berjalan lancar.

4 Agus Afandi. dkk,“modul participatory action research (par): untuk pengorganisasian
masyarakat(community organizing)”,1ppm uin sunan ampel surabya, surabaya:2016, hal.91
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Masing-masing kepala dusun dan peneliti menyepakati jika acara FGD untuk
pemetaan masalah komunitas adalah dengan menyebar undangan kepada masing-
masing ketua RT, ketua RW dan anggota BPD yang berdomisili di dusun yang akan
ditempati sebagai lokasi FGD. Untuk tanggal dan waktu masing-masing dusun memilih
hari yang tidak berjauhan. Dimulai oleh dusun Joho yang dilaksanakan pada tanggal 7
November 2016 pukul 10.23 WIB acara dimulai, padahal dalam undangan tercantum
waktu pelaksanaannya adalah pukul 09.00 WIB. Masyarakat dusun Joho yang
mayoritas petani dan peternak harus mengambil rumput dahulu sebelum menghadiri
acara FGD, karena kegiatan mengambil rumput adalah kegiatan sehari-hari dan
prioritas bagi masyarakat dusun Joho.

Sedangkan untuk dusun Banaran dan Dusun Kebunagung dilakukan pada tanggal
08 dan 09 November 2016. Bertempat di rumah bapak Puryani selaku kepala dusun
Banaran dan Aula kantor balai desa dipilih untuk tempat dilakukannya FGD dusun
Kebunagung. Masalah waktu tidak jauh beda dengan dusun Joho karena mayoritas
kegiatan masyarakat yang tidak dapat ditinggalkan untuk mengambil rumput di pagi
hari membuat acara FGD dilakukan sedikit siang. Untuk dusun Soko, kegiatan FGD
dilakukan pada hari Jum’at tanggal 11 November 2016 dilakukan di rumah bapak
Surmaji (RT 03).

Kegiatan FGD mendapat respon yang luar biasa dari para undangan, dalam hal
ini adalah para ketua RT, ketua RW, anggota BPD, Babinsa Desa Depok pak Wiyono
dan beberapa perangkat desa yang juga turut hadir. Peneliti hanya memberi beberapa

pertanyaan mengenai isu yang diangkat, kemudian masyarakat bercerita sesuai dengan



170

yang terjadi di desa ini, berdiskusi dua arah, sesekali meminta penjelasan dan
pembenaran kepada yang lain. Komunikasi mengalir dan mulai cair ketika diantara
bapak-bapak tersebut ada yang melucu dengan nada bercanda.

Tabel 6.4

Jadwal FGD untuk merumuskan masalah komunitas

No. | Tanggal | Tempat ‘ Temuan masalah
1. Senin, 07 Rumah kepala - Pernah terjadi longsor skala
November 2016 dusun Joho besar tahun 2009
(Mulani) - Pernah terjadi kekeringan

hingga 5 bulan tanpa air,
akses air susah dan jauh

- Kelompok rentan (lansia
sangat tinggi)

- Infrastruktur jalan dan
jembatan perlu peremajaan

- Posisi yang di balik bukit
sehingga akses komunikasi
susah (signal)

- Ekonomi masyarakat yang
masih prasejahtera

- Belum ada pendidikan atau
informasi kebencanaan

- Trauma dan dampak
psikologis akibat longsor
tahun 2009 masih melekat di
benak masyarakat ( terutama
masyarakat yang direlokasi)

2. Selasa, 08 Rumah kepala - Satu rumah minimal satu
November 2016 dusun Banaran ( lansia (tingginya jumlah
Puryani) kelompok rentan (lansia))

- Belum pernah ada
pendidikan atau informasi
kebencanaan sebelumnya

- Ekonomi masyarakat dusun
yang masih banyak
prasejahtera

- Signal susah untuk
berkomunikasi




171

- Sering terjadi longsor-
longsor kecil di lereng jalan

dusun
3. Rabu, 09 Aula kantor - Pendidikan dan pengetahuan
November 2016 kepala desa masyarakat terhadap bencana

tanah longsor rendah

- Belum ada kelompok atau
komunitas yang fokus dalam
masalah kebencanaan

- Isu kebencanaan tidak
seberapa penting menurut

masyarakat
4. Jumat, 11 Rumah sekertaris | - Kesadaran akan bahaya tanah
November 2016 desa (Surmaji) longsor ada, namun

masyarakat tidak melakukan
upaya pencegahan (apatis)

- Paradigma masyarakat yang
menggantungkan urusan
bencana kepada pemerintah

- Belum ada upaya
pengurangan risiko bencana

- Beberapa masyarakat bahkan
menambang pasir di lereng
sehingga pernah terjadi tanah
longsor pada tahun 2013 (RT
07)

- Tidak ada langkah reboisasi
di sekitar aliran sungai yang
terkena erosi sungai

- Peran kelompok masyarakat
(komunitas
kartar/remas/intitusi yang
lain) tidak maksimal
(vakum).

Sumber : FGD dengan masyarakat masing-masing dusun

Fenomena atau isu bencana alam bukan prioritas dalam kehidupan masyarakat.
Mengutip dokumen pembentukannya, “Kampung Siaga Bencana (KSB) adalah sebuah
wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/ tempat

untuk program penanggulangan bencana” yang diluncurkan pada tahun 2011 oleh
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Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Direktorat Jenderal

Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI. KSB dibentuk dengan

maksud “untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan risiko

bencana dengan cara menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan

bencana berbasis masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia
25

yang ada pada lingkungan setempat’.

Gambar 6.5

Proses FGD dengan masyarakat

FGD dusun Joho — FGD dusun Banaran

FGD dusun Kebunagung — FGD dusun Soko

Sumber : Dokumentasi peneliti

5 Muhammad Belanawane S, “Kampung Siaga Bencana Sebagai Instrumen Kebijakan Pengurangan
Risiko Bencana Berbasis Komunitas Di Indonesia: Politik Pembangunan Dan Partisipasi Dalam
Diskursus Pembangunan Kebencanaan,” SOSIO KONSEPSIA Vol. 5, No. 01, Jakarta:2015, hal. 310.,
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Karena menurut mereka kejadian tanah longsor secara frekuensi memang sering

terjadi. Namun dari segi kuantitas atau besar kecilnya bencana tanah longsor yang

terjadi di lingkungan desa cenderung kecil. Kejadian besar dan menimbulkan korban

jiwa memang tidak pernah. Namun jika kerugian harta dan dampak psikologis

beberapa kali telah terjadi. Di tahun 2008 saat intensitas hujan tinggi membuat longsor

besar sehingga membuat 2 RT di relokasi ke tempat yang lebih aman. Ratusan KK

mengungsi dan di reloaksi ke tempat yang lebih aman (Sekarang RT 29 dan RT 30)

Dusun Joho.

Kegiatan di atas juga termasuk dalam Merumuskan masalah sosial, beberapa

penilaian-penilaian terhadap ancaman, kerentanan, kapasitas dan risiko bencana.

1.

Menilai Ancaman

Penilaian ancaman merupakan upaya untuk menilai atau mengkaji bentuk-bentuk
dan karakteristik teknis dari ancaman-ancaman yang terdapat di desa/kelurahan.
Kegiatan ini akan menghasilkan informasi yang berkaitan dengan jenis-jenis
ancaman yang ada, lokasi spesifik ancaman-ancaman tersebut, intensitas, frekuensi,
durasi, probabilitas kejadian ancaman, dan gejala-gejala khusus atau peringatan
yang ada sebelum ancaman datang.

Menilai Kerentanan

Penilaian kerentanan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menilai atau
mengkaji kondisi-kondisi yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk
mencegah, mengurangi dampak, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi

ancaman bencana. Kegiatan ini akan menghasilkan informasi tentang kondisi-
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kondisi yang kurang menguntungkan dalam hal fisik, sosial, ekonomi, budaya dan
lingkungan dari warga masyarakat yang terpapar ancaman di desa/kelurahan
sasaran, yang bila bertemu dengan ancaman dapat menimbulkan korban jiwa,
kerusakan properti dan kerugian-kerugian lainnya. Penilaian kerentanan diharapkan
juga dapat memberi pemahaman akan interaksi berbagai tekanan dan faktor-faktor
dinamis yang dialami oleh masyarakat dengan elemen-elemen berisiko yang ada di
masyarakat, yang bila bertemu ancaman dapat menjadi bencana.

Menilai Kapasitas

Kapasitas atau kemampuan merupakan kombinasi dari semua kekuatan dan sumber
daya yang ada dalam masyarakat, kelompok, atau organisasi yang dapat mengurangi
tingkat risiko atau dampak bencana. Penilaian kapasitas mengidentifikasi kekuatan
dan sumber daya yang ada pada setiap individu, rumah tangga, dan masyarakat
untuk mengatasi, bertahan, mencegah, menyiapkan, mengurangi risiko, atau segera
pulih dari bencana. Kegiatan ini akan mengidentifikasi status kemampuan
komunitas di desa/kelurahan pada setiap sektor (sosial, ekonomi, keuangan, fisik
dan lingkungan) yang dapat dioptimalkan dan dimobilisasikan untuk mengurangi
kerentanan dan risiko bencana.

Menganalisis Risiko Bencana

Analisis risiko bencana merupakan proses konsolidasi temuan-temuan dari
pengkajian ancaman, kerentanan, dan kemampuan; serta menarik kesimpulan
tentang tingkat risiko bencana di desa/kelurahan sasaran. Hasil analisis ini berupa

penentuan peringkat risiko berdasarkan penilaian atas komponen ancaman,
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kerentanan dan kapasitas dalam kaitan dengan setiap ancaman yang ada. Bila
ancaman yang dihadapi banyak, penilai dapat memprioritaskan beberapa ancaman
tertentu berdasarkan probabilitas dan dampak yang tinggi saja. Analisis ini
merupakan dasar untuk mengembangkan program desa/kelurahan tangguh bencana.
Komponen penyusun berdasarkan hasil kajian dapat dijadikan dasar penyusunan
rencana peredaman ancaman, penguatan kemampuan dan pengurangan kerentanan
dalam rangka mengembangkan desa/kelurahan yang tangguh.
E. Membuat Perencanaan Program Strategis

Beberapa masalah diatas diakibatkan oleh faktor manusia, kelembagaan dan
kebijakan yang belum menerapkan PRB dalam bencana tanah longsor. Dari faktor
manusia, rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang PRB
dikarenakan belum adanya pendidikan dan pemberian informasi mengenai PRB. Dari
faktor kelembagaan belum terbentuknya kelompok atau komunitas yang focus dalam
PRB tanah longsor, dimana pengorganisasian dan inisiasi pembentukan komunitas juga
belum tercetus. Sedangkan di tingkat pemerintahan dalam hal ini belum ada
implementasi program yang dapat menngurangi risiko tanah longsor di desa. Hal ini
memerlukan fasilitas dan advokasi dari masyarakat bersama peneliti.

Faktor-faktor seperti belum adanya pendidikan dan pemberian informasi
mengenai PRB, pengorganisasian dan inisiasi pembentukan komunitas juga belum
tercetus dan implementasi program yang dapat menngurangi risiko tanah longsor
disebut sebagai akar masalah. Hingga strategi pemecahan akar masalah yang harus

dilakukan yakni;
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. Rencana Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan

Rencana Kontinjensi Desa/Kelurahan

Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan

Peningkatan Kapasitas Warga dan Aparat dalam PRB

Pemaduan PRB ke dalam Rencana Pembangunan Desa dan Legalisasi

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program di tingkat Desa/Kelurahan

Langkah strategis diatas disusun dan dikonsultasikan bersama masyarakat dan

stakeholder tenaga ahli, atau BPBD Kab. Trenggalek. Sehingga program yang telah

disusun bersama diatas dapat dijalankan secara partisipatif dan bukan top-down.

Pelibatan masyarakat sangat penting, karena mereka adalah subjek dari penelitian dan

pendampingan ini. Masyarakat menjadi tokoh sentral dalam merumuskan masalahnya

hingga menentukan langkah strategis dalam pemecahan masalah secara mandiri.

Dengan demikian masyarakat secara tidak langsung telah menjadi masyarakat yang

terbangun kesadarannya secara kritis dan membuat suatu perubahan (transformasi

social) kearah yang lebih baik.

Tabel 6.5

Strategi pemecahan masalah

Tujuan akhir Pengurangan risiko bencana tanah longsor di Desa
(goal) Depok

Tujuan (purpose) | Membangunn kesiap siagaan masyarakat dalam
menghadapi bencana tanah longsor

Hasil (output) 1. Terbangunnya kesadaran masyarakat tentang PRB

2. Terbentuknya kelompok/komunitas yang focus
dalam PRB tanah longsor

3. Implementasi program tentang upaya PRB di
pemerintahan desa
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Kegiatan 1. Menyelenggarakan pendidikan/penyadaran
komunitas dalam RPB tanah longsor
1.1 kampanye dan sosialisasi PRB di masyarakat
1.2 membuat zonasi daerah rawan, jalur evakuasi
dan titik kumpul bersama masyarakat
1.3 pembuatan media informasi untuk peringatan
dini berupa rambu-rambu dll.
2. Pembentukan kelompok/komunitas yang focus
dalam upaya PRB di desa
2.1 mengidentifikasi kelompok masyarakat yang
telah ada
2.2 mengorganisir ~ pembentukan kelompok/
komunitas yang focus dalam upaya PRB di Desa
2.3 menyusun struktur organisasi, visi misi,
kelompok kerja, penanggung jawab dan sumber
dana
2.4 melancarkan aksi gerakan PRB di desa
3. advokasi agar pemerintah  desa  segera
mengimplementasikan program tentang upaya PRB
di desa
3.1 menyusun dokumen rencana aksi komunitas
3.2 mengupayakan kelompok siaga di desa
berstatus legal dibawah naungan paying hukum
pemerintah desa.
3.3 Koordinasi lumbung bencana dan dana siaga
sebagai upaya PRB di desa.
Sumber : BPBD Kab. Trenggalek dan Pemerintah Desa Depok

Jika di bagian atas telah dibahas mengenai temuan masalah yang disusun dalam
pohon masalah, maka kegiatan menyusun strategi gerakan adalah kegiatan untuk
mengubah masalah menjadi harapan yang ingin dicapai oleh masyarakat. Masalah -
masalah yang telah ditemukan dicari solusi agar menjadi suatu perubahan kearah lebih
baik. Perubahan tersebut merupakan harapan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh
komunitas. Dalam hal ini adalah merubah ancaman dan kerawanan menjadi

ketangguhan.
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Pohon Harapan
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Aktivitas dan kegiatan sehari-hari
masyarakat selalu siap siaga

Ketangguhan masyarakat terhadap akses
jalan dan infrastruktur meningkat

Penurunan risiko
kerugian harta benda
dan korban jiwa

Dampak psikologis/
trauma akibat tanah
longsor pada masyarakat
dapat dikurangi

Risiko hancurnya
infrastruktur jalan dan
tiang listrik menurun

1

1

Menurunnya kerentanan masyarakat dalam menghadapi bencana tanah longsor

1

1

Meningkatnya Adanya kelompok Ada implementasi
kesadaran masyarakat masyarakat yang program yang
terhadap PRB tanah focus dalam PRB menangani PRB
longsor
) )
Adanya pemahaman Adanya Ada yang
PRB di masyarakat pengorganisasian memfasilitasi program
untuk membuat PRB tanah longsor
kelompok PRB
Adanya pendidikan Adanya inisiasi dalam Ada advokasi tentang
tentang PRB di pembentukan implemenatasi
masyarakat kelompok PRB program PRB

Sumber : hasil FGD dan Rekomendasi BPBD Kab. Trenggalek
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Inti harapan dari komunitas adalah menurunnya tingkat kerentanan masyarakat
dalam menghadapi bencana tanah longsor. Agar risiko-risiko yang mengancam
komunitas dapat dikurangi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk
pengurangan risiko bencana adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman
masyarakat melalui pendidikan atau kampanye. Dengan membentuk wadah atau
lembaga komunitas yang berfokus pada isu kebencanaan  sebagai media
pegorganisasian masyarakat. Sedangkan pembenahan sistem dan pengintegrasian
peraturan dan kebijakan oleh pemerintah desa juga dapat diadvokasi. Tujuan dari
semua kegiatan tersebut adalah agar masyarakat senantiasa menerapkan budaya aman
atau siap siaga bencana tanah longsor dan peningkatan posisi masyarakat yang
sebelumnya rawan menjadi masyarakat yang tangguh bencana.

F. Membangun Jaringan Stakeholder
1. Pemerintah Desa

Peran pemerintah sangat sentral dalam kegiatan ini. Membangun komunikasi dan
penyamaan visi, misi serta tujuan dari kegiatan ini menjadi faktor yang paling penting.
Selain itu faktor hasil atau dampak dapat dimonitoring bersama. Seluruh perangkat
desa selalu terlibat langsung dalam seluruh kegiatan. Karena peran dan fungsi yang
begitu sentral ini, maka beberapa proses kegiatan penelitian dan pendampingan yang
dilakukan di Desa Depok tidak seluruhnya partisipatif.

Aspek keterbatasan waktu dan tenaga dalam pengumpulan masyarakat untuk
selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan menjadi alasan dasar. Beberapa

diantaranya yang menggunakan asas keterwakilan oleh pemerintah desa adalah saat
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pemilihan anggota kelompok tangguh bencana Desa Depok pada tanggal 17 Januari
2016. Pemilihan ini dilakukan di kantor pemerintah Desa Depok dengan beberapa
anggota BPD dan diwakili oleh beberapa ketua RT dan ketua RW saja. Karena menurut
pemerintah desa, jika dilakukan dalam forum maka akan memakan waktu yang lama,
dan biasanya menjadi tertunda.

Kerana peneliti mempercayai kebiasaan masyarakat yang bertindak demikian
maka kegiatan tersebut tetap berjalan dengan lancar. Kemudian ditindak lanjuti
menjadi penerbitan SK kepala desa. Masyarakat dan kelompok tangguh yang telah
dibentuk diorganisir dalam satu forum kemudian dikukuhkan oleh kepala desa.
Sehingga masalah ketidaktersedian wadah komunitas dalam pengurangan risiko
bencana dapat terselesaikan.

Gambar 6.6

Proses Pembentukan kelompok tangguh bencana

Sumber : dokumentasi peneliti

2. Kelompok arisan RT
Membangun komunikasi kepada kelompok arisan RT ini bermula pada acara

yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Depok pada senin wage bulan oktober
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tahun 2016. Hanya beberapa ketua RT yang dapat diajak berkomunikasi karena masih
awal dan masih dalam acara sehingga tidak seluruh anggota dapat diajak berinteraksi.
Namun seiring berjalannya waktu, seluruh ketua RT, ketua RW, BPD dan para kepala
dusun dapat berinteraksi dalam berbagai acara. Salah satunya adalah saat acara FGD

di masing-masing dusun di Desa Depok. Berikut adalah data ketua RT di Desa Depok;

Tabel 6.6
Data ketua RT Desa Depok
Dusun RW ‘ RT Nama Ketua RT
Soko I 01 Kurdi
(Suyono) 02 Hilal
03 Suhuri
II 04 Kamirin
05 Saidi
06 Miseran

I 07 | Wagiman
08 Toimin
v 09 Subani

10 | Lamidi
Kebunagung v 11 | Marsup
(Slamet Widodo) 12 | Bani
13 Puryani
VI 14 | Masrip
15 Bari
16 | Sutini
VII 17 Sulastri
18 Juari
19 | Ngali
Banaran VIII 20 | Mujito dan Bibit Pande
(Puryani) 21 Margono
22 Senen
IX 23 Sarudi
24 | Ladi

25 Tukiran dan Sumiran
X 26 Bandi
27 Jasmani
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28 Ladi
Joho XI 29 Jasmani dan Gani
(Mulani) 30 | Bintoro
31 Jamari

Sumber : FGD bersama masyarakat

3. BPD ( Badan Pemberdayaan Masyarakat )

BPD adalah institusi di bawah naungan pemerintah desa. BPD merupakan
singkatan dari badan pemberdayaan masyarakat yang berperan dan dipercaya oleh
masyarakat juga diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembangunan di desa. Tidak
dapat dipungkiri peran BPD dalam pembangunan desa sangat fundamental. Tugas
pokok dari BPD adalah sebagai penjembatan dan penampung aspirasi masyarakat di
desa untuk kemudian diimplementasikan menjadi sebuah program atau kebijakan oleh
pemerintah desa sebagai program-program pemberdayaan masyarakat.

Bagan 6.3
Struktur kepengurusan BPD

KETUA WAKIL KETUA
Purwadi Bibit

SEKRETARIS
Nursidik

ANGGOTA
Mariyanto
Sugito
Rani
Muyoto
Winarno
Shoimin

Sumber : Kantor pemerintah Desa Depok
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Seperti yang telah tergambar dalam bagan di atas mengenai struktur organisasi
BPD. BPD memiliki struktur dan anggota yang sama seperti institusi lainnya. Diketuai
oleh bapak Purwadi. Dan didampingi oleh bapak Bibit dengan sekertaris adalah bapak
Nursidik. Sedangkan anggota yang lain adalah bapak Mariyanto, Sugito, Rani, Muyoto,
Winarno dan Shoimin.

Menjalin komunikasi dengan BPD tidaklah sulit. Dengan persamaan misi dan
tujuan kegiatan penelitian serta pendampingan ini yang hakikatnya adalah tentang
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang dimaksud adalah
peningkatan rasa aman dengan bertambahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat
tentang isu kebencanaan di lingkungan mereka. Sehingga BPD dan peneliti saling
bersinergi dalam kesuksesan semua kegiatan yang dilakukan selama di lapangan.

4. BPBD ( Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

Stakeholder yang juga fundamental dalam kegiatan ini adalah pihak BPDB kab.
Trenggalek. Seluruh data spasial dan data dasar peta rawan bencana bersumber pada
peta milik BPBD kab. Trenggalek. Dalam institusi yang dikepalai oleh Drs. Joko
Rusianto, M.Si membantu peneliti dalam penyedian data dan mengolah data lapangan
menjadi data yang baru adalah tindakan yang tidak akan ada ruginya.

Faktor pengalaman dan keahlian dalam bidang kebencanaan benar-benar sangat
dibutuhkan ketika dilapangan. Seluruh data kebencanaan Kabupaten Trenggalek
disimpan dalam satu database bank data yang dikelola oleh Pusdalops BPBD Kab.
Trenggalek. Sehingga jika memerlukan data-data kebencanaan dapat diakses dengan

mudah di Pusdalops BPBD Kab. Trenggalek. Kampanye dan sosialisasi pengurangan
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risiko bencana juga dilakukan oleh pihak BPBD Kab. Trenggalek, yang dilakukan pada
tanggal 23 Januari 2017 di Aula kantor pemerintah desa. Pembicara dan
narasumbernya adalah bapak Agung dan pak Yani. Dengan peserta tidak kurang dari
70 orang hadir dalam satu ruangan.

Gambar 6.7

Kampanye Desa tangguh bencana oleh BPBD Kab. Trenggalek

Sumber : Dokumentasi Peneliti

5. BABINSA

Sebagai salah satu tokoh masyarakat di Desa Depok, Babinsa menjadi salah satu
stakeholder motor penggerak dan pengorganisir masyarakat. Selain itu Babinsa juga
menjadi salah satu motor mobilisasi aset sosial. Diantaranya adalah saat kegiatan kerja
bakti yang juga dijadikan sebagai kegiatan zonasi daerah rawan dengan memberikan
tanda rawan longsor sebagai upaya pengurangan risiko bencana. Dengan memberikan
tanda-tanda tersebut diharapkan kewaspadaan masyarakat meningkat sehingga sistem

peringatan dini bahaya longsor dapat bekerja secara efektif.



185

Gambar 6.8

Bapak Wiyono Babinsa Desa Depok

Sumber : Dokumentasi Peneliti

6. Tenaga Kesehatan Desa

Dalam melakukan upaya pengurangan risiko bencana, peran serta semua pihak
yang terkait juga menjadi sentral. Tidak terkecuali tenaga kesehatan di Desa Depok.
Bu Katini selain menjadi seorang bidan di desa dan berdinas di puskesmas pembantu,
beliau juga merupakan fasilitator antara peneliti dan masyarakat dalam melakukan
inkulturasi dan bersama menganalisa kebiasan-kebiasan masyarakat terkait isu
kebencanaan. Menjalin komunikasi dengan tenaga kesehatan juga merupakan termasuk
dalam pembuatan rencana kontijensi jika terjadi bencana di Desa Depok. Sehingga
tenaga kesehatan jika diperlukan sewaktu-waktu dapat bekerja secara efketif sehingga

kerugian dan dampak psikologis masyarakat dapat dikurangi.
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Gambar 6.9

Bidan desa bersama peneliti dan masyarakat saat acara yasinan di dusun Soko

Sumber : dokumentasi peneliti

7. Perguruan tinggi/akademisi

Perguruan tinggi menjadi instansi yang memiliki teori, dan kerangka berpikir
yang terstruktur agar kegiatan ini dapat dirangkai secara sistematis dan siap dipublikasi
sebagai media perluasan skala gerakan. Jika pendampingan berhasil dan pendampingan
gagal maka seluruhnya dapat menjadi bahan evaluasi bersama hingga ada perubahan
kearah yang lebih baik di kemudian hari. Baik dari pihak masyarakat, peneliti dan dunia
akademisi jika akan melakukan penelitian selanjutnya. Sehingga penelitian ini tidak
dapat dikatakan sebagai kegiatan terakhir. Justru kegiatan penelitian ini membuka
akses untuk penelitian selanjutnya.

Dibantu oleh seorang dosen lapangan dan dosen pembimbing penulisan hingga
siap dipublikasikan melalui laporan akhir. Beberapa revisi di beberapa lokasi dan
beberapa saran dan motivasi untuk melakukan kegiatan ini. Terkadang peneliti dalam
waktu yang telah ditentukan sering mati langkah dan tidak tahu apa langkah yang

selanjutnya dikerjakan. Bahkan saat menemukan kendala dalam penelitian dan
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pendampingan ini peran dosen lapangan dan dosen pembimbing menjadi sangat
bermanfaat dan kegiatan dapat berjalan tepat waktu.
G. Melakukan Aksi PRB

Daerah dengan kerawan bencana longsor adalah yang terletak di kaki bukit dan
daerah dengan lereng tersusun oleh tanah mudah lepas dan padat pemukiman. Oleh
karena itu masyarakat harus membangun kesiapsiagaan terhadap bencana longsor.
Kesiapsiagaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi
bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya
guna. Langkah membangun kesiapsiagaan masyarakat dengan upaya pengurangan
risiko bencana adalah langkah strategis dalam pendampingan di Desa Depok. beberapa
langkah dalam upaya pengurangan risiko bencana (PRB).

Untuk membangun kesadaran akan risiko bencana tanah longsor yang di lakukan
dengan membangun sistem peringatan dini, penyiapan jalur evakuasi bila terjadi
bencana, latihan simulasi bencana. Untuk meningkatkan kapasitas SDM dengan
Memahami potensi ancaman yang ada di daerah masing-masing, Memahami penyebab
atau tanda-tanda akan terjadinya bencana, dan Memahami apa yang harus dipersiapkan
dan yang harus dilakukan baik sebelum, pada saat dan sesudah bencana.® Dan
membentuk kelompok tangguh bencana untuk membantu mengkampanyekan gerakan
Kesiapsiagaan diri, keluarga dan sekolah akan sangat membantu dalam mengurangi

dampak bencana, baik kerugian harta maupun korban jiwa.

6 Ibid, him. 34.,
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Untuk itu pemerintah melaksanakan penyelenggaraan pengurangan risiko
bencana dengan landasan hukum UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulaangan
bencana. UU No. 24 tahun 2007 ini telah merubah paradigm penanganan bencana
menjadi penanggulangan bencana yang lebih menitik beratkaan pada upaya-upaya
sebelum terjadinya bencana. Penanggulangan bencana tidak hanya berorientasi pada
saat tanggap darurat, melainkan dilakukan sebelum (pra bencana), pada saat tanggap
darurat dan setelah (pasca bencana)’.

Tindakan PRB dapat dilakukan jika ada penumbuhan pola pikir sadar terhadap
ancaman bencana bagi msyarakat di sekitar lokasi rawan bencana.® Penanggulangan
Bencana adalah serangkaian kegiatan baik sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana
yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari
dampak bencana. Tanah longsor tidak membawa bencana sepanjang manusia yang ada
di sekitar peristiwa mampu mengantisipasinya. Korban jiwa dan material dapat
dihindari apabila setiap orang memiliki kompetensi dalam mengantisipas.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana, pasal 33-38, dinyatakan, bahwa: Penyelenggaraan
penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi; prabencana, saat tanggap

darurat dan pasca bencana. Pada Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada

7 Yukni Arifianti, "buku mengenal tanah longsor sebagai media pembelajaran bencana sejak dini”,
bulletin vulkanologi dan bencana geologi, volume 6 No. 3, hlm. 17.,
8 Ibid, hlm. 18.,
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tahapan prabencana meliputi; dalam situasi tidak terjadi bencana; dan dalam situasi

terdapat potensi terjadinya bencana.

Tabel 6.7

Langkah-langkah yang telah dilakukan utuk PRB

No. Kegiatan

Menyelenggarakan Pembentukan advokasi agar pemerintah
pendidikan kelompok/komunitas desa segera
komunitas dalam yang focus dalam mengimplementasikan
RPB tanah longsor upaya PRB di desa program tentang upaya
PRB di desa
1. kampanye dan mengidentifikasi menyusun dokumen
sosialisasi PRB di kelompok masyarakat | rencana aksi komunitas
masyarakat yang telah ada
2. membuat zonasi mengorganisir mengupayakan kelompok
daerah rawan, jalur pembentukan siaga di desa berstatus
evakuasi dan titik kelompok/ komunitas legal dibawah naungan
kumpul bersama yang focus dalam paying hukum pemerintah
masyarakat upaya PRB di Desa desa
3. pembuatan media Menyusun struktur Koordinasi lumbung
informasi untuk organisasi, visi misi, bencana dan dana siaga
peringatan dini kelompok kerja, sebagai upaya PRB di
berupa rambu-rambu penanggung jawab desa.
dll dan sumber dana

Sumber : Hasil FGD bersama masyarakat

Upaya pengurangan risiko bencana berupa : 1. Memperkecil ancaman kawasan; 2.
Mengurangi kerentanan kawasan yang terancam; dan 3. Meningkatkan kapasitas

kawasan yang terancam.

H. Melakukan Evaluasi dan Refleksi

Agar dapat diimplementasikan dengan berhasil, program Desa/Kelurahan
Tangguh Bencana perlu dilengkapi dengan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan

yang baik. Kegiatan-kegiatan ini perlu dilakukan sejak awal pelaksanaan program di
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berbagai tingkatan, mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai tingkat masyarakat.
Perangkat pemantauan dan evaluasi perlu dibuat sesuai dengan kemampuan
pemerintah daerah, sumber daya yang ada dan kapasitas warga, serta dapat
memberikan bukti-bukti yang diperlukan untuk memberi penilaian.

Secara umum kegiatan pemantauan bertujuan untuk mengamati apakah kegiatan-
kegiatan program telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Pemantauan dapat
dilakukan secara terpisah dengan evaluasi, juga frekuensinya dapat lebih banyak
daripada evaluasi. Pemantauan dapat berupa asistensi pelaksanaan program yang
membantu mengarahkan pelaksanaan program sesuai perencanaan. Kegiatan evaluasi
bertujuan untuk menilai keseluruhan pencapaian sasaran/hasil-hasil program sesuai
dengan indikator atau target yang direncanakan. Evaluasi dapat dilakukan beberapa
kali dalam masa implementasi program, setidaknya setiap tahun sekali. Pada akhir
program dilakukan evaluasi akhir untuk mencari hikmah pembelajaran (lessons
learned) dari pelaksanaan program.

Gambar 6.10

Kegiatan Evaluasi Dalam Rangkaian Kegiatan Pengukuhan Kelompok Tangguh
Bencana Desa Depok

Sumber : Dokumentasi peneliti
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Untuk program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, evaluasi secara khusus

diharapkan dapat menjawab:

1. Apakah program telah memberikan kontribusi untuk pengurangan risiko?

2. Apakah program telah berkontribusi pada mitigasi ancaman?

3. Apakah program dapat menghilangkan atau mengurangi kerentanan dan
mengembangkan kapasitas/kemampuan warga masyarakat maupun aparat
pemerintah di berbagai tingkat?

4. Apakah program berhasil memobilisasikan sumber daya setempat untuk
upaya-upaya pengurangan risiko bencana?

5. Apakah ada komitmen dari pemerintah Desa, Kelurahan, Kabupaten, Kota

dan Provinsi dalam keberlanjutan program?



BAB VII
MEMBANGUN MASYARAKAT SIAP SIAGA BENCANA TANAH
LONGSOR MELALUI PRB
A. Membuat Informasi Kebencanaan Sebagai Media Peningkatan
Pengetahuan Kebencanaan (Peringatan Dini)

Tujuan dengan dibuatnya informasi tentang kebencanaan diantaranya adalah
untuk membuka cakrawala dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap
berbagai ancaman bencana di wilayahnya, serta untuk meningkatkan kesiapsiagaan
dan mitigasi bencana. Alasan selanjutnya adalah untuk menambah wawasan dan
pengetahuan masyarakat terkait dengan manajemen risiko bencana di wilayahnya.
Alasan terkahir adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang
standarisasi data kebencanaan beserta produk hukum pemerintah desa yang
berkaitan dengannya.

Sering kali seolah bencana terjadi secara tiba-tiba sehingga masyarakat
kurang siap dalam menghadapinya, akibatnya timbul banyak kerugian bahkan
korban jiwa. Padahal sebagian besar bencana dapat diprediksi waktu kejadian
dengan tingkat ketepatan peramalan sangat tergantung dari ketersedian dan
kesiapan alat serta sumber daya manusianya. Sehingga dengan disusunnya media
informasi kebencanaan di Desa Depok dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat
terhdap berbagai ancaman bencana, mampu mengenali potensi ancaman dengan
karakteristik bencana yang dihadapi dan masyarakat memiliki pengetahuan dasar

mengenai sistem manajemen bencana.

192
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Beberapa informasi kebencanaan yang telah dihimpun bersama masyarakat
antara lain tentang karakteristik ancaman yang meliputi; faktor pemicu, unsur-unsur
yang mengancam, tipe, kecepatan dan jarak ancaman, tanda-tanda, frekuensi,
periode, durasi, akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana serta akar
penyebab bencana. Oleh karena itu masyarakat selalu dilibatkan dalam
mengidentifikasi permasalahan bencana di wilayahnya sendiri.

Temuan di lapangan menyebutkan bahwa bencana yang mengancam di Desa
Depok yang paling tinggi adalah bencana tanah longsor. Longsoran merupakan
salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya,
menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan
penyusun lereng tersebut. Ada 6 jenis tanah longsor, yakni: longsoran translasi,
longsoran rotasi,pergerakan blok, runtuhan batu, rayapan tanah, dan aliran bahan
rombakan.Jenis longsoran translasi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia.
Sedangkan longsoran yang paling banyak memakan korban jiwa manusia adalah
aliran bahan rombakan.

Jenis longsoran yang sering terjadi di Desa Depok adalah longsoran jenis
longsoran translasi, longsoran rotasi dan rayapan tanah. Longsoran translasi adalah
ber-geraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau
menggelombang landai. Sedangkan Longsoran rotasi adalah bergerak-nya
massatanah dan batuan pada bidanggelincir berbentuk cekung. Dan Rayapan Tanah
adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran

kasar dan halus.Jenis tanah longsor ini hampir tidak dapat dikenali.Setelah waktu
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yang cukup lama longsor jenis rayapan ini bisa menyebabkan tiang-tiang telepon,
pohon, atau rumah miring ke bawah.

Gambar 7.1

Longsoran translasi di Desa Depok

Sumber : Dokumentasi Peneliti

Longsoran translasi seperti di atas terjadi di sepanjang jalan Desa Depok.
Tepatnya di dusun kebunagung. Pada saat musim hujan dengan kondisi jalan yang
tidak terlalu lebar dapat terjadi longsoran seperti gambar di atas yang
mengakibatkan sebagaian atau seluruh bagian jalan desa akan tertimbun longsor
hingga menyebabkan terisolirnya akses jalan bagi masyarakat dan dapat
mengahambat kegiatan sehari-hari masyarakat.

Gambar 7.2

Longsoran rotasi di Desa Depok

Sumber : Dokumentasi Peneliti

Longsoran rotasi seperti gambar di atas, banyak ditemukan di sekitar wilayah

dusun Banaran. Membuat beberapa kerusakan ekologi dan badan jalan yang
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tertimbun longsoran bahkan dapat menyebabkan tiang listrik roboh dan berdampak

pada terganggunya aktivitas masyarakat dan kerugian lainya.

Gambar 7.3
Rayapan tanah di Desa Depok

Sumber : Dokumentasi Peneliti

Media informasi komunitas dalam hal ini adalah dengan memberikan
informasi tentang penyebab tanah lonsor dapat terjadi. Tanah longsor terjadi karena
ada gangguan kestabilan pada tanah/batuan penyusun lereng. Penyebab longsoran
dapat dibedakan menjadi penyebab yang berupa; Faktor pengontrol gangguan
kestabilan lereng dan roses pemicu longsoran. Gangguan kestabilan lereng ini
dikontrol oleh kondisi morfologi (terutama kemiringan lereng), kondisi batuan
ataupun tanah penyusun lereng dan kondisi hidrologi atau tata air pada lereng.
Meskipun suatu lereng rentan atau berpotensi untuk longsor, karena kondisi
kemiringan lereng, batuan/tanah dan tata airnya, namun lereng tersebut belum akan
longsor atau terganggu kestabilannya tanpa dipicu oleh proses pemicu.

Beberapa alat peraga atau tanda dan rambu yang menunjukkan kepada
masyarakat tentang informasi mengenai kebencanaan. Contohnya adalah dengan

menyusun peta rawan bencana dari hasil menghimpun data lapangan dan si
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transformasikan menjadi data spasial. Peta rawan bencana berfungsi sebagai media
informasi kepada masyarakat wilayah mana saja yang rawan terjadi bencana. Media
informasi yang lain adalah menghimpun informasi-informasi yang dapat merubah
paradigm dan kesadaran masyarakat mengenai fenomena kebencanaan yang terjadi
di wilayah mereka. Sebut saja dengan mencetak dan menyebarluaskan stiker dan
brosur mengenai informasi kebencanaan.

Isinya adalah sebagai panduan dalam mencegah hingga penanggulangan yang
sebaiknya dilakukan saat terjadi bencana. Serta beberapa rekomendasi untuk upaya-
upaya yang dapat dilakukan di fase pra-tanggap-pasca bencana. Beberapa
diantaranya diterbitkan oleh stakeholder terkait dalam hal ini adalah pihak BPBD
Kab. Trenggalek dan diantara lainnya dapat diakses di situs milik BNPB. Di dalam
melakukan pengurangan risiko bencana sendiri terdapat beberapa prinsip yang
dapat diikuti yaitu: Pengerahan sumber daya difokuskan pada kegiatan pencegahan,
kesiapsiagaan dan perencanaan, Sinergi dengan berbagai komponen pemerintahan,
Pelibatan semua pemangku kepentingan dan Prioritas Penanggulangan Bencana.

Tidak semua kegiatan di atas dapat dilakukan. Namun beberapa kegiatan
yang telah dilakukan bersama masyarakat untuk membuat informasi kebencanaan
antara lain dengan membuat peta rawan bencana, menentukan jalur evakuasi
bersama masyarakat, serta zonasi dan peletakan rambu rawan longsor di wilayah
yang dianggap rawan tejadi longsor.

1. Membuat Peta Rawan Bencana
Pembuatan peta rawan bencana tanah longsor ini adalah salah satu upaya

untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang daerah yang rawan terjadi
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longsor. Peta ini adalah hasil pengolahan data sosial menjadi data spasial yang
dikerjakan bersama masyarakat. Karena pada hakikatnya meskipun dapat dilihat
melalui aplikasi pengolahan data spasial, namun pengetahuann masyarakat
mengenai daerahnya adalah cara validasi yang partisipatif. Untuk lebih jelasya
dapat dilihat dalam gambar berikut;

Gambar 7.4

Proses Pembuatan Peta Rawan Bencana Desa Depok

Sumber : Dokumentasi Peneliti dan diolah melalui aplikasi GIS dan Global Mapper

Pelibatan masyarakat dan pemerintah desa dalam pemetaan wilayah rawan
ini berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama adalah mencari data spasial Desa
Depok berupa foto satelit wilayah Desa Depok yang kemudian diolah
menggunakan aplikasi GIS dengan melihat garis kontur dan aplikasi Global Mapper
untuk melihat derajad kemiringan lereng secara fisik dan lingkungannya.
Selanjutnya adalah proses melihat wilayah Desa Depok menggunakan citra satelit

yang kemudian ditandai menjadi daerah rawan oleh pemerintah Desa Depok.
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Hingga tahap terakhir adalah validasi dengan masyarakat di lapangan (di titik-titik
rawan longsor).

Dalam peta rawan bencana ada beberapa simbol dan makna yang terkandung.
Garis-garis di seluruh wilayah Desa Depok merupakan garis imajiner kontur, garis
hitam merupakan jalan desa. Garis biru merupakan sungai. Sedangkan titik-titik
merah yang tersebar diberbagai lokasi di wilayah Desa Depok merupakan wilayah
yang rawan terjadi longsor.

Gambar 7.5

Hasil Peta Rawan Bencana Longsor di Desa Depok

Sumber : diolah dengan aplikasi GIS dan Global Mapper

Persebaran titik-titik rawan longsor tersebut berada dibeberapa wilayah Desa
Depok. Diantaranya adalah wilayah RT 01, RT 06, RT 07, RT 10, RT 23, RT 28
dan RT 30. Hasil pemetaan secara manual kemudian diolah menjadi data spasial,

jika ditabulasi maka akan menjadi seperti tabel di bawah ini;
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Tabel 7.1
Persebaran lokasi rawan bencana di Desa Depok

Titik Koordinat | Lokasi | Ancaman |
(7°59°47.580” — 111°44°8.232”) RT 01 Longsor translasi
(7°58°43.320”—111°44°15.180”) | RT 06 | Rayapan tanah
(7°58°47.58.224” — 111°43°50.628”) | RT 07 | Longsor Rotasi
(7°58°32.952” - 111°4336.912”) | RT 10 | Rayapan Tanah
(7°57°39.312” — 111°44°16.836”) | RT 23 Longsor translasi
(7°57°23.724” — 111°44°2.904”) RT 28 Longsor translasi
(7°57°39.780” — 111°43°26.292”) | RT 30 Longsor translasi

Sumber : Hasil pemetaan dan FGD bersama masyarakat Desa Depok

SIENRIENISIINIES
o

Dengan adanya data-data kebencanaan di atas maka pengetahuan masyarakat
akan bertambah mengenai fenomena kebencanaan yang mengancam wilayah
mereka. Selanjutnya bagaimana masyarakat dapat menyebar luaskan informasi peta
rawan bencana yang ada di desa mereka kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa
terkecuali untuk mereduksi risiko bencana di wilayah rawan tersebut. Upaya di atas
juga merupakan langkah pengurangan risiko bencana dengan membangun
kewaspadaan masyarakat. Untuk memaksimalkan kegiatan di atas maka perlu
kegiatan tindak lanjut, setelah zonasi daerah rawan selanjutnya yakni kegiatan
untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat.

2. Zonasi dan Peletakan Rambu Rawan Longsor

Kegiatan zonasi dan peletakan rambu rawan longsor ini di inisiasi oleh
masyarakat Desa Depok bersamaan dengan kegiatan rutinan kerja bakti/ gerakan
pada tanggal 18-20 Januari 2017. Beberapa tokoh masyarakat juga turut
berpartisipasi dalam kegiatan ini. Diantaranya adalah Kepala DesaDepok, bapak
Suroto. Sekertaris desa, bapak Surmaji. Seluruh Kepala Dusun di Desa Depok, dan
beberapa Ketua RT yang terlibat hingga peran sentral Babinsa Desa Depok, Bapak

Wiyono yang mengorganisir masyarakat untuk bergotong royong.
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Gambar 7.6

Atribut rambu waspada sebagai media informasi bencana komunitas

Sumber : Dokumentasi Peneliti

Beberapa tempat yang telah disepakati sebagai wilayah rawan bencana tanah
longsor diberi rambu tanda peringatan dini agar masyarakat yang berada pada
wilayah tersebut dapat waspada, karena lokasi yang ditandai merupakan wilayah
rawan terjadi bencana tanah longsor. Jika masyarakat waspada maka kesiapsiagaan
masyarakat juga otomatis terbangun. Sehingga kesiapsiagaan masyarakat akan
mempengaruhi ketangguhan desa dalam menghadapi bencana tanah longsor di
kemudian hari.

Gambar 7.7

Peletakan rambu rawan bencana dan waspada longsor oleh masyarakat dan
peneliti

Sumber : Dokumentasi Peneliti
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3. Menentukan Jalur Evakuasi Bersama Masyarakat

Setelah pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat meningkat, solusi lain
agar upaya pengurangan risiko bencana lebih efektif adalah dengan menyepakati
jalur evakuasi dan titik kumpul evakuasi yang aman jika terjadi bencana. Upaya ini
diharapkan dapat menjadi momentum perubahan sikap dan perilaku masyarakat
yang memiliki “budaya aman”. Jalur yang disepakati sebagai jalur evakuasi adalah
jalur utama milik desa. Jalur ini menjadi sentral karena jalur ini dianggap paling
baik dan letaknya yang strategis dengan membelah desa. Faktor pengetahuan
masyarakat akan akses utama di desa juga tidak lupa menjadi pertimbangan dalam
pemilihan jalan utama desa juga menjadi jalur evakuasi aman.

Gambar 7.8

Rambu jalur evakuasi dan titik kumpul evakuasi

Sumber : Dokumentasi peneliti

B. Merubah Paradigma Masyarakat Dengan Membangun Kesadaran
Melalui Pendidikan Kebencanaan
1. Kampanye Desa Tangguh Bencana
Kegiatan kampanye untuk merubah paradigma masyarakat Desa Depok
mengenai isu kebencanaan, khususnya tanah longsor yang mengancam lingkungan

mereka tidak dapat dikatakan mudah. Namun dengan langkah sederhana dan
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apabila terus menerus digencarkan maka tidak ada yang tidak mungkin paradigma
masyarakat memandang bencana menjadi berubah.

Perubahan dalam hal ini meliputi perspektif masyarakat yang sebelumnya
menganggap isu bencana tidak sepenting isu ekonomi dapat berubah dengan
masyarakat yang melek informasi kebencanaan. Pandangan lainnya yakni perilaku
masyarakat yang selama ini jika terjadi bencana bergantung pada stakeholder lain
dapat berubah, dengan menjadi berdaya sehingga jika terjadi bencana masyarakat
dapat mengatasinya secara mandiri bahkan bila terdapat kerugian harta dapat
membangun kehidupan yang lebih baik. Sehingga ketangguhan masyarakat
menjadi fokus utama dan fundamental.

Langkah awal dalam pelaksaan kegiatan kampanye di Desa Depok ini dimulai
dari diskusi bersama masyarakat dan perangkat desa. Lalu berkomunikasi pada
BPBD Kab. Trenggalek sebagai stakeholder tenaga ahli. Setelah konsultasi
berjalan, kemudian penentuan tanggal, tempat dan peserta kampanye.

Kampanye ini bertujuan sebagai media atau forum komunikasi penyampaian
informasi kebencanaan yang sebelumnya telah dihimpun, baik oleh BPBD Kab.
Trenggalek maupun hasil penelitian di lapangan bersama masyarakat sendiri. Tidak
kurang dari 70 orang sebagai peserta kamapanye. Selain kampanye, kegiatan ini
juga merupakan kegiatan diskusi dua arah antara pemateri dan peserta diskusi.
Dapat pula dikatakan sebagai kegiatan sharing dan tanya jawab mengenai masalah
kebencaan yanga ada di lingkungan masing-masing peserta kampanye.

Sebagai pemateri adalah perwakilan BPBD Kab. Trenggalek, bapak Agoeng

dan bapak Yani. Sedangkan peserta kampanye adalah seluruh ketua RT, Ketua RW,
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anggota BPD dan seluruh jajaran pemerintah Desa Depok. Kegiatan kampanye ini
juga mendapat pengawalan khusus dari Babbinsa Desa Depok, bapak Wiyono.
Bertempat di aula kantor balai Desa Depok pada hari Senin tanggal 23 Janurari
2017. Pukul 10.00 — 13.00 WIB.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan kampanye siaga bencana antara
lain, pemaparan informasi tentang data-data dan statistik kebencanaan Desa Depok
yang menunjukkan bahwa Desa Depok adalah desa yang “juara” ancamannya.
Kemudian tentang informasi mengenai pengetahuan jika terjadi bencana apa saja
yang harus dilakukan serta dihindari oleh masyarakat. Khususnya kepada
pemerintah desa, pihak BPBD Kab. Trenggalek menghimbau untuk tidak segan
dalam berkomunikasi kepada masyarakat jika tanda-tanda terjadi bencana tanah
longsor nampak untuk segera ditindak lanjuti menjadi kegiatan “gerakan” untuk
upaya pengurangan risiko bencana. Karena sangat penting bertindak mencegah
daripada mengobati. Lebih baik mereduksi risiko daripada menanggulangi bencana,
meskipun penanggulangan bencana jika terjadi adalah kewajiban.

Gambar 7.9
Acara Kampanye Desa Tangguh Bencana oleh BPBD Kab. Trenggalek

Sumber : Dokumentasi Peneliti
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Banyak fakta-fakta yang sebelumnya tidak diketahui masyarakat, misalnya
jika tanah retak merupakan tanda longsor dan munculnya sumber air baru juga
indikator bencana longsor akan terjadi. Namun, masyarakat malah senang, karena
air dapat “diselang” atau dialirkan kerumah-rumah. Padahal langkah yang tepat
adalah dengan menimbun tanah retak atau sumber air baru dengan
tanah/pasir/lempung agar air tidak menggerus tanah hingga menyebabkan tanah
longsor yang merugikan. Fenomena-fenomena yang salah dimasyarakat menjadi
refleksi bahwa informasi kebencanaan sebenarnya sederhana, namun masyarakat di
lapangan tidak dapat mengaksesnya.

Gambar 7.10

Masyarakat yang antusias dalam kegiatan kampanye desa tangguh bencana

Sumber : Dokumentasi peneliti

2. Kampanye Informasi Kebencanaan Pada Salah Satu Institusi Yasin Dan Tahlil
Dusun Soko

Informasi kebencanaan yang telah diperoleh dari narasumber dalam kegiatan

di atas, kemudian disebarluaskan kepada masyarakat yang lain. Sehingga

pengetahuan yang telah dihimpun dapat menyebar lebih cepat, lebih masiv hingga
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lebih efektif dan efisien. Kelompok sasaran dalam hal ini selain para ketua RT
adalah kelompok ibu-ibu jamaah yasin dan tahlil di dusun Soko. Selain faktor
kedekatan peneliti terhadap komunitas ini, jumlah dan waktu yang dirasa cukup
menjadi landasan dalam kampanye kebencanaan yang disampaikan pada ibu-ibu
jamaah yasin dan tahlil.

Gambar 7.11

Kegiatan arisan jamaah yasin dan tahlil dusun Soko

Sumber : Dokumentasi peneliti

Kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat Desa Depok selalu rutin
dilaksanakan. Seperti kegiatan yasinan ibu-ibu di dusun Soko, kegiatan ini
dilakukan setiap hari minggu malam senin. Anggotanya berkisar 45 orangg jamaah.
Sehingga dalam suatu forum yasin dan tahlil dapat menjadi suatu forum juga dalam
penyampaian informasi kebencanaan di Desa Depok, sehingga masyarakat juga
dapat lebih waspada dan berhati-hati dalam kegiatan sehari-hari, terutama musim
hujan karena wilayah desa mereka rawan terhadap bahaya tanah longsor.

Alasan yang lebih utama adalah faktor kelompok rentan dalam komposisi
penduduk Desa Depok yang didominansi kelompok perempuan maka kampanye ini

harus dilakukan. Sebanyak 45 perempuan dewasa berkumpul pada satu rumah
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jamaah selepas maghrib, selain untuk mengadakan acara doa besama serta yasin
dan tahlil. Kelompok jamaah ibu-ibu ini juga melakukan arisan yang digunakan
sebagai tabungan hari raya (arisan bodo).

Dari gambar di atas, selain kegiatan yasin dan tahlil (keagamaan). Forum
ini juga sebagai wadah bagi ibu-ibu dalam melakukan arisan. Arisan yang dikelola
oleh bendahara jamaah juga bersifat sebagai tabungan yang dapat digunakan saat
kebutuhan di hari raya (lebaran idul fitri). Sehingga forum ini juga dirasa lebih
fleksibel dan tidak kaku dalam penyampaian informasi kebencanaan.

Gambar 7.12

Peningkatan pengetahuan kebencanaan masyarakat melalui majlis yasin dan tahlil

Sumber : Dokumentasi peneliti

Pertama yang disampaikan adalah hasil riset yang telah dilakasakan dalam 3
bulan terakhir. Peta-peta yang telah dibuat ditampilkan. Sehingga mengajak jamaah
yasin dan tahlil turut memikirkan masalah kebencanaan di lingkungan mereka dan
menemukan solusi atas masalah tersebut bersama. Peneliti memiliki keyakinan
bahwa, setelah masyarakat tahu, dia harus mampu dan mau untuk merubah kondisi

yang rentan menjadi masyarakat yang tangguh. Sehingga kegiatan ini juga untuk
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mendorong masyarakat setelah tahu, masyarakat harus mampu melakukan
perubahannya kemudian mau berubah adalah keniscayaan.
C. Membentuk Kelompok Tangguh Bencana

Beberapa kegiatan PRB memang difokuskan untuk kelompok arisan RT di
Desa Depok. Dengan harapan kelompok ini menjadi motor gerakan skala lokal.
Namun, untuk lebih mengefektifkan peran dan dari kelompok arisan ini maka,
jajaran pemerintah desa memutuskan untuk menjadikan kelompok legal dibawah
naungan pemerintah desa. Lebih mudah dikontrol dan mendapat komando langsung
dari pemerintah desa.

Dalam membentuk kelompok tangguh bencana Desa Depok terdapat
beberapa tantangan dan hambatan. Salah satunya adalah Kelompok yang terbentuk
pada tanggal 23 Januari 2017 ini belum memiliki program kerja yang dibentuk
secara partisipatif. Bagaimana mengimplementasikan upaya PRB dalam sebuah
program jika kelompok tersebut belum memiliki visi misi dan arah dalam
berorganisasi yang kuat. Kuat dalam hal ini adalah didukung dengan sarana,
prasarna dan sokongan dana.

Proses penyusunan struktur dan anggota serta tugas pokok dan fungsi
beberapa orang dalam kelompok arisan RT di rubah sesuai kebutuhan. Beberapa
alasan diantaranya adalah faktor usia dan gender yang mempengaruhi kinerja dalam
melaksanakan tugas dan fungsi pokok kelompok yang kemudian disebut sebagai
kelompok tangguh bencana Desa Depok ini. Berikut ini adalah struktur dan susunan

anggota kelompok tangguh bencana Desa Depok;
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Struktur Pengurus Dan Anggota Kelompok Tangguh Desa Depok

PEMBINA
Suroto
PENASEHAT
KOORDINATOR | oo BABINKAMTIBMAS
Rani BABINSA
[ | BPD
SEKERTARIS BENDAHARA
Sukar Bibit
|
|
KELOMPOK PRA KELOMPOK TANGGAP KELOMPOK KELOMPOK PASCA
BENCANA DARURAT ADMINISTRASI BENCANA
A. Regu Peringatan A. Regu Sar Dan DAN KOMUNIKASI A. Regu Pendataan
Dini Pertolongan Pertama A. Regu Administrasi Pemulihan
1. Suyono 1. Sukiman Dan Dokumentasi 1. Bibit (Pande)
2. Slamet 2. Setu 1. Endah 2. Martoyo
3. Puryanto 3. Panut 2. Sulastri 3. Wagiman
4. Mulani 4. Jirad 3. Novi 4. Soimin
B. Regu Pemetaan B. Regu Penilaian Cepat B. Regu Hubungan B. Regu Fasilitator
1. Slamet 1. Eko Luar Musyawarah
2. Kamirin 2. Latif. E 1. Yasir 1. Suyono
3. Puryani 3. Mulyoto 2. Sugito (Bpd) 2. Slamet
4. Jasmani 4. Soimin 3. Sugito (Rw) 3. Puryanto
C. Regu Pelatihan C. Regu Pengungsian 4. Pawito 4. Mulani
1. Nurbani 1. Purwadi C. Regu
2. Yuliana 2. Agus. S Pendampingan
3. Senen 3. Winarno 1. Katini
4. Basiran 2. Sulastri
D. Regu Dapur Umum 3. Wasis
1. Ari.E
2. Hartatik
3. Annisa
4. Siti Uswatun. F
E. Regu Logistik Dan
Perlengkapan
1. Wijianto
2. Maksum

3. Mariait
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Seperti dalam bagan di atas, pembina kelompok tangguh bencana Desa
Depok adalah Kepala Desa Depok, yaitu bapak Suroto. Memiliki tugas dan fungsi
sebagai penyelenggara desa siaga bencana. Sedangkan penasehat, Koordinator

kelompok, sekertaris, bendaharan dan masing-masing regu memiliki tugas dan

fungsi pokok sebagai berikut;

No. \

Tabel 7.2

Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Tangguh Desa Depok

JABATAN
Pembina

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Sebagai penyelenggara Desa Siaga Bencana

DN | —

Penasehat

Sebagai pemberi arahan dan masukan untuk
menciptakan Desa Siaga Bencana

[98)

Koordinator

Ketua pelaksana Desa Siaga Bencana

Sekertaris

Bertanggung jawab atas surat-menyurat
Kelompok Tangguh Bencana Desa Depok

Bendahara

Bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan
keuangan Kelompok Tangguh Bencana Desa
Depok

Regu Peringatan Dini

Melakukan sistem peringatan
dini (Early Warning System) dan
Menyelenggarakan sosialisasi, penyuluhan
atau kegiatan penyadaran masyarakat lainnya
tentang bahaya bencana

Regu Pemetaan

Melakukan pendataan dan pemetaan daerah
rawan bencana lokal, termasuk jalur evaluasi

Regu Pelatihan

1. Menyelenggaakan latihan-latihan tenaga
bencana di tingkat lokal bekerjasama
dengan instansi atau pihak terkait.

2. Menyelenggarakan simulasi/gladi
bencana sesuai jenis dan kerawanan
bencananya secara periodik sesuai
kebutuhan.

Regu Pertolongan
Pertama

Melakukan tindakan upaya awal penang-
gulangan bencana apabila terdapat korban jiwa
secara cepat

10.

Regu SAR

Melakukan tindakan upaya awal penang-
gulangan bencana apabila terdapat korban jiwa
hilang dan belum di temukan secara cepat

11.

Regu Penilaian Cepat

Melakukan penilaian korban jiwa, harta dan
kerugian yang di taksir saat terjadi bencana
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12. Regu Pengungsian Mengevakuasi masyarakat dan Menyiapkan
tenda pengungsian, sanitasi serta kebutuhan air
bersih untuk pengungsi
13. Regu Dapur Umum Menyiapkan kebutuhan konsumsi masyarakat
di pengungsian
14. Regu Logistik dan Membuat Lumbung Bencana sebagai kesiapan
Perlengkapan logistik dan sarana prasarana penunjangl
15. | Regu Administrasi dan | Melaporkan dan mendokumentasikan kegiatan
Dokumentasi Desa Siaga Bencana secara berjenjang kepada

dinas/instansi sosial kabupaten/kota/provinsi
dan Kementerian Sosial RI, baik kejadian
bencana ataupun kegiatan rutin dan lainnya.

16. Regu Hubungan Bekerjasama dan membentuk jejaring kerja
Masyarakat dengan pihak-pihak yang dianggap terkait.

17. Regu Pendataan Melakukan pendataan kebutuhan masyarakat
Pemulihan pasca bencana

18. Regu Fasilitator Membantu memfasilitasi kebutuhan
Masyarakat masyarakat pasca bencana

19. Regu Pendampingan Membantu seluruh pihak dalam upaya pemu-

lihan social
Sumber : hasil FGD dengan kelompok tangguh Desa Depok

Faktor jaringan yang belum terintegrasi dengan pusat (dusun-desa-kelurahan-
kecamatan-kabupaten) sehingga program kerja dan komando arahan yang prioritas
dikerjakan juga belum jelas. Peran tokoh masyarakat dalam kelompok ini juga
masih belum maksimal, mengingat paradigma masyarakat yang mulai paragmatis
masih belum bisa dihindari. Sistem organisasi yang masih tergolong sukarela juga
belum memiliki manajemen pengoprasionalan hingga menjadi organisasi
masyarakat yang mandiri.

Faktor lainnya, meliputi kondisi jalan dan jarak antar dusun yang jauh dan
sebagian susah diakses menjadikan kelompok ini jarang berkomunikasi dalam satu
forum. Faktor signal untuk berkomunikasi juga masih kurang memadai, mengingat

desa ini terletak dibalik pegunungan sehingga akses terhadap komunikasi masih
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belum merata. Jadi cara kerja masyarakat selama ini jika berkomunikasi dapat
melalui undangan dan sistem door to door. Lagi-lagi faktor yang dikerjakan secara
sukarela masih banyak tantangannya.

Gambar 7.13

Proses pengukuhan kelompok tangguh bencana Desa Depok

Sumber : Dokumentasi Peneliti

Namun, semua dapat dipatahkan ketika masyarakat memang telah memiliki
niat untuk menjadi bagian masyarakat tangguh bencana. Hal ini juga mendapat
dukungan penuh dari pemerintah Desa Depok dengan akan menganggarkan 2%
anggaran APBDES tahun depan, sebagai investasi untuk upaya PRB. Meskipun
dana yang akan dianggarkan tidak tergolong banyak namun sikap yang diambil oleh
pemerintah desa patut mendapat apresiasi karena telah mau berubah sedikit demi
sedikit. Tidak hanya dukungan berupa akan dianggarkannya dana desa untuk tahun
depan, pemerintah Desa Depok juga telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala
DesaDepok (SK kepala desa) No. 188/07/406.049.07/2017 Tentang Kelompok
Tanggguh Bencana Dalam Penanggulangan Bencana Desa Depok Kecamatan
Bendungan untuk mengangkat kelompok tangguh bencana sebagai organisasi legal

dibawah naungan pemerintah Desa Depok.
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Gambar 7.14
Koordinator dan Logo Kelompok Tangguh Bencana Desa Depok

Sumber : Dokumentasi peneliti



BAB VIII
TRANSFORMASI MASYARAKAT TENTANG ISU BENCANA
(SEBUAH CATATAN REFLEKSI)
A. Transformasi Paradigma Masyarakat Terhadap Isu Bencana

Dalam beberapa pandangan yang terjadi di masyarakat terdapat beberapa
pandangan mengenai bencana, yaitu; Pandangan konvensional, dimana bencana
dipandang sebagai suatu peristiwa yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan dan tidak
bisa dikendalikan sama sekali oleh manusia. Bencana dianggap sebagai bagian dari
kehidupan dan manusia bersikap pasrah tanpa melakukan suatu tindakan yang
berarti untuk mencegah atau mengurangi dampak dari bencana.

Pandangan Ilmu Pengetahuan Alam, pandangan ini menjelaskan bahwa
bencana merupakan gejala alam yang menyebabkan kerusakan. Faktor manusia
tidak diperhitungkan sebagai penyebab bencana. Pandangan Ilmu Terapan, didalam
pandangan ini menilai bahwa bencana terjadi karena kurangnya infrastruktur dan
prasarana yang memadai. Faktor manusia sudah diperhitungkan namun lebih
kepada perangkat keras. Pandangan Ilmu Sosial, disini dianggap bahwa bencana
terjadi karena ketidakmampuan manusia dalam melakukan kesiapsiagaan dan
merespon terhadap ancaman alam. Kerentanan massyarakat menjadi kunci besar
atau kecilnya bencana. Dan yang terakhir adalah Pandangan Holistik, pandangan
ini melihat bencana sebagai fenomena kompleks antara fenomena alam dan
perilaku manusia. Ancaman alam dipandang memiliki karakteristik yang berbeda,

dan juga perilaku manusia yang berbeda-beda mempengaruhi kerentanan.
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Sebelum melakukan penelitian dan pendampinga di Desa Depok, peneliti
merasa sangat ironi mendengar kisah peneliti bencana asal Jepang melakukan
penelitian di kaki gunung merapi di Jogjakarta. Si peneliti Jepang hanya
menggunakan masyarakat lokal sebagai objek penelitian di sampaing gunung
merapi itu sendiri. Kedatangan peneliti Jepang dalam kisah diatas disambut baik
dan ramah oleh masyarakat lokal, malah cenderung lebih gegap gempita larut dalam
euphoria daerahnya menjadi lokasi penelitian “bule asia”. Harapan-harapan
mereka tentang hasil penelitian yang di dapatkan setelah penelitian itu dapat
merubah sedikit banyak tatanan dan kondisi sosial masyarakat pasca gempa merapi
silam. Menghapus duka dan menimbulkan kecerian di masa yang akan datang bagi
si masyarakat.

Namun, penelitian pun berakhir. Sikap keramahtamahan dan kontribusi
masyarakat dalam penggalian data yang dibutuhkan peneliti Jepang layaknya
bertepuk sebelah tangan. Hasil penelitian Jepang hanya menjadi sebuah “produk
dagangan” (komoditas) alat simulasi gempa dan sudah di patenkan olehnya. Tanpa
ada timbal balik pada masyarakat. Mendengarnya sudah ironi. Dan jangan sampai
ini terulang kembali.

Belajar dari kisah peneliti Jepang dan masyarakat kaki gunung merapi
membuat peneliti berhati-hati dalam melakukan riset dan pendampingan di Desa
Depok. Jangan sampai hasil akhir dari penelitian ini hanya di nikmati oleh salah
satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya. Isu bencana memang belum banyak
orang yang concern seperti halnya isu ekonomi dan keagamaan. Membangun

perubahan paradigm masyarakat tentang kebencanaan memang tidak mudah dan



215

butuh effort. Setidaknya langkah awal sudah dimulai tinggal menapak selangkah
demi selangkah menuju Indonesia tangguh bencana. Tagline diatas memang
terdengar sangat jauh. Tapi bukan berarti tidak mungkin, karenanya harus dimulai
dari sekarang, dan dari level paling kecil.

Bencana yang seperti kita ketahui bersama masih dianggap sebagai kesalahan
alam yang murka kepada manusia, namun lebih jauh dari itu sikap masyarakat juga
masih sering responsive dalam menghadapi bencana. Padahal bencana tidak
mungkin di hilangkan karena berbagai factor. Diantaranya factor geografis, factor
iklim dan cuaca, factor aktifitas manusia dan factor-faktor pemicu lainnya. Namun,
dampak kerugian dari adanya bencana dapat dikurangi dengan merubah paradigm
masyarakat yang responsive menjadi preventif.

Salah satu indicator telah berubahnya paradigm masyarakat yang responsive
menjadi preventif adalah melakukan upaya pengurangan risiko bencana dan dengan
membangun kesiapsiagaan masyarakat. Sehingga apabila terjadi bencana di
wilayahnya dapar di reduksi kerugian yang di timbulkan. Seperti korban jiwa,
kerugian harta dan rusaknya infrastruktur hingga dampak psikologis dan rusaknya
tatanan sosial di masyarakat dapat di tekan.

Pengurangan risiko bencana bukan sekali dua kali kegiatan dan dilakukan
oleh beberapa pihak saja. Dukungan seluruh stakeholder dan masyarakat harus di
galakan secara dari hal terkecil, terus menerus, massif dan berkelanjutan.
Pandangan mengenai bencana alam pun mengalami pergeseran, dimana dulu
bencana hanya ditanggulangi sebagai bentuk responsif terhadap bencana,

sedangkan saat ini penanggulangan bencana lebih ditekankan sebagai bentuk
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proaktif dalam mengurangi risiko bencana tersebut, seperti pada gambar di bawah
ini.
Gambar 8.1

Pergeseran pandangan mengenai bencana alam

Sumber: MPBI, 2015

Penanggulangan bencana yang hanya fokus pada kegiatan paska bencana
tidaklah mencukupi, dan hal tersebut hanyalah bersifat reaktif. Masyarakat akan
terus menerus mengalami kerugian yang besar, dan kembali ke titik nol setiap
setelah terjadinya bencana. Diperlukan paradigma penanggulangan bencana yang
lebih bersifat proaktif, dimana fokus penanggulangan bencana adalah mengurangi
risiko sebelum terjadinya bencana. Manajemen bencana atau penanggulangan
bencana adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan penanganan dan
penanggulangan bencana, sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya bencana.

Tujuan utama manajemen bencana pada akhirnya adalah untuk mengurangi
berbagai risiko yang mungkin terjadi apabila terjadi bencana. Seperti yang pernah
dijelaskan sebelumnya, risiko dapat diturunkan dengan cara menghilangkan atau
mengurangi ancaman, menghilangkan dan atau mengurangi kerentanan, dan
meningkatkan kapasitas masyarakat. Sehingga ketangguhan masyarakat adalah

suatu keniscayaan dalam menghadapi bencana.
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Proses perubahan paradigma masyarakat megenai isu bencana tidak serta
merta dapat dikatakan sebagai pekerjaan yang mudah dan murah. Banyak sekali
hambatan dan tantangan yang terjadi dilapangan. Seperti faktor kebiasaan yang
selalu di lakukan oleh masyarakat, jika kebiasaan tersebut baik maka tidak masalah.
Yang terjadi di lapangan beberapa kebiasaan masyarakat tersebut salah dan dapat
membahayakan kehidupan mereka dikemudian hari. Contoh nyatanya adalah
kebiasaan membuang sampah di sungai atau di lahan belakang rumah (jumbleng),
dalam teori bencana alam tanah longsor terjadi salah satu penyebabnya adalah
beban di atas lereng yang tidak dapat ditahan. Seperti adanya kolam atau tumpukan
sampah sehingga air dapat terserap ke dalam tanah, sehingga pada titik jenuh aliran
air dalam tanah terdapat lapisan kedap air yang membuat tanah di atasnya dapat
bergerak menjadi longsor.

Sehingga proses penyadaran yang dilakukan kepada masyarakat harus
menampilkan fakta-fakta dan kondisi di lingkungan mereka. Kemudian menariknya
menjadi pembanding dengan teori ideal yang ada. Proses berpikir (dialektika tesis-
antitesis — sintetis ) masyarakat terbangun. Menjadikan masyarakat tahu terlebih
dahulu, kemudian mampu mengolah dan mengklasifikasi fakta-fakta mana yang
benar dan mana yang salah sehingga solusi atau jawaban dari permasalahan yang
ada di lingkungan masyarakat terutama isu bencana menjadi mudah diselesaikan.
B. PRB Sebagai Upaya Membangun Kesiapsiagaan Masyarakat

Dalam penelitian dan pendampingan ini dilakukan, sebelumnya peneliti telah
memaparkan bahwa dalam pelaksanaan penelitian dan pendampingan dnegan

masyarakat Desa Depok, Kec. Bendungan, Kab. Trenggalek ini menggunakan
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pendekatan PAR dengan teknik PRA. Dalam pelaksanaannya di lapangan,
pendekatan PAR sangat membantu dalam setiap tahap-tahap pendampingan.
Sehingga kegiatan ini dapat dikatakan sebagai kegiatan yang sistematis dan
terstruktur.

Dimulai dari proses inkulturasi dengan mengikuti berbagai kegiatan bersama
masyarakat. Meliputi kegiatan pengajian yasin dan tahli, kerja bakti dan membantu
kader-kader di posyandu. Pengajian yang dilakukan masyarakat sangat banyak dan
tersebar di berbagai wilayah di Desa Depok. Mulai dari dusun Soko hingga Dusun
Joho memiliki kelompok majlis taklim sendiri-sendiri. Karena keterbatasan
peneliti, hingga beberapa kegiatan saja yang diikuti, seperti mengikuti kegiatan
majlis yasin dan tahlil, kerja bakti dan membantu kader posyandu di dusun Soko.

Gambar 8.2

Pemetaan bersama masyarakat Dusun Soko Hingga Dusun Joho
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Sumber : Dokumentasi Peneliti

Kegiatan selanjutnya yakni pemetaan masalah kebencanaan yang mengarah
pada temuan bencana tanah longsor sebagai ancaman utama di Desa Depok.
Pemetaan sendiri memiliki berbagai tantangan dan hambatan, diantaranya adalah
dengan menghubungi stakeholder di desa yang mengerti dan tahu persis kondisi
lingkunganya tidaklah mudah. Karena jalan desa dan komunikasi yang susah
diakses, keterbatasan komunikasi di sini adalah susahnya jangkauan signal ponsel.
Namun, semua dapat dilaksanakan meskipun membutuhkan waktu yang lumayan
lama.

Untuk memperdalam temuan masalah dari hasil pemetaan, peneliti kemudian
membentuk Forum Group Discussion (FGD) di masing- masing dusun. Dengan
harapan dari hasil FGD tersebut dapat membentuk dan menyusun langkah aksi
strategis pemecahan masalahnya. Sehingga langkah-langkah yang terdapat pada
tahapan PAR dapat berjalan dengan baik. Tantangan dan hambatan yang terjadi
selama kegiatan FGD adalah waktu yang tidak dapat dikatakan singkat.
Membutuhkan lebih dari dua minggu hingga dapat terlaksana kegiatan ini. Mulai

dari meminta izin kepada pemerintah desa, menyepakati agenda FGD, membuat
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undangan hingga menyebarkan undangan, komunikasi dengan penyedia konsumsi,
menyusun topik pembahasan dalam FGD, hingga eksekusi kegiatan FGD.

Dari hasil FGD tersebut dikelola menajadi langkah aksi yang bertujuan untuk
terciptanya transformasi baik dari aspek paradigma, sikap dan perilaku masyarakat.
Tentunya peneliti tidak sendirian, dibantu beberapa stakeholder dan tenaga ahli.
Seperti Babinsa Desa Depok, bapak Wiyono yang sangat antusias dan proaktif
membuat aksi berjalan lancar. Tenaga ahli yang dimaksud adalah staff di
lingkungan BPBD Kab. Trenggalek. Dari beberapa stakeholder tersebut peneliti
berkolaborasi dan menerima kritik serta saran untuk kebaikan semua pihak.

Gambar 8.3
Babinsa dan BPBD sebagai stakeholder terkait

Sumber : google/logo

Selama proses membangun jaringan dengan stakeholder terkait tantangan dan
hambatan ada, namun dapat diminimalisir dengan sangat terbuka dan
koorporatifnya tokoh babinsa dan tenaga ahli dalam hal ini bapak Wiyono dan
bapak Agoeng. Sehingga komunikasi yang terjalin dapat fleksibel dan tidak kaku.
Segala kebutuhan peneliti untuk kebaikan masyarakat dapat diakomodir oleh

stakeholder terkait. Karenanya kegiatan yang dilakukan selama proses penelitian



221

dan pendampingan di masyarakat Desa Depok dapat berjalan sangat lancar dan
minim kendala.

Sebelum peneliti mengakhiri kegiatan penelitian dan pendampinga dalam
PRB tanah longsor di Desa Depok, proses evaluasi dan meluaskan skala dukungan
dalam kegiatan rencana tindak lanjut dilaksanakan setelah kegiatan pengukuhan
kelompok tangguh bencana Desa Depok yang bertempat di kantor kepala Desa
Depok. Dengan beberapa peserta, antara lain kepala Desa Depok, bapak Suroto,
Sekertaris Desa Depok, bapak Surmaji, kepala Dusun Banaran, bapak Puryani, dan
Perwakilan kelompok tangguh bencana Desa Depok bapak Rani dan bapak Bibit
pande. Hal yang dievaluasi adalah tingkat partisipasi, perubahan kulaitas dan

kuantitas, perubahan yang terjadi, dan harapan kedepanya seperti apa. Sehingga

akan muncul dalam tabel berikut;

Tabel 8.1

Hasil evaluasi bersama perwakilan masyarakat Desa Depok

No. | Aspek Evaluasi Sebelum Sesudah
1. Perubahan Konvensional Holistik
paradigma (Bencana adalah (Bencana adalah peringatan
Takdir) dari Tuhan agar senantiasa
menjaga lingkungan dan
tidak berbuat kerusakan di
bumi)
2. | Perubahan sikap Sentralisasi Desentralisasi
( pemerintah adalah (bencana adalah tanggung
penanggung jawab jawab bersama/ distribusi
utama jika terjadi peran dan fungsi)
bencana)
3. Perubahan Responsif Preventif
Perilaku (hanya fokus (Iebih kearah pengurangan
menanggulangi risiko dan mereduksi dampak
benacana) bencana)
4. Respon Apatis/pragmatis Kritis/ tidak terfregmentasi
masyarakat
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terhadap (tidak peduli dan (berdaya dan dapat mengatasi
bencana mengharap bantuan masalah kebencanaan secara
dari pihak lain) mandiri)
5. Harapandan |- Bergantungpada |- Adakelompok tangguh
rencana tindak pihak lain - Langkabh strategis
lanjut - Pengetahuan pendayagunaan anggaran
bencana rendah untuk PRB

- Peningkatan pengetahuan
masyarkat tentang
informasi bencana
melalui kampanye dan
penyuluhan

Sumber : hasil evaluasi dengan perwakilan masyarakat

Perubahan paradigma masyarakat dari konvensional menjadi holistik adalah
saat masyarakat tidak lagi memandang isu bencana menjadi suatu musibah menjadi
suatu peringatan. Sehingga sikap yang akan diambil jika telah memiliki paradigma
yang holistik, menyeluruh, multiaspek dan multisektor. Bencana yang terjadi
adalah akibat dari sebab-sebab yang telah dilakukan, seperti kerusakan lingkungan,
pengetahuan masyarakat yang terbatas, serta akses informasi kebencanaan yang
kurang difasilitasi oleh pemerintah desa.

Tanggung jawab dalam pengelolaan risiko bencana tidak hanya tersentral
pada pundak pemerintah saja. Namun, seluruh pihak harus terlibat dalam
pengurangan risiko bencana. Sehingga mobilisasi asset yang dimiliki oleh desa
dapat dikelola dengan manajemen risiko yang desentralisasi, menyebar namun
fokus dan terkomando. Lebih lanjut dalam Peraturan Kepala BNPB nomor 3 tahun
2008pemerintah daerah bertanggung jawab untuk, antara lain, melindungi
masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, melalui: 1) Pemberian informasi
dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana di wilayahnya; 2)

Pendidikan, pelatthan dan peningkatan keterampilan dalam penyelenggaraan
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penanggulangan bencana; 3) Perlindungan sosial dan pemberian rasa aman,
khususnya bagi kelompok rentan bencana; 4) Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan,
penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Perubahan yang paling penting adalah perilaku preventif dari masyarakat.
Sebelumnya memang merespon bencana atau penaanggulangan bencana memang
penting dilakukan. Namun, lebih baik mencegah, mengurangi, mereduksi risiko dan
ancaman bencana sehingga dampak dan kerugian yang akan dialami masyarakat
tidak terlalu banyak.

Sedangkan Respon masyarakat terhadap bencana yang sebelumnya
apatis/pragmatis, atau tidak acuh berubah menjadi masyarakat yang kritis/ tidak
terfregmentasi. Maksudnya adalah masyarakat dapat memetakan masalah yang ada
di lingkungannya sendiri, menentukan langkah strategis penyelesaian masalah
kemudian mengimplementasikan menjadi suatu aksi demi perubahan kearah yang
lebih baik. Hal tersebut terbangun ketika ada rencana tindak lanjut atau
keberlanjutan program untuk pengurangan kebergantungan masyarakat pada pihak
luar. Solusinya dengan membentuk kelompok tangguh, Langkah strategis
pendayagunaan anggaran untuk PRB dan Peningkatan pengetahuan masyarkat
tentang informasi.

C. PRB Sebagai Hasil Dakwah Pada Masyarakat

Transformasi yang teraakhir adalah masyarakat dapat mengambil hikmah
atau pelajaran dari adanya bencana yang diturunkan Allah di lingkungannya. Dan
untuk selanjutnya dapat menyikapi atau merespon dengan lebih mendekatkan diri

kepada Allah dan tidak melakukan kerusakan di bumi. Dan apabila terjadi bencana
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lagi dikemudian hari masyarakat dapat menjadi lebih sabar karena telah tahu bahwa
diturunkannya bencana/musibah kebada mereka agar mereka lebih naik derajadnya
di sisi Allah.

Dalam mengikuti seruan agar mentaati perintah Allah, mentaati sunnah
Rasul, dan ulil amri dalam hal ini adalah pemerintah yang bergerak pada bidang
kebencanaan seperti BNPB atau BPBD dan golongan ahli ilmu dibidang bencana
maka sangat relevan dengan turut mengimplementasikan Undang- Undang No. 24
tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Yang secara esensi memang
mengatur sedimikian rupa mengenai manajemen dan pengelolaan risiko bencana
agar masyarakat sejahtera dan tangguh menghadapi bencana.

Karena hal itu sesuai dengan tujuan dakwah yaitu untuk mengajak atau
menyeru kepada kebaikan. Syeikh Ali Mahfudz dalam kitabnya Hidayatul
Mursyidin, memberi definisi dakwah sebagai berikut; Dakwah mendorong manusia
agar berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyeru kepada mereka untuk
berbuat kebajikan dan mencegah mereka dari perbuatan munkar agar mereka
mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat!.

Sehingga penelitian ini tidak lain adalah untuk berdakwah kepada masyarakat
agar mengimplementasikan upaya pengurangan risiko bencana (PRB) sebagai
bentuk ketaatan kepada pemerintah melalui Undang- Undang No 24. Tahun 2007.
Ketaatan kepada pemerintah melalui Undang- Undang No 24. Tahun 2007 juga
merupakan bentuk ketaatan juga kepada Allah. Sehingga dalam surat At-Tholaq

ayat 2 yang berbunyi;

! Hasan Bisri, “Ilmu Dakwah”, Revka Petra Media, Surabaya : 2013, hal, 1-2.,
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“Barang siapa (berserah diri dan bertagwa) karena takut kepada Allah, maka
Allah akan mengadakan baginya  jalan keluar (dari
kesulitan/musibah/bencana) .

Allah telah menyiapkan bagi masyarakat yang berserah diri dan melakukan
upaya PRB jalan keluar dan jaminan bahagia baik di dunia maupun di akhirat.
Karena telah terbangun kesadaran akan pentingnya upaya pengurangan risiko
bencana dan bimbingan dalam al-quran tentang terjadinya bencana, maka
masyarakat dapat menjadikan refleksi dengan datangnya bencana. Dengan
paradigm masyarakat yang menganggap bencana sebagai musibah menjadi bencana
sebagai peringatan. Dengan menjadikan pola pikir, pola perilaku dan sikap yang

terus siap siaga dalam menghadapi bencana. Menuju masyarakat yang tangguh

bencana.

2 Al-Quran dan terjemahannya, Depertemen Agama RI, hal 945.,



BAB XI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan pada masyarakat Desa
Depok kecamatan bendungan dapat disimpulkan bahwa faktor kerentanan
masyarakat Desa Depok adalah; 1)kerentanan alam dan lingkungan, 2)kerentanan
sosial dan ekonomi. 3) serta bencana perspektif pemerintah yang masih
memperbesar risiko bencana tanah longsor di Desa Depok
Sehingga strategi pendampingan masyarakat dalam pengurangan risiko
bencana tanah longsor adalah; 1) Membuat Informasi Kebencanaan Sebagai Media
Peningkatan pengetahuan kebencanaan (peringatan dini). 2) Merubah Paradigma
Masyarakat Dengan Membangun Kesadaran Melalui Pendidikan Kebencanaan. 3)
Membentuk Kelompok Tangguh Bencana
B. Rekomendasi
Adapun beberapa rekomendasi yang dapat dipergunakan sebagai upaya
dalam pengurangan risiko bencana tanah longsor di Desa Depok, antara lain;
1. Rumah yang terkena bencana disarankan direlokasi ke tempat yang aman
2. Rumah-rumah di sekitar lokasi bencana sangat rawan terhadap bencana
gerakan tanah sehingga disarankan direlokasi
3. Pada tebing bekas longsoran perlu di buat tembok penahan atau turap (grid
rapat) dengan kontruksi beton bertulang dengan dibuat lubang-lubang

pelepasan air

226



227

. Untuk menahan erosi sungai dan longsoran tebing jembatan disarankan
dibuat tiang-tiang pancang

. Air permukaan pada lereng bagian atas (run off) perlu dialirkan dengan
saluran kedap hingga langsung masuk ke sungai, agar tidak menggenangi
dan masuk ke dalam batuan/tanah pada lereng

Perlu penanaman tanaman keras berakar kuat dan dalam pada lereng, agar
akar tanaman dapat menahan lereng

Disarankan tidak beraktivitas di sekitar lokasi bencana terutama pada
waktu hujan

Masyarakat sekitar bencana perlu waspada terutama pada waktu terjadi
hujan deras dan apabila hujan berlangsung lama disarankan segera
mengungsi ke lokasi yang aman

Perlu di lakukan sosialisasi dan penjelasan terhadap daerah rawan bencana

gerakan tanah (tanah longsor) di wilayah tersebut oleh pemerintah setempat
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